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Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat 
Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 
Kemristekdikti dalam 2 tahun terakhir terlibat 
dalam penyusunan peraturan perundang-
undangan baru yang mengatur tata kelola 
pendidikan tinggi terutama tentang 
penjaminan mutu.

Buku ini berisi kumpulan peraturan perundang-

Direktur Penjaminan Mutu

Prof. Dr. Aris Junaidi

K A T A  P E N G A N T A R

undangan yang baru dan  terkait langsung dengan penjaminan 
mutu pendidikan tinggi. Buku ini antara lain berisi 5 (lima) 
Permenristekdikti dan Peraturan 2 (dua) BAN-PT dan ditambah 
Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Tujuan disusunnya buku ini untuk memudahkan perguruan 
tinggi dalam memahami peraturan-peraturan baru antara lain : 
Permenristekdikti  tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
(SN Dikti); Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Sistem 
Penjaminan Pendidikan Tinggi (SPM Dikti); Pangkalan Data 
Pendidikan Tinggi (PD Dikti); Pendirian, Perubahan, Pembubaran 
Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan 
Izin Perguruan Tinggi Swasta; Peraturan BAN-PT tentang 
Kebijakan Instrumen Akreditasi; dan  Sistem Akreditasi Nasional 
Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Semoga kehadiran buku “Kumpulan Peraturan Perundangan-
Undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi” 
ini bermanfaat dan dapat dijadikan rujukan bagi insan pendidikan 
tinggi di Indonesia dalam mengembangkan budaya mutu untuk 
terciptanya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

 Jakarta, Juli 2017
Direktur Penjaminan Mutu

Prof. Dr. Aris Junaidi
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SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  12  TAHUN 2012 

TENTANG

PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 me-
ngamanatkan kepada Pemerintah untuk 
mengusahakan dan menyelenggarakan 
satu sistem pendidikan nasional yang 
meningkatkan keimanan, ketakwaan ke-
pada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak 
mulia dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa serta memajukan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai agama 
dan persatuan bangsa untuk kemajuan 
peradaban serta kesejahteraan umat 
manusia;

b. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian
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pendidikan nasional memiliki peran  
strategis dalam mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dengan memperhatikan 
dan menerapkan nilai  humaniora serta 
pembudayaan dan pemberdayaan bangsa 
Indonesia yang berkelanjutan;

c. bahwa untuk meningkatkan daya saing 
bangsa dalam menghadapi globalisasi 
di  segala bidang, diperlukan pendidikan 
tinggi yang mampu mengembangkan 
ilmu pengetahuan  dan  teknologi serta  
menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/
atau profesional yang berbudaya  dan  
kreatif,  toleran,  demokratis, berkarakter     
tangguh, serta berani membela kebenar-
an untuk kepentingan bangsa;

d. bahwa untuk mewujudkan keterjang-
kauan dan pemerataan yang berkeadilan 
dalam memperoleh pendidikan tinggi 
yang bermutu dan relevan dengan 
kepentingan    masyarakat    bagi kemajuan, 
kemandirian, dan kesejahteraan, diperlu-
kan penataan pendidikan tinggi secara 
terencana, terarah, dan berkelanjutan 
dengan memperhatikan aspek demo-
grafis dan geografis;

e. bahwa untuk  menjamin penyelenggaraan 
pendidikan tinggi diperlukan pengaturan  
sebagai dasar dan kepastian hukum;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan seba-
gaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu 
membentuk Undang-Undang tentang 
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Pendidikan Tinggi;

Mengingat :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini  yang dimaksud dengan:
1. Pendidikan  adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan  yang diperlukan  dirinya, masyarakat, 
bangsa, dan negara.

2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah 
pendidikan menengah yang mencakup program diploma,  
program sarjana, program magister, program doktor, 
dan program profesi, serta program spesialis, yang   

Pasal 20, Pasal 21, dan  Pasal 31 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

UNDANG-UNDANG TENTANG  PENDIDIKAN 
TINGGI.
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diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan 
kebudayaan bangsa Indonesia.

3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang 
digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan     
menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh  
metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau 
kemasyarakatan tertentu.

4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai   
cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi 
pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta 
peningkatan mutu kehidupan manusia.

5. Humaniora adalah disiplin akademik yang mengkaji nilai 
intrinsik kemanusiaan.

6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang 
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

7. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat 
PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau 
diselenggarakan oleh Pemerintah.

8. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat 
PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau 
diselenggarakan oleh masyarakat.

9. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut  
Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk  
menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat.

10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah 
dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh 
informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan 
pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu 
pengetahuan dan teknologi.

11. Pengabdian kepada   Masyarakat   adalah   kegiatan sivitas 
akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan  dan  
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Teknologi untuk  memajukan kesejahteraan masyarakat dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa.

12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan 
dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri 
atas dosen dan mahasiswa.

14.  Dosen  adalah   pendidik  profesional  dan  ilmuwan dengan 
tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi melalui 
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan 
Tinggi. 

16. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia   
nonpemerintah   yang   mempunyai perhatian dan peranan 
dalam bidang Pendidikan Tinggi.

17. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan 
pembelajaran yang memiliki kurikulum  dan metode 
pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan 
akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

18. Standar  Nasional Pendidikan Tinggi   adalah satuan standar  
yang meliputi standar  nasional pendidikan, ditambah  
dengan  standar  penelitian, dan  standar pengabdian kepada 
masyarakat.

19. Pemerintah pusat,  selanjutnya disebut Pemerintah, adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana  
dimaksud  dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

20. Pemerintah Daerah adalah  gubernur,  bupati,  atau walikota, 
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah.

21.  Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi 
urusan  pemerintahan di  bidang pendidikan.
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22. Kementerian lain adalah perangkat pemerintah yang 
membidangi urusan  pemerintahan  di luar bidang pendidikan.

23. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya  
disingkat  LPNK   adalah  lembaga pemerintah pusat yang 
melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.

24.  Menteri  adalah   menteri   yang  menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pendidikan Tinggi  berasaskan:
a. kebenaran ilmiah;
b. penalaran; 
c. kejujuran; 
d. keadilan;
e. manfaat;
f. kebajikan;
g. tanggung jawab;
h. kebhinnekaan; dan
i. keterjangkauan.

Pasal 4

Pendidikan Tinggi  berfungsi:
a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta   peradaban   bangsa yang  bermartabat   dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, 
kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui 
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pelaksanaan Tridharma; dan
c. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan  

memperhatikan  dan  menerapkan  nilai Humaniora.

Pasal 5

Pendidikan Tinggi  bertujuan:
a. berkembangnya   potensi   Mahasiswa  agar   menjadi manusia  

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan 
bangsa;

b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu 
Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi 
kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;

c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui  
Penelitian yang memperhatikan   dan menerapkan  nilai 
Humaniora  agar  bermanfaat  bagi kemajuan bangsa, serta 
kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan

d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis 
penalaran   dan   karya   Penelitian  yang  bermanfaat dalam 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa.
 

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu
Prinsip dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi

Pasal 3

Pendidikan Tinggi  diselenggarakan dengan prinsip:
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a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;

b.  demokratis dan  berkeadilan serta  tidak diskriminatif dengan  
menjunjung  tinggi hak  asasi  manusia,  nilai agama,  nilai 
budaya,  kemajemukan,  persatuan,  dan kesatuan bangsa;

c.  pengembangan  budaya  akademik  dan  pembudayaan 
kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;

d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung 
sepanjang hayat;

e.  keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas 
Mahasiswa dalam pembelajaran;

f. pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan 
memperhatikan  lingkungan  secara  selaras  dan seimbang;

g.  kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, 
bakat, dan kemampuan Mahasiswa;

h. satu  kesatuan  yang sistemik dengan sistem terbuka dan 
multimakna;

i. keberpihakan   pada   kelompok  Masyarakat   kurang mampu 
secara ekonomi; dan

j.  pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran 
serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu 
layanan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

(1)  Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi.

(2) Tanggung  jawab  Menteri  atas   penyelenggaraan Pendidikan 
Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 
pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan 
evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.

(3) Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi  meliputi:
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a. kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi 
Pendidikan Tinggi  sebagai bagian dari sistem pendidikan 
nasional untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi;

b.  penetapan kebijakan umum nasional dan penyusunan  
rencana pengembangan jangka panjang, menengah,   
dan tahunan Pendidikan Tinggi  yang berkelanjutan;

c.  peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, 
pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan 
Tinggi secara berkelanjutan;

d.  pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan  
akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan 
Tinggi;

e.  pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan Perguruan Tinggi kecuali pendidikan 
tinggi keagamaan;

f.  kebijakan umum dalam penghimpunan dan 
pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk 
mengembangkan Pendidikan Tinggi;

g.  pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau 
konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk 
merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan 
Tinggi; dan

h.  pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan 
dan pencapaian tujuan Pendidikan Tinggi.

(4)  Dalam   hal   penyelenggaraan   pendidikan   tinggi keagamaan,  
tanggung jawab, tugas, dan wewenang dilaksanakan oleh 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang agama.

(5)  Ketentuan   lebih  lanjut   mengenai  tanggung  jawab Menteri 
atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), tugas dan wewenang Menteri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.
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Bagian Kedua

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Paragraf 1

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan 
Otonomi Keilmuan

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan   
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan 
akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi 
keilmuan.

(2)  Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan oleh Sivitas 
Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah 
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan   
bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat 
manusia.

(3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar    
akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi  
merupakan  tanggung jawab pribadi Sivitas  Akademika,  yang  
wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan 
Tinggi.

Pasal 9

(1) Kebebasan  akademik sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 
8  ayat (1)  merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam   
Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan  
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung   jawab  
melalui pelaksanaan Tridharma.

(2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor 



- 11 -

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah 
untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab 
mengenai sesuatu  yang berkenaan dengan rumpun ilmu 
dan cabang ilmunya.

(3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada 
suatu  cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau  Teknologi dalam  
menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/
atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, 
metode keilmuan, dan budaya akademik.

Paragraf 2

Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 10

(1) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan 
kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu 
Pengetahuan yang disusun secara sistematis.

(2) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rumpun ilmu agama;
b. rumpun ilmu humaniora;
c. rumpun ilmu sosial;
d. rumpun ilmu alam;
e. rumpun ilmu formal; dan 
f.  rumpun ilmu terapan.

(3) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana   
dimaksud   pada   ayat   (2) ditransformasikan, dikembangkan, 
dan/atau disebarluaskan oleh Sivitas Akademika melalui 
Tridharma.



- 12 -

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

Paragraf 3 

Sivitas Akademika

Pasal 11

(1) Sivitas Akademika merupakan komunitas yang memiliki   
tradisi    ilmiah   dengan   mengembangkan budaya akademik.

(2) Budaya   akademik   sebagaimana   dimaksud    pada ayat  (1)  
merupakan  seluruh  sistem  nilai, gagasan, norma,  tindakan,  
dan  karya  yang  bersumber  dari Ilmu Pengetahuan  dan 
Teknologi sesuai  dengan asas Pendidikan Tinggi.

(3)  Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa 
membedakan suku, agama, ras, antargolongan, jenis   
kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, 
dan aliran politik.

(4) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, 
penguasaan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan  
dan Teknologi serta pengembangan Perguruan Tinggi  
sebagai lembaga ilmiah.

(5) Sivitas Akademika berkewajiban memelihara dan 
mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai proses dan  produk  
serta  sebagai amal dan paradigma moral.

Pasal 12

(1) Dosen  sebagai  anggota  Sivitas  Akademika  memiliki tugas   
mentransformasikan   Ilmu  Pengetahuan dan/atau  Teknologi 
yang  dikuasainya  kepada Mahasiswa dengan mewujudkan 
suasana  belajar dan pembelajaran  sehingga  Mahasiswa 
aktif mengembangkan potensinya.

(2)  Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan 
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suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui 
penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.

(3)  Dosen secara perseorangan atau  berkelompok wajib menulis 
buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh  Perguruan   
Tinggi    dan/atau   publikasi  ilmiah sebagai salah satu sumber 
belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta 
pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

Pasal 13

(1)  Mahasiswa   sebagai   anggota   Sivitas   Akademika diposisikan 
sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam 
mengembangkan potensi diri di    Perguruan   Tinggi     untuk   
menjadi  intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.

(2) Mahasiswa  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat  (1) secara 
aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan  
pembelajaran,  pencarian  kebenaran ilmiah,  dan/atau  
penguasaan,  pengembangan, dan pengamalan     suatu     
cabang    Ilmu    Pengetahuan dan/atau  Teknologi untuk  
menjadi  ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional 
yang berbudaya.

(3) Mahasiswa  memiliki kebebasan akademik dengan 
mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta 
bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.

(4) Mahasiswa berhak mendapatkan  layanan Pendidikan sesuai  
dengan  bakat,  minat,  potensi,  dan kemampuannya.

(5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan 
sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak    
melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh 
Perguruan Tinggi.

(6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati 
norma   Pendidikan  Tinggi    untuk  menjamin terlaksananya 
Tridharma  dan pengembangan budaya akademik.
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Pasal 14

(1)  Mahasiswa  mengembangkan  bakat,   minat,   dan kemampuan 
dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler   
sebagai  bagian  dari  proses Pendidikan.

(2)  Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui 
organisasi kemahasiswaan.

(3) Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan 
ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam statuta Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga

Jenis Pendidikan Tinggi

Paragraf 1

Pendidikan Akademik

Pasal 15

(1) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi 
program sarjana dan/atau program pascasarjana yang 
diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

(2) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan 
akademik   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) berada 
dalam tanggung jawab Kementerian.

Paragraf 2 

Pendidikan Vokasi

Pasal 16

(1) Pendidikan  vokasi merupakan  Pendidikan  Tinggi program 
diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan 
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dengan keahlian terapan  tertentu  sampai program sarjana 
terapan.

(2) Pendidikan   vokasi   sebagaimana    dimaksud    pada ayat 
(1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program  
magister   terapan   atau   program  doktor terapan.

(3) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan vokasi 
berada dalam tanggung jawab Kementerian.

Paragraf 3

Pendidikan Profesi

Pasal 17

(1) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah 
program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam 
pekerjaan  yang memerlukan  persyaratan keahlian khusus.

(2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja 
sama dengan Kementerian, Kementerian lain,  LPNK, dan/
atau  organisasi  profesi  yang bertanggung jawab atas mutu 
layanan profesi.

Bagian Keempat

Program Pendidikan Tinggi

Paragraf 1

Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor

Pasal 18

((1) Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang  
diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau  
sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu   Pengetahuan    
dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
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(2) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau 
ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau 
menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan 
diri  menjadi profesional.

(3)  Program sarjana wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi 
akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.

(4)   Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.
(5)  Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  program  sarjana diatur 

dalam Peraturan Menteri.

Pasal 19

(1) Program magister  merupakan  pendidikan  akademik yang  
diperuntukkan   bagi  lulusan  program  sarjana atau  sederajat  
sehingga mampu  mengamalkan dan mengembangkan  Ilmu  
Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan 
penelitian ilmiah.

(2) Program magister   sebagaimana    dimaksud    pada ayat  
(1)  mengembangkan  Mahasiswa  menjadi intelektual,  
ilmuwan  yang  berbudaya,  mampu memasuki  dan/atau   
menciptakan   lapangan   kerja serta mengembangkan diri  
menjadi profesional.

(3)  Program   magister   wajib  memiliki  Dosen   yang berkualifikasi 
akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.

(4) Lulusan program magister berhak menggunakan gelar 
magister.

(5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  program  magister diatur 
dalam Peraturan Menteri.

Pasal 20

(1) Program doktor merupakan pendidikan akademik yang 
diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat 
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sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau  
memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta 
pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui  
penalaran dan penelitian ilmiah.

(2) Program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengembangkan   dan    memantapkan    Mahasiswa untuk 
menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan     
dan     kemandirian    sebagai    filosof dan/atau  intelektual,  
ilmuwan yang berbudaya  dan menghasilkan  dan/
atau   mengembangkan  teori melalui  Penelitian  yang  
komprehensif  dan   akurat untuk memajukan peradaban 
manusia.

(3)  Program   doktor    wajib   memiliki   Dosen   yang berkualifikasi 
akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.

(4) Lulusan  program doktor berhak  menggunakan gelar doktor.
(5) Ketentuan   lebih  lanjut   mengenai  program  doktor diatur 

dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2
Program Diploma, Magister Terapan, dan Doktor Terapan

Pasal 21

(1) Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang 
diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau  
sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan  
penalaran dalam  penerapan  Ilmu Pengetahuan dan/atau 
Teknologi.

(2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyiapkan Mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk 
memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri atas program:
a. diploma satu;
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b. diploma dua;
c. diploma tiga; dan
d. diploma empat atau sarjana terapan.

(4) Program    diploma   sebagaimana    dimaksud    pada ayat (3) 
wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum 
lulusan  program magister atau sederajat.

(5) Pada program diploma satu  sebagaimana dimaksud pada  
ayat  (3)   huruf  a  dan  program  diploma dua sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan   
instruktur   yang  berkualifikasi akademik   minimum   lulusan    
diploma   tiga   atau sederajat yang memiliki pengalaman.

(6) Lulusan program diploma berhak menggunakan gelar ahli 
atau sarjana terapan.

(7) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  program  diploma diatur 
dalam Peraturan Menteri.

Pasal 22

(1)  Program magister terapan  merupakan  kelanjutan pendidikan 
vokasi yang diperuntukkan  bagi lulusan program  sarjana   
terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan  
dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau 
Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

(2) Program  magister  terapan   sebagaimana  dimaksud pada  
ayat  (1)  mengembangkan  Mahasiswa  menjadi ahli yang 
memiliki kapasitas  tinggi dalam penerapan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi pada profesinya.

(3) Program magister terapan wajib memiliki Dosen yang 
berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang 
sederajat.

(4)  Lulusan     program    magister    terapan     berhak menggunakan 
gelar magister terapan.

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister terapan 
diatur dalam Peraturan Menteri. 
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Pasal 23

(1) Program doktor terapan  merupakan  kelanjutan  bagi lulusan  
program  magister  terapan  atau  sederajat untuk  mampu 
menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan   kontribusi   
bagi  penerapan, pengembangan, serta  pengamalan Ilmu 
Pengetahuan dan   Teknologi  melalui   penalaran    dan   
penelitian ilmiah.

(2) Program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1)   mengembangkan  dan  memantapkan Mahasiswa untuk 
menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan 
dan kemandirian sebagai ahli  dan  menghasilkan  serta  
mengembangkan penerapan  Ilmu Pengetahuan  dan  
Teknologi melalui penelitian yang komprehensif dan akurat 
dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia.

(3) Program  doktor  terapan  wajib memiliki Dosen  yang 
berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang 
sederajat.

(4)  Lulusan      program     doktor     terapan      berhak menggunakan 
gelar doktor terapan.

(5) Ketentuan   lebih  lanjut   mengenai  program  doktor terapan 
diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Program Profesi dan Program Spesialis

Pasal 24

(1) Program   profesi   merupakan    pendidikan   keahlian khusus   
yang diperuntukkan  bagi lulusan  program sarjana atau 
sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan 
memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.

(2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi  yang bekerja 
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sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/
atau organisasi  profesi yang bertanggung jawab atas mutu 
layanan profesi.

(3) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menyiapkan profesional.

(4)  Program    profesi   wajib   memiliki   Dosen   yang berkualifikasi 
akademik  minimum  lulusan  program profesi dan/atau 
lulusan program magister atau yang sederajat  dengan  
pengalaman  kerja  paling  singkat 2 (dua) tahun.

(5)   Lulusan  program profesi berhak  menggunakan  gelar profesi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai  program profesi diatur 

dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

(1) Program spesialis merupakan pendidikan keahlian 
lanjutan  yang dapat  bertingkat dan  diperuntukkan bagi  
lulusan   program   profesi  yang  telah berpengalaman 
sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan 
kemampuannya menjadi spesialis.

(2) Program   spesialis    sebagaimana    dimaksud    pada ayat 
(1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja 
sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK  dan/
atau  organisasi  profesi yang bertanggung jawab atas mutu 
layanan profesi.

(3) Program   spesialis    sebagaimana    dimaksud    pada ayat (2) 
meningkatkan kemampuan spesialisasi dalam cabang ilmu 
tertentu.

(4)  Program   spesialis   wajib  memiliki  Dosen   yang berkualifikasi 
akademik  minimum  lulusan  program spesialis dan/
atau  lulusan program doktor atau yang sederajat  dengan  
pengalaman  kerja  paling  singkat 2 (dua) tahun.

(5) Lulusan program spesialis berhak menggunakan gelar 
spesialis.
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(6) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  program  spesialis diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4

Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi

Pasal 26

(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi  yang 
menyelenggarakan pendidikan akademik.

(2) Gelar akademik terdiri atas:
a.  sarjana;
b.  magister; dan 
c.  doktor.

(3) Gelar vokasi diberikan oleh Perguruan Tinggi  yang 
menyelenggarakan pendidikan vokasi.

(4) Gelar vokasi terdiri atas:
a.  ahli pratama;
b.  ahli muda;
c.  ahli madya;
d.  sarjana terapan;
e.  magister terapan; dan 
f.   doktor terapan.

(5) Gelar profesi diberikan  oleh Perguruan  Tinggi   yang 
menyelenggarakan pendidikan profesi.

(6)   Gelar profesi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5) 
ditetapkan oleh Perguruan Tinggi  bersama dengan 
Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi  
profesi yang bertanggung  jawab terhadap mutu layanan 
profesi.

(7) Gelar profesi terdiri atas:
a.  profesi; dan 
b.  spesialis.
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(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik, gelar   
vokasi, atau gelar profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 
Pasal 27

(1) Selain  gelar  doktor  sebagaimana   dimaksud   dalam Pasal  
26   ayat  (2)   huruf  c,  Perguruan  Tinggi   yang memiliki 
program  doktor  berhak  memberikan  gelar doktor 
kehormatan  kepada perseorangan  yang layak memperoleh  
penghargaan  berkenaan   dengan  jasa- jasa  yang luar  biasa  
dalam  Ilmu Pengetahuan  dan Teknologi   dan/atau   berjasa   
dalam   bidang kemanusiaan.

(2)  Ketentuan   lebih  lanjut   mengenai  gelar  doktor kehormatan 
diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

(1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya 
digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan 
berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar 
profesi.

(2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya 
dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang 
diterima dari Perguruan Tinggi.

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan 
dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
a. Perguruan  Tinggi    dan/atau   Program  Studi  yang tidak 

terakreditasi; dan/atau
b. perseorangan,    organisasi,   atau    penyelenggara 

Pendidikan  Tinggi   yang tanpa  hak  mengeluarkan gelar 
akademik dan gelar vokasi.

(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri 
apabila dikeluarkan oleh:
a.  Perguruan  Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak 

terakreditasi; dan/atau
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b.  perseorangan, organisasi, atau  lembaga lain yang tanpa 
hak mengeluarkan gelar profesi.

(5)  Gelar akademik,  gelar vokasi, atau  gelar profesi dinyatakan  
tidak  sah  dan  dicabut  oleh Perguruan Tinggi   apabila  karya  
ilmiah yang digunakan  untuk memperoleh gelar akademik, 
gelar vokasi, atau  gelar profesi   terbukti   merupakan    hasil   
jiplakan   atau plagiat.

(6)  Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan  
Tinggi yang  tanpa  hak  dilarang memberikan gelar akademik, 
gelar vokasi, atau  gelar profesi.

(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar 
akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Bagian Kelima

Kerangka Kualifikasi Nasional

Pasal 29 

(1)  Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan    
capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang 
pendidikan formal, nonformal, informal, atau  pengalaman  
kerja  dalam rangka  pengakuan  kompetensi kerja sesuai  
dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi 
lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan 
pendidikan profesi.

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
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Bagian Keenam

Pendidikan Tinggi  Keagamaan

Pasal 30

(1)  Pemerintah atau Masyarakat dapat menyelenggarakan 
pendidikan tinggi keagamaan.

(2) Pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, 
akademi dan dapat berbentuk ma’had aly, pasraman, 
seminari, dan bentuk lain yang sejenis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan tinggi 
keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

(1) Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar 
yang dilakukan  secara  jarak  jauh  melalui penggunaan 
berbagai media komunikasi.

(2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan:
a. memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok 

Masyarakat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan 
secara tatap muka atau reguler; dan

b. memperluas akses serta mempermudah layanan 
Pendidikan  Tinggi   dalam  Pendidikan  dan pembelajaran.

(3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai 
bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana    
dan   layanan   belajar   serta   sistem penilaian yang menjamin 
mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan 
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Tinggi.
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan 

pendidikan jarak jauh  sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 32

(1) Program Studi dapat dilaksanakan melalui pendidikan 
khusus bagi Mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan   
dalam mengikuti   proses pembelajaran dan/atau Mahasiswa 
yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

(2) Selain pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Program Studi juga dapat dilaksanakan melalui 
pendidikan layanan khusus  dan/atau pembelajaran layanan 
khusus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi yang 
melaksanakan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud  
pada  ayat  (1)   dan  pendidikan  layanan khusus dan/atau 
pembelajaran layanan khusus sebagaimana dimaksud  pada  
ayat  (2)  diatur  dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan

Proses Pendidikan dan Pembelajaran

Paragraf 1

Program Studi

Pasal 33

(1) Program pendidikan dilaksanakan melalui  Program Studi.
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(2) Program Studi  memiliki kurikulum  dan  metode pembelajaran 
sesuai dengan program Pendidikan.

(3) Program  Studi  diselenggarakan  atas   izin    Menteri setelah 
memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

(4) Program  Studi   dikelola  oleh  suatu   satuan   unit pengelola 
yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

(5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mendapatkan  akreditasi pada  saat  memperoleh izin 
penyelenggaraan.

(6) Program  Studi  wajib  diakreditasi  ulang  pada  saat jangka 
waktu akreditasinya berakhir.

(7)  Program  Studi   yang   tidak   diakreditasi   ulang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6)  dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

(8)  Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izin  
Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan 
pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud  pada  
ayat  (7) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 34

(1) Program Studi diselenggarakan di  kampus utama Perguruan 
Tinggi   dan/atau dapat diselenggarakan di luar  kampus  
utama  dalam  suatu  provinsi atau  di provinsi lain melalui 
kerja  sama  dengan  Perguruan Tinggi  setempat.

(2) Ketentuan lebih lanjut  mengenai penyelenggaraan Program 
Studi di   kampus  utama  Perguruan Tinggi dan/atau di luar   
kampus utama sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) diatur   
dalam Peraturan Menteri.
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Paragraf 2

Kurikulum 

Pasal 35

(1) Kurikulum  pendidikan tinggi merupakan  seperangkat 
rencana  dan  pengaturan  mengenai tujuan,  isi,   dan bahan   
ajar   serta   cara   yang  digunakan   sebagai pedoman   
penyelenggaraan   kegiatan   pembelajaran untuk mencapai 
tujuan Pendidikan Tinggi.

(2) Kurikulum Pendidikan Tinggi  sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1)  dikembangkan  oleh setiap  Perguruan Tinggi  
dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi   
untuk  setiap Program Studi yang mencakup pengembangan 
kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

(3) Kurikulum Pendidikan Tinggi  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib memuat mata kuliah:
a. agama;
b. Pancasila;
c. kewarganegaraan; dan
d.  bahasa Indonesia.

(4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, 
dan ekstrakurikuler.

(5)  Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan  untuk  program sarjana  dan  program diploma.

Pasal 36

Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan  bersama Kementerian,   
Kementerian   lain,   LPNK,  dan/atau organisasi  profesi yang  
bertanggung  jawab  atas  mutu layanan profesi dengan mengacu 
pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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Paragraf 3 

Bahasa Pengantar

Pasal 37

(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa  resmi negara wajib 
menjadi bahasa pengantar di Perguruan Tinggi.

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar  
dalam program studi  bahasa  dan  sastra daerah.

(3) Bahasa   asing   dapat   digunakan   sebagai   bahasa pengantar 
di Perguruan Tinggi.

Paragraf 4

Perpindahan dan Penyetaraan

Pasal 38

(1)  Perpindahan Mahasiswa dapat dilakukan antar:
a. Program  Studi  pada  program  Pendidikan  yang sama;
b. jenis Pendidikan Tinggi; dan/atau 
c. Perguruan Tinggi.

(2)  Ketentuan mengenai perpindahan Mahasiswa sebagaimana 
dimaksud  pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 39

(1) Lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi 
dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan 
akademik melalui penyetaraan.

(2) Lulusan pendidikan akademik dapat melanjutkan 
pendidikannya pada pendidikan vokasi atau pendidikan 
profesi melalui penyetaraan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan lulusan 
pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetaraan   
lulusan   pendidikan   akademik sebagaimana dimaksud  pada  
ayat  (2)  diatur  dalam Peraturan Menteri.

Pasal 40

(1) Lulusan Perguruan Tinggi negara lain dapat mengikuti  
Pendidikan  Tinggi    di   Indonesia  setelah melalui penyetaraan.

(2) Ketentuan mengenai penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi     
negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Sumber Belajar, Sarana, dan Prasarana

Pasal 41

(1) Sumber  belajar  pada  lingkungan  pendidikan  tinggi wajib 
disediakan,  difasilitasi, atau  dimiliki oleh Perguruan Tinggi   
sesuai dengan Program Studi yang dikembangkan.

(2) Sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
digunakan secara bersama oleh beberapa Perguruan Tinggi.

(3) Perguruan Tinggi  menyediakan sarana dan prasarana untuk    
memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, 
minat, potensi, dan kecerdasan Mahasiswa.

Paragraf 6

Ijazah 

Pasal 42

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan  
pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi 
belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi  
terakreditasi  yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
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(2) Ijazah    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1) diterbitkan   
oleh  Perguruan   Tinggi     yang   memuat Program Studi  dan  
gelar yang berhak  dipakai  oleh lulusan Pendidikan Tinggi.

(3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya 
ilmiah  untuk memperoleh ijazah  dan  gelar,  yang terbukti 
merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan 
tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.

(4)  Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan  
Tinggi yang  tanpa  hak  dilarang memberikan ijazah.

Paragraf 7

Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi

Pasal 43

(1) Sertifikat  profesi  merupakan   pengakuan   untuk melakukan 
praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi  
yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama 
dengan Kementerian, Kementerian  lain,  LPNK, dan/atau  
organisasi profesi yang bertanggung jawab atas  mutu  
layanan profesi, dan/atau    badan   lain   sesuai   dengan   
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan oleh Perguruan Tinggi  bersama dengan 
Kementerian,  Kementerian  lain,  LPNK, dan/atau organisasi  
profesi yang bertanggung  jawab terhadap mutu  layanan  
profesi, dan/atau  badan  lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(3)  Perseorangan,    organisasi,    atau    penyelenggara Pendidikan  
Tinggi    yang  tanpa  hak  dilarang memberikan sertifikat 
profesi.

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi 
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dalam 
Peraturan Pemerintah.
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Pasal 44

(1) Sertifikat    kompetensi    merupakan     pengakuan kompetensi 
atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam 
cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program 
studinya.

(2) Serifikat  kompetensi  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) 
diterbitkan oleh Perguruan  Tinggi bekerja sama  dengan  
organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga 
sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji 
kompetensi.

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh 
pekerjaan tertentu.

(4)  Perseorangan,    organisasi,    atau    penyelenggara Pendidikan  
Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat 
kompetensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur 
dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesepuluh

Penelitian

Pasal 45

(1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk 
mengembangkan  Ilmu  pengetahuan   dan  Teknologi, serta  
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 
bangsa.

(2) Penelitian  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) dilakukan 
oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan 
budaya akademik.

(3)  Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. 
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Pasal 46

(1) Hasil Penelitian bermanfaat untuk:
a. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta 

pembelajaran;
b. peningkatan mutu Perguruan Tinggi  dan kemajuan 

peradaban bangsa;
c. peningkatan   kemandirian,  kemajuan,   dan   daya saing 

bangsa;
d. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan 

nasional; dan
e. perubahan Masyarakat Indonesia menjadi Masyarakat 

berbasis pengetahuan.

(2) Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara 
diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh 
Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang bersifat  
rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan 
umum.

(3) Hasil Penelitian  Sivitas  Akademika  yang  diterbitkan dalam 
jurnal  internasional,  memperoleh paten  yang dimanfaatkan  
oleh industri,  teknologi tepat guna, dan/atau buku yang  
digunakan sebagai  sumber belajar dapat  diberi anugerah  
yang bermakna  oleh Pemerintah.

Bagian Kesebelas

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 47

(1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas 
Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu  
Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

(2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai 
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dengan budaya akademik, keahlian,  dan/atau  otonomi  
keilmuan  Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya 
masyarakat.

(3) Hasil   Pengabdian   kepada   Masyarakat   digunakan sebagai 
proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,  
pengayaan    sumber    belajar,   dan/atau untuk pembelajaran 
dan pematangan Sivitas Akademika.

(4) Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil 
Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan dalam 
jurnal  internasional,  memperoleh paten  yang dimanfaatkan 
oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi 
tepat guna.

Bagian Keduabelas

Kerja sama Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat

Pasal 48

(1) Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama 
antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi  dengan 
dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat 
mendayagunakan Perguruan Tinggi  sebagai pusat Penelitian 
atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

(3) Perguruan Tinggi dapat mendayagunakan fasilitas Penelitian 
di Kementerian lain dan/atau LPNK.

(4) Pemerintah memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antar  
Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan 
dunia usaha dan dunia industri dalam bidang Penelitian.
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Bagian Ketigabelas

Pelaksanaan Tridharma
 

Pasal 49

(1) Ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan 
Tridharma dilakukan sesuai dengan karakteristik dan 
kebutuhan setiap jenis dan program Pendidikan Tinggi.

(2) Ketentuan mengenai ruang lingkup, kedalaman, dan 
kombinasi pelaksanaan Tridharma sebagaimana dimaksud  
pada  ayat  (1) diatur dalam  Peraturan Menteri.

Bagian Keempatbelas
Kerja Sama Internasional Pendidikan Tinggi

Pasal 50

(1) Kerja sama internasional Pendidikan Tinggi merupakan proses 
interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke   
dalam  kegiatan  akademik untuk berperan dalam pergaulan 
internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan.

(2) Kerja sama  internasional  harus   didasarkan  pada prinsip 
kesetaraan  dan  saling menghormati dengan mempromosikan  
Ilmu  Pengetahuan,   Teknologi, dan nilai kemanusiaan  yang 
memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

(3)  Kerja sama internasional mencakup bidang Pendidikan, 
Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(4) Kerja sama internasional dalam pengembangan Pendidikan   
Tinggi dapat dilakukan, antara lain, melalui:
a.  hubungan antara lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia  

dan lembaga Pendidikan Tinggi negara lain dalam 
kegiatan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu;

b.  pengembangan pusat  kajian Indonesia dan budaya lokal 
pada Perguruan Tinggi di  dalam dan di  luar negeri; dan
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c.  pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri.

(5)  Kebijakan nasional mengenai kerja sama internasional 
Pendidikan Tinggi  ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

BAB III 

PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu

Sistem Penjaminan Mutu

Pasal  51

(1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan  
Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara 
aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan 
Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi 
Masyarakat, bangsa, dan negara.

(2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu  
Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

(1)  Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan  
sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi    
secara berencana dan berkelanjutan.

(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, 
pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.

(3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan 
Tinggi dan Standar  Nasional Pendidikan Tinggi.
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(4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana  
dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data 
Pendidikan Tinggi.

Pasal 53

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51  ayat (2) terdiri atas:
a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh 

Perguruan Tinggi; dan
b. sistem  penjaminan  mutu  eksternal  yang  dilakukan melalui 

akreditasi.

Bagian Kedua

Standar Pendidikan Tinggi

Pasal 54

(1) Standar Pendidikan Tinggi  terdiri atas:
a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan  

oleh  Menteri atas  usul  suatu  badan yang bertugas 
menyusun dan mengembangkan Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi; dan

b. Standar  Pendidikan Tinggi    yang  ditetapkan  oleh 
setiap Perguruan Tinggi  dengan mengacu pada Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Standar  Nasional Pendidikan Tinggi   sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)  huruf  a merupakan satuan standar  yang 
meliputi standar  nasional pendidikan, ditambah dengan 
standar penelitian, dan standar pengabdian kepada 
masyarakat.

(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi  dikembangkan dengan  
memperhatikan  kebebasan  akademik, kebebasan mimbar 
akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan 



- 37 -

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi.
(4) Standar  Pendidikan  Tinggi    sebagaimana  dimaksud pada 

ayat (1)  huruf  b  terdiri atas  sejumlah standar dalam bidang 
akademik dan nonakademik yang melampaui Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi.

(5) Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi 
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    huruf    b Perguruan 
Tinggi  memiliki keleluasaan  mengatur pemenuhan Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi.

(6) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar 
Pendidikan Tinggi  secara berkala.

(7) Menteri mengumumkan  hasil evaluasi dan penilaian Standar 
Pendidikan Tinggi  kepada Masyarakat.

(8)  Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Akreditasi

Pasal 55

(1) Akreditasi    merupakan   kegiatan   penilaian   sesuai dengan 
kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi.

(2) Akreditasi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1) dilakukan  
untuk  menentukan  kelayakan  Program Studi dan Perguruan 
Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan  Tinggi   untuk  mengembangkan sistem akreditasi.

(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi.

(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas     
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publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
(6) Lembaga  akreditasi  mandiri  sebagaimana  dimaksud pada 

ayat (5)  merupakan  lembaga mandiri bentukan Pemerintah  
atau  lembaga  mandiri  bentukan Masyarakat yang diakui 
oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi.

(7) Lembaga  akreditasi  mandiri  sebagaimana  dimaksud pada 
ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau  cabang 
ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

(8) Ketentuan lebih    lanjut mengenai akreditasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional 
Pendidikan Tinggi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4),   
dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5)  diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Pasal 56

(1) Pangkalan   Data   Pendidikan   Tinggi    merupakan kumpulan  
data  penyelenggaraan Pendidikan  Tinggi seluruh Perguruan 
Tinggi  yang terintegrasi secara nasional.

(2) Pangkalan   Data   Pendidikan   Tinggi     sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi:
a. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program 

Studi dan Perguruan Tinggi;
b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan,  

pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta 
pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan 
Tinggi; dan

c. Masyarakat,  untuk   mengetahui  kinerja  Program Studi 
dan Perguruan Tinggi.
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(3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan 
dikelola oleh Kementerian  atau  dikelola oleh lembaga yang 
ditunjuk oleh Kementerian.

(4) Penyelenggara Perguruan Tinggi  wajib menyampaikan data 
dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta 
memastikan kebenaran dan ketepatannya.

Bagian Kelima

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Pasal 57

(1) Lembaga   Layanan    Pendidikan   Tinggi     merupakan satuan  
kerja Pemerintah di   wilayah  yang  berfungsi membantu 
peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

(2) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi   sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri.

(3) Menteri menetapkan  tugas  dan  fungsi  lembaga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  sesuai dengan kebutuhan.

(4) Menteri secara berkala mengevaluasi kinerja lembaga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Fungsi dan Peran Perguruan Tinggi

Pasal 58

(1)  Perguruan  Tinggi melaksanakan  fungsi dan  peran sebagai:
a. wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat;
b. wadah pendidikan calon pemimpin bangsa;
c. pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan  Teknologi;
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d.  pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari 
dan menemukan kebenaran; dan

e.  pusat pengembangan peradaban bangsa.
(2) Fungsi dan peran Perguruan Tinggi   sebagaimana dimaksud   

pada   ayat   (1)    dilaksanakan   melalui kegiatan Tridharma 
yang ditetapkan dalam statuta Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua

Bentuk Perguruan Tinggi

Pasal 59

(1) Bentuk Perguruan Tinggi  terdiri atas:
a. universitas;
b. institut;
c. sekolah tinggi;
d. politeknik;
e. akademi; dan
f. akademi komunitas.

(2) Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat 
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai 
rumpun  Ilmu Pengetahuan  dan/atau  Teknologi  dan jika 
memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan 
pendidikan profesi.

(3) Institut merupakan Perguruan Tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat 
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah 
rumpun Ilmu   Pengetahuan    dan/atau Teknologi tertentu  
dan  jika memenuhi syarat,  institut  dapat menyelenggarakan 
pendidikan profesi.

(4) Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan  akademik  dan  dapat 
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun    
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Ilmu   Pengetahuan    dan/atau    Teknologi tertentu  dan  jika 
memenuhi  syarat,  sekolah  tinggi dapat menyelenggarakan 
pendidikan profesi.

(5) Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai 
rumpun  Ilmu Pengetahuan  dan/atau  Teknologi  dan jika  
memenuhi  syarat,  politeknik  dapat menyelenggarakan 
pendidikan profesi.

(6) Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan vokasi  dalam   satu atau  
beberapa  cabang  Ilmu Pengetahuan  dan/atau Teknologi 
tertentu.

(7) Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang 
menyelenggarakan  pendidikan  vokasi setingkat diploma 
satu dan/atau  diploma dua dalam satu atau beberapa  
cabang  Ilmu  Pengetahuan  dan/atau Teknologi tertentu   
yang  berbasis  keunggulan  lokal atau untuk memenuhi 
kebutuhan khusus.

Bagian Ketiga

Pendirian Perguruan Tinggi

Pasal 60 

(1) PTN didirikan oleh Pemerintah.
(2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan   

penyelenggara  berbadan   hukum   yang berprinsip nirlaba 
dan wajib memperoleh izin  Menteri.

(3) Badan  penyelenggara sebagaimana  dimaksud  pada ayat 
(2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perguruan  Tinggi    yang  didirikan  harus   memenuhi standar 
minimum akreditasi.

(5) Perguruan Tinggi  wajib memiliki Statuta.
(6)  Perubahan atau pencabutan izin  PTS  dilakukan oleh menteri  
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sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
(7)  Ketentuan  lebih lanjut  mengenai pendirian  PTN  dan PTS   

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   sampai dengan ayat 
(5) serta perubahan atau pencabutan izin PTS   sebagaimana  
dimaksud  pada  ayat  (6)   diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi

Pasal 61

(1) Organisasi  penyelenggara merupakan  unit  kerja Perguruan 
Tinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan  
Tridharma  dan  fungsi manajemen  sumber daya.

(2) Organisasi   penyelenggara   sebagaimana   dimaksud pada 
ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
a. penyusun kebijakan;
b. pelaksana akademik;
c. pengawas dan penjaminan mutu;
d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. 

pelaksana administrasi atau tata usaha.

(3) Organisasi  penyelenggara  Perguruan   Tinggi    diatur dalam 
Statuta Perguruan Tinggi.

Bagian Kelima
Pengelolaan Perguruan Tinggi

Pasal 62

(1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri  
lembaganya sebagai  pusat  penyelenggaraan Tridharma.

(2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar   
dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi.

(3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk 
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melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada   ayat   
(2)    dievaluasi   secara    mandiri   oleh Perguruan Tinggi.

(4) Ketentuan  lebih lanjut mengenai evaluasi dasar  dan tujuan 
serta kemampuan Perguruan Tinggi  untuk melaksanakan  
otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam 
Peraturan Menteri.

Pasal 63

Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan 
berdasarkan prinsip:
a. akuntabilitas; 
b. transparansi; 
c. nirlaba;
d. penjaminan mutu; dan 
e. efektivitas dan efisiensi.

Pasal 64

(1) Otonomi pengelolaan Perguruan  Tinggi   sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 62  meliputi bidang akademik dan 
bidang nonakademik.

(2) Otonomi     pengelolaan     di      bidang     akademik sebagaimana   
dimaksud   pada   ayat   (1)    meliputi penetapan norma dan 
kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma.

(3)  Otonomi   pengelolaan    di     bidang   nonakademik 
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    meliputi penetapan 
norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
a. organisasi;
b. keuangan;
c. kemahasiswaan;
d. ketenagaan; dan
f. sarana prasarana.
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Pasal 65

(1) Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana    
dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif 
berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN  
dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum 
untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi  bermutu.

(2) PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
memiliki tata  kelola dan  kewenangan pengelolaan sesuai 
dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan.

(3) PTN   badan  hukum   sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) 
memiliki:
a.  kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan 

kecuali tanah;
b. tata   kelola  dan  pengambilan  keputusan secara mandiri;
c. unit yang melaksanakan fungsi  akuntabilitas dan 

transparansi;
d. hak mengelola dana secara  mandiri,  transparan, dan 

akuntabel;
e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri 

Dosen dan tenaga kependidikan;
f. wewenang mendirikan badan usaha dan 

mengembangkan dana abadi; dan
g. wewenang  untuk   membuka,   menyelenggarakan, dan 

menutup Program Studi.

(4) Pemerintah   memberikan   penugasan   kepada   PTN badan  
hukum  untuk  menyelenggarakan fungsi Pendidikan Tinggi  
yang terjangkau oleh Masyarakat.

(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan otonomi PTN 
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
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Pasal 66

(1) Statuta PTN ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(2) Statuta   PTN    Badan   Hukum   ditetapkan   dengan Peraturan 

Pemerintah.
(3) Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan 

penyelenggara.

Pasal 67

Penyelenggaraan otonomi perguruan  tinggi sebagaimana 
dimaksud  dalam Pasal 64   pada PTS  diatur  oleh badan 
penyelenggara sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-
undangan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Perguruan Tinggi  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Ketenagaan

Paragraf 1

Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 69

(1) Ketenagaan perguruan tinggi terdiri atas:
a. Dosen; dan
b. tenaga kependidikan.

(2) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diangkat dan ditempatkan di Perguruan Tinggi  
oleh Pemerintah atau badan penyelenggara.
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(3) Setiap   orang   yang   memiliki   keahlian    dan/atau prestasi    
luar  biasa  dapat  diangkat menjadi Dosen sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 70

(1) Pengangkatan dan penempatan Dosen dan tenaga 
kependidikan   oleh   Pemerintah   dilakukan    sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan dan penempatan Dosen dan tenaga 
kependidikan oleh badan penyelenggara dilakukan 
berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Badan  penyelenggara sebagaimana  dimaksud  pada ayat 
(2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada   
Dosen   dan   tenaga   kependidikan   sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(4) Menteri dapat  menugasi  Dosen yang  diangkat  oleh 
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  di PTN 
untuk peningkatan mutu Pendidikan Tinggi.

(5) Pemerintah memberikan insentif kepada Dosen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Dosen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  dan pemberian insentif 
kepada  Dosen sebagaimana  dimaksud  pada ayat (5) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 71

(1) Pemimpin PTN dapat mengangkat Dosen tetap sesuai 
dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi  atas persetujuan 
Pemerintah.

(2) PTN  memberikan  gaji pokok dan  tunjangan  kepada Dosen 
tetap  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Pemerintah     memberikan     tunjangan      jabatan akademik, 
tunjangan  profesi, dan/atau tunjangan kehormatan  kepada  
Dosen tetap  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dosen tetap 
pada PTN  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Jenjang Jabatan Akademik

Pasal 72

(1) Jenjang jabatan  akademik Dosen tetap  terdiri atas asisten 
ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.

(2) Jenjang jabatan akademik Dosen tidak tetap diatur dan    
ditetapkan    oleh   penyelenggara   Perguruan Tinggi.

(3) Dosen  yang  telah  memiliki pengalaman  kerja  10 (sepuluh)  
tahun  sebagai Dosen tetap dan memiliki publikasi  ilmiah  
serta  berpendidikan  doktor  atau yang  sederajat,  dan  telah  
memenuhi  persyaratan dapat   diusulkan   ke     jenjang   
jabatan   akademik profesor.

(4) Batas usia pensiun Dosen yang menduduki jabatan akademik 
profesor  ditetapkan 70 (tujuh   puluh) tahun dan Pemerintah   
memberikan tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan.

(5) Menteri  dapat  mengangkat  seseorang  dengan kompetensi   
luar    biasa    pada    jenjang   jabatan akademik profesor atas 
usul Perguruan Tinggi.

(6) Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta 
tunjangan kehormatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  
(4),  dan pengangkatan  seseorang  dengan  kompetensi  luar 
biasa sebagaimana dimaksud pada  ayat (5)  diatur dalam 
Peraturan Menteri.
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Bagian Ketujuh

Kemahasiswaan

Paragraf 1

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 73

(1) Penerimaan   Mahasiswa baru PTN untuk setiap Program    
Studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan Mahasiswa 
secara nasional dan bentuk lain.

(2) Pemerintah menanggung biaya calon Mahasiswa yang 
akan  mengikuti  pola  penerimaan  Mahasiswa  baru secara 
nasional.

(3) Calon   Mahasiswa   sebagaimana    dimaksud    pada ayat (2)  
yang telah memenuhi persyaratan  akademik wajib diterima 
oleh Perguruan Tinggi.

(4) Perguruan Tinggi menjaga keseimbangan antara jumlah 
maksimum Mahasiswa dalam setiap Program Studi 
dan  kapasitas sarana dan prasarana,  Dosen dan tenaga 
kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan 
lainnya.

(5) Penerimaan   Mahasiswa  baru   Perguruan   Tinggi merupakan  
seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan 
komersial.

(6) Penerimaan   Mahasiswa   baru   PTS    untuk   setiap Program 
Studi  diatur  oleh PTS  masing-masing atau dapat  mengikuti  
pola  penerimaan  Mahasiswa  baru PTN secara nasional.

(7)  Ketentuan    lebih   lanjut    mengenai   penerimaan Mahasiswa 
baru  PTN  secara  nasional diatur  dalam Peraturan Menteri.
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Pasal 74

(1) PTN  wajib mencari  dan  menjaring calon Mahasiswa yang 
memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu  
secara  ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah   terdepan,  
terluar,   dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% 
(dua puluh  persen)  dari seluruh  Mahasiswa baru  yang 
diterima dan tersebar pada semua Program Studi.

(2) Program Studi yang menerima calon Mahasiswa sebagaimana  
dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat memperoleh bantuan biaya  
Pendidikan  dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan 
Tinggi, dan/atau Masyarakat.

Pasal 75 

(1) Warga negara asing dapat diterima menjadi Mahasiswa 
pada Perguruan Tinggi.

(2) Penerimaan Mahasiswa warga negara asing sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. kualifikasi akademik;
b. Program Studi;
c. jumlah Mahasiswa; dan 
d. lokasi Perguruan Tinggi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai   persyaratan penerimaan   
Mahasiswa  warga  negara  asing sebagaimana dimaksud  
pada  ayat  (2)  diatur  dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Pemenuhan Hak Mahasiswa

Pasal 76

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi 
berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu 
secara ekonomi untuk  dapat menyelesaikan studinya sesuai 
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dengan peraturan akademik.
(2) Pemenuhan  hak  Mahasiswa sebagaimana  dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:
a. beasiswa  kepada Mahasiswa berprestasi;
b. bantuan   atau   membebaskan  biaya  Pendidikan; dan/

atau
c. pinjaman  dana  tanpa  bunga  yang wajib dilunasi setelah 

lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.
(3) Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi   

menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh  
Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan  
kemampuan   Mahasiswa,  orang  tua Mahasiswa, atau pihak 
yang membiayainya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak 
Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 
dengan ayat  (3) diatur dalam  Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 77

(1)  Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
(2) Organisasi  kemahasiswaan   paling  sedikit  memiliki fungsi 

untuk:
a. mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan 

bakat, minat, dan potensi Mahasiswa;
b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, 

keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; 

dan
d.  mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat.
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(3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  merupakan organisasi intra Perguruan Tinggi.

(4) Perguruan Tinggi  menyediakan sarana dan prasarana serta 
dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

(5)  Ketentuan  lain mengenai organisasi  kemahasiswaan diatur 
dalam statuta perguruan tinggi.

Bagian Kedelapan

Akuntabilitas Perguruan Tinggi

Pasal 78

(1) Akuntabilitas Perguruan Tinggi  merupakan bentuk 
pertanggungjawaban  Perguruan  Tinggi kepada Masyarakat 
yang terdiri atas:
a. akuntabilitas akademik; dan 
b. akuntabilitas nonakademik.

(2) Akuntabilitas Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud  pada  
ayat (1) wajib diwujudkan dengan pemenuhan Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Akuntabilitas Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan.

(4) Laporan tahunan akuntabilitas Perguruan Tinggi 
dipublikasikan kepada Masyarakat.

(5) Sistem pelaporan tahunan sebagaimana dimaksud pada   ayat 
(3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Bagian Kesembilan

Pengembangan Perguruan Tinggi

Paragraf 1

Umum

Pasal 79

(1)  Pemerintah memfasilitasi kerja sama antar Perguruan Tinggi   
dan  antara  Perguruan Tinggi   dengan  dunia usaha,     industri,    
alumni,    Pemerintah    Daerah, dan/atau pihak lain.

(2) Pemerintah  mengembangkan  sistem   pengelolaan informasi 
Pendidikan Tinggi.

(3) Pemerintah   mengembangkan   sistem   pembinaan berjenjang   
melalui   kerja   sama   antar   Perguruan Tinggi.

(4) Pemerintah mengembangkan sumber pembelajaran terbuka 
yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Sivitas Akademika.

(5)  Pemerintah mengembangkan jejaring antar Perguruan
Tinggi  dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Paragraf 2

Pola  Pengembangan Perguruan Tinggi

Pasal 80

(1) Pemerintah mengembangkan secara bertahap pusat 
unggulan pada  Perguruan Tinggi.

(2) Pemerintah mengembangkan paling sedikit 1 (satu) PTN   
berbentuk  universitas,  institut, dan/atau politeknik di setiap 
provinsi.

(3) PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan   
berbasis Tridharma sesuai dengan potensi  unggulan  daerah  
untuk  mendukung kebutuhan pembangunan nasional.
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Pasal 81
(1) Pemerintah       bersama       Pemerintah       Daerah 

mengembangkan  secara  bertahap  paling  sedikit  1 (satu) 
akademi komunitas  dalam bidang yang sesuai dengan 
potensi unggulan daerah  di  kabupaten/kota dan/atau di 
daerah perbatasan.

(2)  Akademi   komunitas   sebagaimana  dimaksud   pada ayat  
(1)   dilaksanakan  berbasis  kebutuhan  daerah untuk  
mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 82
Ketentuan   lebih  lanjut  mengenai  pengembangan Perguruan 
Tinggi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan 
Pasal 81  diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Sumber Pendanaan Pendidikan
Tinggi

Pasal 83

(1)  Pemerintah  menyediakan  dana   Pendidikan  Tinggi yang 
dialokasikan  dalam  Anggaran  Pendapatan dan Belanja 
Negara.

(2)  Pemerintah  Daerah  dapat   memberikan  dukungan dana 
Pendidikan Tinggi  yang dialokasikan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 84

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan 
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Pendidikan Tinggi.
(2) Pendanaan Pendidikan Tinggi  yang diperoleh dari Masyarakat  

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat   diberikan  
kepada  Perguruan   Tinggi    dalam bentuk:
a. hibah;
b. wakaf;
c. zakat;
d. persembahan kasih;
e. kolekte;
f.  dana punia;
g.  sumbangan individu dan/atau perusahaan;
h. dana abadi Pendidikan Tinggi; dan/atau
i. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

Pasal 85

(1) Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan 
Pendidikan Tinggi  melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma.

(2) Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari  
biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai  
dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau 
pihak lain yang membiayainya.

Pasal 86

(1) Pemerintah  memfasilitasi dunia  usaha  dan  dunia industri   
dengan   aktif  memberikan   bantuan  dana kepada Perguruan 
Tinggi.

(2) Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha dan 
dunia industri atau anggota Masyarakat yang memberikan  
bantuan atau sumbangan penyelenggaraan Pendidikan 
Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 87 

Pemerintah dan  Pemerintah Daerah dapat  memberikan hak  
pengelolaan  kekayaan  negara  kepada  Perguruan Tinggi    
untuk   kepentingan  pengembangan  Pendidikan Tinggi   sesuai  
dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.

Bagian Kedua

Pembiayaan dan Pengalokasian

Pasal 88

(1) Pemerintah  menetapkan  standar   satuan   biaya 
operasional Pendidikan Tinggi  secara periodik dengan 
mempertimbangkan:
a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
b. jenis Program Studi; dan
c. indeks kemahalan wilayah.

(2) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  menjadi dasar untuk  
mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara untuk PTN.

(3) Standar  satuan   biaya  operasional  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN  untuk  
menetapkan  biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.

(4) Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan 
kemampuan ekonomi  Mahasiswa,  orang  tua Mahasiswa, 
atau pihak lain yang membiayainya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya 
operasional Pendidikan Tinggi  sebagaimana dimaksud  pada  
ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
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Pasal 89 

(1) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran   
Pendapatan dan Belanja  Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 83  dialokasikan untuk:
a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga 

kependidikan, serta investasi dan pengembangan;
b. PTS,  sebagai  bantuan tunjangan   profesi  dosen, 

tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan 
pengembangan; dan

c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti 
Pendidikan Tinggi.

(2) Dana Pendidikan Tinggi sebagaimana  dimaksud  pada ayat 
(1)  huruf a untuk PTN  badan hukum diberikan dalam bentuk  
subsidi dan/atau  bentuk  lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan  
pada PTN badan hukum diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

(4) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran   
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan bantuan dana yang disediakan   
oleh  Pemerintah daerah untuk  penyelenggaraan Pendidikan 
Tinggi   di daerah  masing-masing sesuai  dengan  kemampuan 
daerah.

(5) Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN 
dari anggaran fungsi Pendidikan.

(6) Pemerintah  mengalokasikan  paling sedikit 30% (tiga puluh 
persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
untuk dana Penelitian di PTN dan PTS.

(7) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dikelola oleh Kementerian.
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BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI  OLEH LEMBAGA  
NEGARA LAIN

Pasal 90

(1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat 
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara  
Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau diakui 
di negaranya.

(3) Pemerintah menetapkan daerah,  jenis, dan Program Studi  
yang dapat  diselenggarakan Perguruan  Tinggi lembaga  
negara  lain  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1).

(4) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. memperoleh izin  Pemerintah;
b. berprinsip nirlaba;
c. bekerja sama  dengan  Perguruan  Tinggi   Indonesia atas 

izin  Pemerintah; dan
d. mengutamakan  Dosen  dan  tenaga  kependidikan warga 

negara Indonesia.

(5) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana 
dimaksud  pada  ayat  (1)   wajib  mendukung kepentingan 
nasional.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga  
negara  lain  sebagaimana  dimaksud  pada ayat   (2)    sampai   
dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.
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BAB VII

PERAN  SERTA  MASYARAKAT

Pasal 91

(1) Masyarakat   berperan   serta   dalam   pengembangan 
Pendidikan Tinggi.

(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan cara:
a. menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi 

profesi, dunia usaha, dan dunia industri;
b. memberikan beasiswa dan/atau bantuan Pendidikan 

kepada Mahasiswa;
c. mengawasi dan  menjaga mutu  Pendidikan Tinggi melalui 

organisasi  profesi atau  lembaga swadaya masyarakat;
d. menyelenggarakan PTS bermutu;
e. mengembangkan   karakter,    minat,    dan    bakat 

Mahasiswa;
f. menyediakan tempat magang dan  praktik kepada 

Mahasiswa;
g. memberikan  berbagai  bantuan   melalui  tanggung 

jawab sosial perusahaan;
h. mendukung  kegiatan  Penelitian dan  Pengabdian kepada 

Masyarakat;
i. berbagi sumberdaya untuk pelaksanaan Tridharma; 

dan/atau
j. peran serta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
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BAB VIII 

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 92

(1) Perguruan Tinggi   yang melanggar ketentuan  Pasal 8 ayat 
(3),  Pasal 18  ayat (3),  Pasal 19  ayat (3),  Pasal 20 ayat (3),  
Pasal 21  ayat (4),  Pasal 22  ayat (3),  Pasal 23 ayat (3),  Pasal 
24  ayat (4),  Pasal 25  ayat (4),  Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat 
(5), ayat (6), atau ayat (7), Pasal 33  ayat (6),  Pasal 35  ayat 
(3),  Pasal 37  ayat (1),  Pasal 41  ayat (1),  Pasal 46  ayat (2),  
Pasal 60  ayat (5),  Pasal 73  ayat (3)  atau ayat (5), Pasal 74  
ayat (1), Pasal 76 ayat  (1),   Pasal  78   ayat  (2),   atau  Pasal 
90   ayat  (5) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi  administratif   sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) 
berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari 

Pemerintah;
c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan 

Pendidikan;
d. penghentian pembinaan; dan/atau 
e. pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur  dalam 
Peraturan Menteri.

BAB IX 

KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi   
yang melanggar  Pasal  28   ayat (6)  atau  ayat (7), Pasal 42   ayat 
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(4),  Pasal 43   ayat (3),  Pasal 44 ayat (4), Pasal 60  ayat (2),  dan 
Pasal 90  ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10  (sepuluh)  tahun dan/atau pidana  denda  paling banyak  
Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah).

BAB X 

KETENTUAN  LAIN-LAIN

Pasal 94

Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain dan 
LPNK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi 
program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi.

Pasal 96

Lembaga layanan Pendidikan Tinggi harus sudah dibentuk  paling 
lambat 2 (dua) tahun sejak Undang- Undang ini diundangkan.

Pasal 97

Pada saat Undang-Undang ini  mulai berlaku:
a. izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan     

Program Studi yang sudah diterbitkan dinyatakan tetap 
berlaku.

b. pengelolaan Perguruan Tinggi harus menyesuaikan 
dengan ketentuan  Undang-Undang ini  paling lambat 2 
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(dua) tahun sejak Undang-Undang ini  diundangkan. 
c. pengelolaan  Perguruan  Tinggi Badan  Hukum  Milik 

Negara dan  Perguruan  Tinggi Badan  Hukum  Milik Negara 
yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang    
diselenggarakan Pemerintah dengan pola pengelolaan  
keuangan  badan  layanan  umum ditetapkan sebagai 
PTN Badan Hukum dan harus menyesuaikan dengan 
ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) 
tahun.

d. pengelolaan   keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum 
Milik Negara sebagaimana dimaksud  dalam huruf c 
mengikuti Pola  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum sampai dengan diterbitkannya peraturan 
pelaksanaan Undang-Undang ini.

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

(1) Peraturan    pelaksanaan    dari   Undang-Undang  ini harus   
ditetapkan   paling  lambat   2    (dua)    tahun terhitung sejak 
Undang-Undang ini  diundangkan.

(2) Peraturan Pemerintah tentang bentuk dan mekanisme 
pendanaan  PTN   Badan  Hukum  ditetapkan  paling lambat  
1   (satu)   tahun   sejak  Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 99

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,  semua peraturan    
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik   
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,  Tambahan  Lembaran  Negara  
Republik Indonesia Nomor 4301) yang berkaitan dengan 
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Pendidikan   Tinggi     dinyatakan   masih   tetap   berlaku sepanjang 
tidak bertentangan  dengan ketentuan  dalam Undang-Undang 
ini.

Pasal 100

Undang-Undang ini  mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang   ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10  Agustus 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

        TTD

      DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10  Agustus 2012

MENTERI HUKUM  DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR  SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR  158
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Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI 

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Wisnu Setiawan 
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PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  12  TAHUN 2012

TENTANG

PENDIDIKAN TINGGI

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan  
sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan   Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
yaitu “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pasal 31 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  
1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu sistem pendidikan  nasional  yang 
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan  
bangsa yang diatur dalam undang-undang. Selain itu 
pada Pasal 31 ayat (5) mengamanahkan agar Pemerintah 
memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa 
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untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat 
manusia.

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan 
kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam 
penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan 
amanat Pasal 31  ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1945. Meskipun demikian masih 
memerlukan pengaturan agar Pendidikan Tinggi  dapat lebih 
berfungsi dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan  nilai  
Humaniora  untuk pemberdayaan dan pembudayaan bangsa.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang 
tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, 
tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di 
samping itu, dalam rangka menghadapi perkembangan 
dunia  yang makin mengutamakan  basis Ilmu Pengetahuan, 
Pendidikan Tinggi diharapkan mampu menjalankan peran 
strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan 
umat manusia.

Pada  tataran praktis   bangsa   Indonesia  juga  tidak   terlepas   
dari persaingan antarbangsa di satu pihak dan kemitraan 
dengan bangsa lain di  pihak lain. Oleh karena itu, untuk  
meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa   
Indonesia dalam era globalisasi, diperlukan Pendidikan 
Tinggi yang mampu mewujudkan dharma pendidikan, yaitu 
menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesional   
yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan berkarakter  
tangguh,  serta  berani membela kebenaran  demi kepentingan 
bangsa dan umat manusia. Dalam rangka mewujudkan 
dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 
diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu menghasilkan 
karya Penelitian dalam cabang Ilmu Pengetahuan dan 
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Teknologi yang dapat  diabdikan  bagi kemaslahatan bangsa, 
negara, dan umat manusia.

Perguruan Tinggi  sebagai lembaga yang menyelenggarakan 
Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat, harus  memiliki otonomi dalam mengelola sendiri 
lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan 
Ilmu Pengetahuan  dan Teknologi di  Perguruan Tinggi  
berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta 
otonomi keilmuan. Dengan demikian Perguruan Tinggi  
dapat mengembangkan   budaya   akademik   bagi  Sivitas  
Akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah 
yang berwibawa dan mampu melakukan  interaksi  yang 
mengangkat  martabat  bangsa  Indonesia dalam pergaulan 
internasional.

Perguruan Tinggi sebagai garda terdepan dalam   
mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dengan  mengembangkan  
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan  
kesejahteran  umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia.

II.  PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1

Cukup jelas. 

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas  kebenaran ilmiah”  adalah 
pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan 
dan pengembangan  Ilmu  Pengetahuan dan Teknologi 
yang kebenarannya diverifikasi secara ilmiah.



- 68 -

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas penalaran” adalah 
pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan 
dan pengembangan  Ilmu  Pengetahuan   dan  Teknologi 
yang mengutamakan kegiatan berpikir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran” adalah 
pendidikan tinggi yang mengutamakan  moral akademik 
Dosen dan Mahasiswa untuk  senantiasa  mengemukakan 
data    dan   informasi   dalam   Ilmu   Pengetahuan    dan 
Teknologi sebagaimana adanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah 
Pendidikan Tinggi menyediakan kesempatan yang 
sama kepada semua warga negara Indonesia tanpa 
memandang suku, agama, ras dan antargolongan, serta 
latar belakang sosial dan ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah 
Pendidikan Tinggi  selalu berorientasi untuk kemajuan 
peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebajikan” adalah 
Pendidikan Tinggi harus mendatangkan kebaikan, 
keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan Sivitas 
Akademika, Masyarakat, bangsa, dan negara. 

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah 
Sivitas Akademika melaksanakan Tridharma serta 
mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 
akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan 
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menjunjung   tinggi   nilia-nilai   agama   dan   persatuan 
bangsa serta peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebhinnekaan” adalah 
Pendidikan Tinggi diselenggarakan dalam berbagai 
cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan 
memperhatikan dan menghormati kemajemukan 
Masyarakat  Indonesia dalam Negara Kesatuan  Republik 
Indonesia.

Huruf i

Yang   dimaksud  dengan  “asas   keterjangkauan”   adalah 
bahwa Pendidikan Tinggi   diselenggarakan dengan biaya 
Pendidikan   yang   ditanggung   oleh   Mahasiswa   sesuai 
dengan kemampuan ekonominya, orang tua  atau  pihak 
yang membiayainya untuk  menjamin warga negara yang 
memiliki potensi dan kemampuan akademik memperoleh 
Pendidikan Tinggi  tanpa hambatan ekonomi. 

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas. 

Huruf b

Cukup jelas. 

Huruf c

Cukup jelas. 

Huruf d

Karya penelitian  antara  lain berupa invensi dan inovasi 
dalam  Ilmu  Pengetahuan   dan  Teknologi yang  mampu 
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meningkatkan  taraf  hidup untuk  menjadi bangsa yang 
maju.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas. 

Huruf b

Cukup jelas. 

Huruf c

Cukup jelas. 

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas. 

Huruf f

Cukup jelas. 

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sistem terbuka” adalah 
penyelenggaraan  Pendidikan  Tinggi    memiliki  sifat 
fleksibilitas dalam  hal  cara  penyampaian,  pilihan  dan 
waktu  penyelesaian program, lintas  satuan,   jalur  dan 
jenis Pendidikan (multi  entry multi  exit system).

Yang dimaksud dengan “multimakna” adalah Pendidikan 
yang diselenggarakan dengan berorientasi pada 
pembudayaan,  pemberdayaan, pembentukan  watak 
dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.
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Huruf i

Cukup jelas. 

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akademik” dalam “kebebasan 
akademik” dan “kebebasan mimbar akademik” adalah 
sesuatu  yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang 
dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi  dan terbebas 
dari pengaruh politik praktis.

Ayat (2)

Cukup jelas. 

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas. 

Ayat (2)

Yang  dimaksud dengan “Dosen yang memiliki otoritas 
dan wibawa ilmiah untuk  menyatakan  secara  terbuka  
dan bertanggung jawab mengenai sesuatu  yang 
berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya” 
adalah Dosen yang telah memiliki kualifikasi doktor atau 
setara.

Profesor merupakan  jabatan  akademik tertinggi pada 
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Perguruan   Tinggi    yang   mempunyai   wewenang 
membimbing calon doktor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas. 

Ayat (2)

Huruf a

Rumpun  ilmu agama merupakan  rumpun  Ilmu 
Pengetahuan yang mengkaji keyakinan tentang 
ketuhanan atau  ketauhidan serta teks-teks suci 
agama antara lain ilmu ushuluddin, ilmu syariah, 
ilmu adab,  ilmu dakwah,  ilmu tarbiyah,  filsafat dan 
pemikiran Islam, ekonomi Islam, ilmu pendidikan    
agama    Hindu,   ilmu   penerangan agama  Hindu,  
filsafat agama  Hindu,  ilmu pendidikan   agama   
Budha,    ilmu   penerangan agama Budha,  filsafat 
agama Budha,  ilmu pendidikan   agama   Kristen,    
ilmu   pendidikan agama  Katholik, teologi, misiologi, 
konseling pastoral,  dan  ilmu pendidikan  agama  
Khong Hu Cu.

Huruf b

Rumpun  ilmu  Humaniora  merupakan   rumpun 
Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami 
nilai   kemanusiaan    dan   pemikiran   manusia, 
antara  lain  filsafat, ilmu  sejarah,  ilmu  bahasa, ilmu 
sastra,  ilmu seni panggung, dan  ilmu seni rupa.

Huruf c

Rumpun ilmu sosial merupakan rumpun Ilmu 
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Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami 
hubungan antar manusia dan berbagai fenomena 
Masyarakat, antara  lain sosiologi, psikologi, 
antropologi, ilmu politik, arkeologi, ilmu wilayah, 
ilmu budaya, ilmu ekonomi, dan geografi.

Huruf d

Rumpun ilmu alam merupakan rumpun Ilmu 
Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami alam 
semesta   selain   manusia,    antara    lain   ilmu 
angkasa,  ilmu kebumian,  biologi, ilmu kimia, dan 
ilmu fisika.

Huruf e

Rumpun  ilmu formal merupakan  rumpun  Ilmu 
Pengetahuan    yang   mengkaji   dan   mendalami 
sistem formal teoritis, antara  lain ilmu komputer, 
logika, matematika, statistika, dan sistema.

Huruf f

Rumpun ilmu terapan merupakan rumpun  Ilmu 
Pengetahuan   dan  Teknologi yang  mengkaji  dan 
mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia 
antara   lain   pertanian,   arsitektur   dan perencanaan,   
bisnis,   pendidikan,   teknik, kehutanan  dan  
lingkungan,  keluarga  dan konsumen,  kesehatan,  
olahraga,  jurnalistik, media  massa  dan  komunikasi,  
hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, 
administrasi  publik,  pekerja sosial,  dan transportasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas. 
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Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas. 

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas. 

Ayat (2)

Dalam hal  pendidikan  akademik rumpun  ilmu agama, 
tanggung jawab penyelenggaraan dilakukan  oleh 
menteri yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan 
di  bidang agama berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan vokasi” adalah 
pendidikan  yang  menyiapkan  Mahasiswa  menjadi 
profesional    dengan    keterampilan/kemampuan kerja 
tinggi.

Kurikulum  pendidikan vokasi disiapkan bersama dengan 
Masyarakat  profesi  dan  organisasi  profesi  yang 
bertanggung jawab atas  mutu  layanan  profesinya agar 
memenuhi syarat kompetensi profesinya.

Dengan demikian pendidikan vokasi telah mencakup 
pendidikan profesinya.

Ayat (2)

Cukup jelas. 
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Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas. 

Ayat (2)

Kerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, 
LPNK, dan/atau    organisasi   profesi,  antara    lain   
penetapan standar  kompetensi, penetapan kualifikasi 
lulusan, penyusunan kurikulum, penggunaan sumber 
belajar, dan uji kompetensi.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas. 

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berbudaya” adalah sikap dan 
perilaku   yang   senantiasa    berdasarkan   sistem   nilai, 
norma, dan kaidah Ilmu Pengetahuan,  yang menjunjung 
tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.

Ayat (3)

Cukup jelas. 

Ayat (4)

Cukup jelas. 

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.
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Pasal 20

Ayat (1)

Mahasiswa program magister yang memiliki kemampuan 
luar biasa dapat melanjutkan ke  program doktor setelah 
sekurang-kurangnya  1  (satu)  tahun  mengikuti program 
magister  tanpa  harus  lulus  program magister  terlebih 
dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas. 

Ayat (3)

Cukup jelas. 

Ayat (4)

Cukup jelas. 

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas. 

Ayat (2)

Cukup jelas. 

Ayat (3)

Cukup jelas. 

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sederajat” adalah kompetensi 
dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia.
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Ayat (5)

Cukup jelas. 

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Mahasiswa program magister terapan yang memiliki 
kemampuan luar  biasa  dapat  melanjutkan ke   program 
doktor  terapan   setelah  paling  sedikit  (1)   satu  tahun 
mengikuti program magister tanpa  harus  lulus program 
magister terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas. 

Ayat (3)

Cukup jelas. 

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Program profesi merupakan tanggung jawab dan 
kewenangan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, 
dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab 
atas mutu layanan profesi. Oleh karena itu, Perguruan 
Tinggi hanya dapat menyelenggarakannya bekerja sama 
dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau 
organisasi profesi.

Program profesi dapat menggunakan nama lain yang 
sederajat seperti program profesi dokter, insinyur, 
apoteker, notaris, psikolog, guru/pendidik, wartawan 
sesuai ketentuan Kementerian,  Kementerian  lain, LPNK, 
dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab 
atas mutu layanan profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas. 

Ayat (4)

Cukup jelas. 

Ayat (5)

Cukup jelas. 

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas. 

Ayat (2)

Program spesialis  dapat  menggunakan  nama  lain yang 
sederajat  dan  memiliki tingkatan,  antara  lain  program 
dokter spesialis dan subspesialis, program insinyur 
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profesional   pratama,    madya,    dan    utama,    sesuai 
ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/
atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas 
mutu layanan profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas. 

Ayat (4)

Cukup jelas. 

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas. 

Ayat (2)

Cukup jelas. 

Ayat (3)

Cukup jelas. 

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Gelar profesi antara  lain digunakan oleh profesi dokter 
yang disingkat  dr., profesi apoteker disingkat  apt.,  dan  
profesi akuntan disingkat Akt.

Ayat (6)

Cukup jelas. 
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Ayat (7)

Cukup jelas. 

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas. 

Ayat (2)

Cukup jelas. 

Ayat (3)

Izin Program Studi  yang berkaitan  dengan  ilmu agama 
diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang agama.
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Ayat (4)

Cukup jelas. 

Ayat (5)

Cukup jelas. 

Ayat (6)

Cukup jelas. 

Ayat (7)

Pencabutan izin Program Studi yang berkaitan 
dengan ilmu agama dilakukan oleh menteri yang 
menyelenggarakan  urusan    pemerintahan   di     bidang 
agama.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas. 

Ayat (2)

Cukup jelas. 

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mata kuliah agama” adalah 
pendidikan untuk membentuk Mahasiswa menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan  
Yang  Maha Esa  serta  berakhlak mulia.
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Huruf b

Yang dimaksud dengan “mata kuliah Pancasila” 
adalah Pendidikan   untuk memberikan pemahaman 
dan penghayatan kepada Mahasiswa mengenai 
ideologi bangsa Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mata kuliah 
kewarganegaraan” adalah pendidikan yang 
mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun  1945, Negara Kesatuan  
Republik Indonesia  dan  Bhineka Tunggal   Ika    untuk     
membentuk Mahasiswa menjadi warga negara  yang  
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan kurikuler” adalah 
serangkaian kegiatan yang terstruktur  untuk  mencapai 
tujuan Program Studi.

Yang dimaksud dengan “kegiatan kokurikuler” adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa secara 
terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian 
kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua 
satuan kredit semester.

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” 
adalah kegiatan  yang dilakukan oleh Mahasiswa  sebagai 
penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu 
atau dua satuan kredit semester.

Ayat (5)

Cukup jelas.
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Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Sumber   belajar  dapat   berbentuk   antara   lain,   alam 
semesta,   lembaga  legislatif,  eksekutif,   dan   yudikatif, 
rumah sakit pendidikan, laboratorium, perpustakaan, 
museum, studio, bengkel, stadion, dan stasiun penyiaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sertifikat profesi” antara lain 
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sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Perguruan 
Tinggi yang  ditetapkan   oleh  Pemerintah   untuk 
meneyelenggarakan program pengadaan tenaga 
pendidik sebagaimana    diatur     dalam    undang-undang     
yang mengatur mengenai guru dan dosen.

Ayat (2)

Cukup jelas. 

Ayat (3)

Cukup jelas. 

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keahlian dalam cabang 
ilmunya” adalah kemampuan seseorang yang diakui oleh 
Masyarakat   karena   keahlian   praktis,   seperti   potong 
rambut,   desain  grafis,  montir,  dan   bentuk   keahlian 
praktis lainnya.

Yang    dimaksud   dengan   “prestasi    di    luar   program 
studinya”   adalah   keahlian  lain  yang  tidak  berkaitan 
langsung  dengan  program studinya,  seperti  Mahasiswa 
kedokteran yang meraih juara renang, Mahasiswa teknik 
mesin yang terampil dalam jurnalistik atau  fotografi, 
dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas. 

Ayat (3)

Cukup jelas.
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Ayat (4)

Cukup jelas. 

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas. 

Ayat (2)

Cukup jelas. 

Ayat (3)

Yang  dimaksud  dengan  “penelitian  dilaksanakan 
berdasarkan jalur kompetensi” adalah Penelitian yang 
diberikan    kepada    Dosen   yang   memiliki   kualifikasi 
akademik    lulusan    program   doktor   tanpa    melalui 
kompetisi.

Yang dimaksud dengan “penelitian berdasarkan jalur 
kompetisi”   adalah   Penelitian   yang   diberikan   kepada 
Dosen dengan cara berkompetisi.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas. 

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib disebarluaskan” adalah 
Penelitian yang didanai oleh Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “hasil Penelitian yang bersifat 
rahasia, menganggu, dan/atau membahayakan 
kepentingan  umum” adalah  Penelitian  yang sifat  dan 
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hasilnya  berkaitan  dengan  rahasia  atau   keselamatan 
negara sehingga tidak dapat atau  tidak boleh diketahui, 
dimiliki, dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.

Dipublikasikan  artinya  bahwa  hasil  Penelitian  dimuat 
dalam  jurnal  ilmiah yang terakreditasi  dan/atau  buku 
yang   telah   diterbitkan   oleh   Perguruan   Tinggi     atau 
penerbit lainnya dan memiliki International Standard 
Book Number (ISBN).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.
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Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas. 

Ayat (3)

Yang   dimaksud   dengan   “sesuai   dengan   kebutuhan” 
adalah  kebutuhan  yang didasarkan  pada  karakteristik 
atau profil Perguruan Tinggi  di wilayah tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas. 

Ayat (2)

Pendirian PTS yang menyelenggarakan pendidikan 
keagamaan mendapatkan izin menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan   di bidang 
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agama.

Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah 
prinsip kegiatan  yang  tujuannya tidak untuk mencari  
laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan 
harus ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk 
meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan 
Pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas. 

Ayat (4)

Cukup jelas. 

Ayat (5)

Cukup jelas. 

Ayat (6)

Cukup jelas. 

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” 
adalah kemampuan dan komitmen untuk 
mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang 
dijalankan Perguruan Tinggi  kepada semua pemangku 
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kepentingan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan. Akuntabilitas antara lain 
dapat diukur dari rasio antara Mahasiswa dan Dosen, 
kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan 
pendidikan yang bermutu, dan kompetensi lulusan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah 
keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi 
yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku 
kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip 
kegiatan yang  tujuannya tidak  untuk mencari  laba, 
sehingga seluruh  sisa  hasil usaha  dari kegiatan 
harus ditanamkan kembali ke  Perguruan Tinggi untuk 
meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan 
pendidikan.

Huruf d

Yang    dimaksud   dengan   “prinsip    penjaminan   mutu” 
adalah kegiatan sistemik untuk memberikan layanan 
Pendidikan   Tinggi     yang  memenuhi   atau   melampaui 
standar   nasional  pendidikan  tinggi  serta  peningkatan 
mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektivitas dan  efisiensi” adalah 
kegiatan  sistemik  untuk   memanfaatkan  sumber  daya 
dalam  penyelenggaraan  Pendidikan  Tinggi    agar  tepat 
sasaran dan tidak terjadi pemborosan.

Pasal 64

Cukup jelas.
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Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas. 

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

PTN   Badan  Hukum  dapat  memanfaatkan kekayaan   
berupa tanah dan hasil pemanfaatannya menjadi 
pendapatan PTN  Badan Hukum.

Kekayaan berupa tanah tersebut tidak dapat 
dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak 
lain.

Huruf b 

Cukup jelas.

Huruf c 

Cukup jelas.

Huruf d 

Cukup jelas.

Huruf e 

Cukup jelas.

Huruf f 

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.
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Ayat (4)

PTN   badan  hukum  merupakan  PTN   yang  sepenuhnya 
milik negara  dan  tidak  dapat  dialihkan  kepada 
perseorangan atau  swasta. Untuk melaksanakan 
fungsi Pendidikan Tinggi   yang berada  dalam lingkup 
tanggung jawab Kementerian, Pemerintah memberikan 
kompensasi atau menanggung sebagian biaya yang telah 
dikeluarkan oleh PTN badan hukum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Dosen terdiri atas  Dosen tetap  dan  Dosen tidak 
tetap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tenaga kependidikan” 
adalah  anggota  Masyarakat  yang  mengabdikan diri    
dan  diangkat  untuk  menunjang penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi  antara lain, pustakawan, tenaga 
administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata 
teknik informasi.
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “orang yang memiliki keahlian 
dan/atau prestasi luar biasa” adalah dimaksudkan untuk 
memenuhi Dosen pada semua program Pendidikan 
Tinggi terutama   pada  program  diploma  satu   dan   
program diploma dua.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
dimaksud adalah undang-undang yang mengatur 
mengenai guru dan dosen.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas. 

Ayat (2)

Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja memuat tentang 
gaji   pokok,   penghasilan    yang   melekat    pada    gaji, 
penghasilan lain dan jaminan kesejahteraan sosial serta 
maslahat tambahan sesuai dengan undang-undang yang 
mengatur mengenai guru dan dosen.

Ayat (3)

Cukup jelas. 

Ayat (4)

Cukup jelas. 

Ayat (5)

Cukup jelas. 

Ayat (6)

Cukup jelas.
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Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dosen tetap” adalah Dosen yang 
tidak  diangkat  oleh  Pemerintah  (bukan  pegawai negeri 
sipil/bukan aparatur sipil negara).

Ayat (2)

Cukup jelas. 

Ayat (3)

Cukup jelas. 

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Pola  penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk 
lain hanya berlaku bagi Mahasiswa program sarjana dan 
program diploma.

Yang dimaksud dengan “bentuk  lain” adalah pola 
penerimaan   Mahasiswa  baru   yang  dilakukan   secara 
mandiri oleh Perguruan Tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas. 

Ayat (3)

Cukup jelas. 

Ayat (4)

Cukup jelas. 
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Ayat (5)

Cukup jelas. 

Ayat (6)

Cukup jelas. 

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah dukungan 
biaya   Pendidikan   yang   diberikan kepada Mahasiswa 
untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan 
Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi  
dan/atau potensi akademik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan biaya pendidikan”  
adalah dukungan  biaya Pendidikan yang  diberikan  
kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau 
menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan 
pertimbangan utama keterbatasan kemampuan 
ekonomi. 
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Huruf c

Yang dimaksud dengan “pinjaman dana tanpa 
bunga” adalah pinjaman yang diterima oleh 
Mahasiswa tanpa bunga untuk mengikuti dan/atau 
menyelesaikan Pendidikan Tinggi dengan kewajiban 
membayar   kembali   setelah lulus dan mendapatkan 
pendapatan yang cukup.

Ayat (3)

Cukup jelas. 

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.
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Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Hak pengelolaan kekayaan negara dapat berbentuk 
antara  lain, hak pengelolaan lahan, laut, pertambangan, 
perkebunan, hutan, dan museum.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Standar satuan biaya 
operasional” adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan 
Tinggi di luar investasi dan pengembangan. Biaya 
investasi antara lain biaya pengadaan sarana dan  
prasarana   serta  sumber belajar.

Ayat (2)

Cukup jelas. 

Ayat (3)

Cukup jelas. 

Ayat (4)

Cukup jelas. 

Ayat (5)

Cukup jelas.
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Pasal 89

Ayat (1)

Huruf a

Anggaran   untuk  PTN   dialokasikan  oleh Pemerintah 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dan/atau oleh Pemerintah daerah dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai  dengan 
ketentuan  peraturan  perundang- undangan.

Huruf b

Anggaran      untuk     PTS       dialokasikan     oleh 
Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan/atau oleh Pemerintah daerah 
dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 
dalam   bentuk,   antara    lain   hibah,   bantuan 
program kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan 
Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain  bantuan pendanaan,  PTS dapat memperoleh 
bantuan tenaga Dosen yang diangkat oleh 
Pemerintah.

Huruf c

Dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi    
bagi  Mahasiswa  dapat   diberikan  dalam bentuk  
beasiswa, bantuan  atau  membebaskan biaya 
Pendidikan, dan/atau pinjaman dana tanpa bunga. 

Ayat (2)

Cukup jelas. 

Ayat (3)

Cukup jelas.
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Ayat (4)

Cukup jelas. 

Ayat (5)

Yang   dimaksud   dengan   “dana   bantuan  operasional” 
adalah  dana  Kementerian   di   luar  Penerimaan  Negara 
Bukan  Pajak  yang  dialokasikan  dalam  Anggaran 
Pendapatan  dan Belanja Negara untuk  membantu  
biaya operasional layanan Tridharma.

Ayat (6)

Cukup jelas. 

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.
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Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR   
5336





SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN 
TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat :

2.  Undang-Undang   Nomor   12    Tahun    2012   
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5336);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf 
a Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2012  
tentang  Pendidikan  Tinggi,  perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Nomor 4586);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 4  
Tahun  2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5500);

4.  Peraturan Presiden Nomor  13  Tahun 2015 
tentang Kementerian Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara   
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
14);

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 
2014 tentang Pembentukan Kementerian 
dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 
Periode Tahun 2014-2019;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi,  
dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara  
Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor 
889); 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,     
DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STANDAR   
NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi  adalah  satuan standar 

yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah 
dengan  Standar  Nasional  Penelitian,  dan Standar Nasional 
Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria  minimal tentang 
pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan 
tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

3. Standar Nasional Penelitian  adalah  kriteria  minimal tentang 
sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di 
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah 
kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada 
masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh 
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya 
disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi    
kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, 
dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang 
pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka   
pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan 
struktur pekerjaan di berbagai sektor.

6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, 
proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan program studi.

7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah 
pendidikan menengah yang mencakup program diploma, 
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program sarjana, program magister, program doktor, 
program   profesi,   program   spesialis   yang diselenggarakan 
oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa 
Indonesia.

8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan tinggi.

9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan 
dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode 
pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan 
akademik, pendidikan  profesi,  dan/atau  pendidikan vokasi.

10.  Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan 
dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

11.  Penelitian adalah  kegiatan  yang  dilakukan  menurut kaidah 
dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh 
informasi,  data,  dan keterangan  yang berkaitan dengan   
pemahaman   dan/atau   pengujian suatu cabang pengetahuan 
dan teknologi.

12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas 
akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa.

13. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks 
adalah takaran   waktu   kegiatan   belajar   yang   di bebankan 
pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses 
pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau     
besarnya     pengakuan     atas keberhasilan usaha mahasiswa 
dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan 
tugas  utama  mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang 
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 
penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, 
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tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik 
informasi.

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

(1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
a. Standar Nasional Pendidikan;
b. Standar Nasional Penelitian; dan
c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

(2) Standar Nasional    Pendidikan,    Standar    Nasional Penelitian, 
dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat  
sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (1) merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan 
tridharma perguruan tinggi.

Pasal 3

(1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:
a. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang 

berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, 
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan 
pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;

b.  menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, 
dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan 
oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan 
kriteria yang ditetapkan dalam Standar   Nasional   Pendidikan 
Tinggi; dan

c.  mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah 
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai  
mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam 
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Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:
a. dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional;
b.  dijadikan  dasar  untuk  pemberian  izin  pendirian 

perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi;
c.  dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran 

berdasarkan kurikulum pada program studi;
d. dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat;
e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan 

sistem penjaminan mutu internal; dan
f.  dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan 

mutu eksternal melalui akreditasi.

(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan 
secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai   dengan   
tuntutan   perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan 
yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan    
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB II

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan

Pasal 4

(1) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
a. standar kompetensi lulusan;
b.  standar isi pembelajaran;
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c.  standar proses pembelajaran;
d.  standar penilaian pembelajaran;
e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
f.  standar sarana dan prasarana pembelajaran;
g. standar pengelolaan pembelajaran; dan 
h.  standar pembiayaan pembelajaran.

(2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, 
dan mengevaluasi kurikulum.

Bagian Kedua

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 5

(1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal 
tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan 
dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

(2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan 
capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (1)  digunakan sebagai  acuan utama pengembangan 
standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran,    
standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga 
kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, 
standar pengelolaan pembelajaran,  dan  standar  pembiayaan 
pembelajaran.

(3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib:
a.  mengacu pada deskripsi   capaian   pembelajaran lulusan 

KKNI; dan
b.  memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada  

KKNI.
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Pasal 6

(1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari 
internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin 
dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses 
pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian 
dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait 
pembelajaran.

(2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5 ayat 
(1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/
atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang  
diperoleh  melalui  penalaran  dalam proses pembelajaran,  
pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau 
pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

(3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja  
dengan menggunakan konsep,  teori, metode, bahan, dan/
atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, 
pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau 
pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, 
mencakup:
a.  keterampilan   umum   sebagai   kemampuan   kerja 

umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam 
rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai 
tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan

b.  keterampilan   khusus   sebagai   kemampuan   kerja 
khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai 
dengan bidang keilmuan program studi.

(4) Pengalaman  kerja  mahasiswa  sebagaimana  dimaksud pada 
ayat (2), dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan 
di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk 
pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau 
bentuk kegiatan lain yang sejenis.
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Pasal 7

(1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari 
capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat 
program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini.

(2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh perguruan 
tinggi.

(3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai 
bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib 
disusun oleh:
a. forum  program  studi  sejenis  atau  nama  lain  yang 

setara; atau
b.  pengelola  program  studi  dalam  hal  tidak  memiliki 

forum program studi sejenis.
(4) Rumusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan 

ayat (3)  yang merupakan  satu  kesatuan  rumusan capaian 
pembelajaran    lulusan    diusulkan   kepada Direktur Jenderal 
Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan    
menjadi capaian pembelajaran lulusan.

(5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri 
sebagai rujukan program studi sejenis.

(6) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, 
penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan 
sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan 
Menteri.
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Bagian Ketiga

Standar Isi Pembelajaran

Pasal 8

(1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat 
kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

(2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran 
lulusan.

(3) Kedalaman dan keluasan materi  pembelajaran  pada program 
profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan 
doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan 
hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 9

(1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap 
program    pendidikan,    dirumuskan    dengan mengacu pada 
deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

(2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. lulusan program diploma satu paling sedikit 

menguasai konsep umum, pengetahuan, dan 
keterampilan operasional  lengkap;

b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai 
prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada 
bidang keahlian tertentu;

c. lulusan   program   diploma tiga paling sedikit menguasai 
konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan 
tertentu secara umum;

d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling 
sedikit  menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan 



- 111 -

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep 
teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan   
keterampilan tersebut secara mendalam;

e. lulusan  program  profesi  paling  sedikit  menguasai teori 
aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;

f. lulusan program magister, magister  terapan, dan 
spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi 
bidang pengetahuan tertentu; dan

g.  lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis 
paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang  
pengetahuan  dan  keterampilan tertentu.

(3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/
atau integratif.

(4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam 
bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Bagian Keempat

Standar Proses Pembelajaran

Pasal 10

(1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal 
tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi 
untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

(2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
mencakup:
a.  karakteristik proses pembelajaran;
b.  perencanaan proses pembelajaran;
c.  pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar 

mahasiswa.
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Pasal 11

(1) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, 
holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif,   
kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

(2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan 
bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan 
mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa 
dan dosen.

(3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan 
bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola 
pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi   
keunggulan   dan   kearifan lokal maupun nasional.

(4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan  
bahwa   capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 
pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian 
pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu  
kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan 
multidisiplin.

(5)  Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan 
bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses       
pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah 
sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan 
sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta 
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

(6)  Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih 
melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan 
tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah 
keahliannya.

(7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan 
bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 
pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik   
keilmuan program studi   dan dikaitkan dengan permasalahan    
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nyata melalui pendekatan transdisiplin.
(8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan 

bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara  berhasil  
guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik 
dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

(9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan 
bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses   
pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar 
individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap,   
pengetahuan,  dan keterampilan.

(10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyatakan  bahwa  capaian   pembelajaran lulusan diraih   melalui   
proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan 
kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa,    
serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan 
menemukan pengetahuan.

Pasal 12

(1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal  10  ayat  (2)  huruf  b  disusun untuk setiap mata 
kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester 
(RPS) atau istilah lain.

(2) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan 
dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama 
dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan 
dan/atau teknologi dalam program studi.

(3)  Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling 
sedikit memuat:
a.  nama program studi, nama dan kode mata kuliah, 

semester, sks, nama dosen pengampu;
b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada 

mata kuliah;
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c.  kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran 
lulusan;

d.  bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan 
dicapai;

e.  metode pembelajaran;
f.  waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan 

pada tiap tahap pembelajaran;
g.  pengalaman  belajar  mahasiswa  yang  diwujudkan dalam 

deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa 
selama satu semester;

h.  kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
i.  daftar referensi yang digunakan.

(4) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain 
wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk 
interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar 
dalam lingkungan belajar tertentu.

(2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan 
sesuai Rencana Pembelajaran  Semester (RPS) atau istilah 
lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11.

(3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian 
mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.

(4)  Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian 
kepada  masyarakat  oleh  mahasiswa  wajib  mengacu pada 
Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
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Pasal 14

(1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib 
dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai 
mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

(2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib 
menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai 
dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan 
tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian   
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(3)  Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan  pada ayat 
(2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran 
mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi 
kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, 
pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis 
masalah, atau metode pembelajaran  lain, yang dapat    secara    
efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran 
lulusan.

(4)  Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan 
dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk 
pembelajaran.

(5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dapat berupa:
a.  kuliah;
b.  responsi dan tutorial;
c.  seminar; dan
d. praktikum,  praktik  studio,  praktik  bengkel,  atau praktik 

lapangan.
(6) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), 

bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, 
program profesi, program magister, program magister  
terapan,  program  spesialis,  program  doktor, dan program  
doktor  terapan,  wajib  ditambah bentuk pembelajaran 
berupa  penelitian,  perancangan,  atau pengembangan.
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(7) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, 
atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan 
dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, 
keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan 
kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.

(8) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat 
(5), bagi program pendidikan diploma empat, program 
sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib 
ditambah bentuk   pembelajaran   berupa   pengabdian 
kepada masyarakat.

(9) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat 
sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (8) merupakan  kegiatan  
mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk    
memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa.

Pasal 15

(1)  Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks.

(2)  Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran 
efektif selama paling sedikit 16 (enam belas)  minggu,  
termasuk  ujian  tengah  semester  dan ujian akhir semester.

(3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan 
perguruan tinggi  dapat  menyelenggarakan  semester antara.

(4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diselenggarakan:
a.  selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; 
b.  beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) 

sks;
c. sesuai  beban  belajar  mahasiswa  untuk  memenuhi 

capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
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(5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk 
perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) 
kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir 
semester antara.

Pasal 16

(1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program 
pendidikan:
a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program 

diploma satu, dengan   beban   belajar   mahasiswa paling 
sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;

b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program 
diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling 
sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;

c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program 
diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling 
sedikit 108 (seratus delapan) sks;

d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program 
sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, 
dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 
(seratus empat puluh empat) sks;

e.  paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program 
profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau 
program diploma  empat/sarjana  terapan, dengan 
beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh 
empat) sks;

f.  paling   lama   4   (empat)   tahun   akademik   untuk 
program magister, program magister terapan, atau 
program spesialis, setelah menyelesaikan program 
sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan 
beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh 
enam) sks; atau

g.  paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program 
doktor, program doktor terapan, atau program 
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subspesialis,  setelah  menyelesaikan  program magister, 
program magister terapan, atau program spesialis, 
dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 
(empat puluh dua) sks.

(2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah 
atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program 
diploma empat/sarjana terapan.

(3)  Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan 
program pendidikan kurang dari batas maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

(1)  1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, 
responsi, atau tutorial, terdiri atas:
a.  kegiatan  tatap  muka  50  (lima  puluh)  menit  per minggu 

per semester;
b.  kegiatan  penugasan  terstruktur  60  (enam  puluh) 

menit per minggu per semester; dan
c.  kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per 

semester.
(2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau 

bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
a.  kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per 

semester; dan
b.  kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per 

semester.
(3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau 

bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam 
memenuhi capaian pembelajaran.

(4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, 
praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, 
pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses 
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pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) 
menit per minggu per semester.

Pasal 18

(1)  Beban   belajar   mahasiswa   program   diploma   dua, 
program diploma tiga, program diploma empat/sarjana 
terapan, dan program sarjana  yang berprestasi akademik 
tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang 
pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) 
sks per semester pada semester berikut.

(2)  Mahasiswa program magister, program magister terapan, 
atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi 
dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor 
terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti   
program magister atau program magister terapan, tanpa 
harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau 
program magister terapan tersebut.

(3) Mahasiswa program magister atau program magister 
terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program 
doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  harus  
menyelesaikan  program  magister atau program 
magister   terapan   sebelum   menyelesaikan program doktor.

(4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana 
dimaksud pada  ayat  (1)  merupakan  mahasiswa yang 
mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 
3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

(5) Mahasiswa berprestasi  akademik  tinggi  sebagaimana 
dimaksud  pada  ayat  (2)  merupakan  mahasiswa yang 
mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 
3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

Bagian Kelima
Standar Penilaian Pembelajaran
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Pasal 19

(1)  Standar  penilaian  pembelajaran  merupakan  kriteria minimal 
tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam    
rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(2)  Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a.  prinsip penilaian;
b.  teknik dan instrumen penilaian;
c.  mekanisme dan prosedur penilaian;
d.  pelaksanaan penilaian;
e.  pelaporan penilaian; dan 
f.  kelulusan mahasiswa.

Pasal 20

(1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, 
akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

(2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar 
mampu:
a.  memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
b.  meraih capaian pembelajaran lulusan.

(3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penilaian yang berorientasi pada proses 
belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang 
mencerminkan kemampuan   mahasiswa   pada   saat 
proses pembelajaran berlangsung.

(4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang  
disepakati  antara  dosen  dan  mahasiswa  serta bebas dari 
pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

(5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan 
prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, 
dan dipahami oleh mahasiswa.

(6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya  
dapat diakses oleh semua  pemangku kepentingan.

Pasal 21

(1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 
(2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes 
tertulis, tes lisan, dan angket.

(2)  Instrumen   penilaian   sebagaimana   dimaksud   dalam Pasal 
19 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk 
rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau 
karya desain.

(3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian 
observasi.

(4)  Penilaian    penguasaan    pengetahuan,    keterampilan 
umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih 
satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen 
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai 
teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 22

(1)  Mekanisme  penilaian  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 
19 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
a.  menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, 

instrumen,  kriteria,  indikator,  dan  bobot penilaian 
antara  penilai  dan  yang  dinilai  sesuai dengan rencana 
pembelajaran;

b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, 
teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian 
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yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20;

c. memberikan  umpan  balik  dan  kesempatan  untuk 
mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; 
dan

d.  mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar 
mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

(2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan 
pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian  
hasil  observasi,  dan  pemberian  nilai akhir.

(3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian 
bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 23

(1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana 
pembelajaran.

(2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat 
dilakukan oleh:
a.  dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
b.  dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
c.  dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
(3)  Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk program subspesialis, program doktor, dan program 
doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari 
perguruan tinggi yang berbeda.

Pasal 24

(1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19   
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ayat   (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa 
dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam 
kisaran:
a.  huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori 

sangat baik;
b.  huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
c.  huruf  C  setara dengan  angka 2 (dua) berkategori cukup;
d.  huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; 

atau
e.  huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat 

kurang.
(2)  Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka 

antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
(3) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu 

tahap   pembelajaran   sesuai   dengan   rencana pembelajaran.
(4)  Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester 

dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
(5)  Hasil  penilaian  capaian  pembelajaran  lulusan  pada akhir 

program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif 
(IPK).

(6)  Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan 
cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata 
kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan 
dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam 
satu semester.

(7) Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan 
cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata 
kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan 
dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang 
telah ditempuh.

Pasal 25
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(1)  Mahasiswa program diploma dan program sarjana 
dinyatakan lulus  apabila  telah  menempuh  seluruh beban 
belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran 
lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks 
prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 
(dua koma nol nol).

(2)  Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program 
sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat 
memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
a.  mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat 

memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 
(IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 
(tiga koma nol nol);

b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat 
memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 
(IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga 
koma lima nol); atau

c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian 
apabila  mencapai  indeks  prestasi  kumulatif  (IPK) lebih 
dari 3,50 (tiga koma nol).

(3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program 
magister, program magister terapan, program doktor, dan 
program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah 
menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan 
memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan 
oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 
lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

(4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program 
spesialis, program magister, program magister terapan, 
program doktor,   program   doktor   terapan,   dapat 
diberikan  predikat  memuaskan,  sangat  memuaskan, dan 
pujian dengan kriteria:
a.  mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat 

memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif  
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(IPK)  3,00  (tiga  koma  nol  nol) sampai dengan 3,50 (tiga 
koma lima nol);

b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat 
memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 
(IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga 
koma tujuh lima); atau

c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian 
apabila  mencapai  indeks  prestasi  kumulatif  (IPK) lebih 
dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

(5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
a. ijazah, bagi  lulusan  program  diploma,  program sarjana,  

program magister, program magister terapan, program   
doktor, dan program doktor terapan;

b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan 

sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau 
memiliki prestasi di luar program studinya;

d. gelar; dan
e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan 

lain oleh peraturan perundang- undangan.
(6)  Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan 
Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non   
Kementerian, dan/atau organisasi profesi.

(7) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi  bekerja sama  
dengan  organisasi  profesi,  lembaga  pelatihan, atau lembaga 
sertifikasi yang terakreditasi.

Bagian Keenam
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
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Pasal 26

Standar   dosen   dan   tenaga   kependidikan   merupakan kriteria 
minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga 
kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan  dalam  
rangka  pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 27

(1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 
pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 
kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan 
dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.

(2) Kualifikasi akademik  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) 
merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus   
dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

(3) Kompetensi  pendidik  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)   
dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat 
profesi.

(4)  Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus  
berkualifikasi  akademik  paling  rendah lulusan magister 
atau magister terapan yang relevan dengan program studi.

(5) Dosen  program  diploma  satu  dan  program  diploma dua 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  dapat menggunakan 
instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan 
diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan 
program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 
(enam) KKNI.

(6) Dosen  program  diploma  tiga  dan  program  diploma empat 
harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister 
atau magister terapan yang relevan dengan program studi.

(7) Dosen  program  diploma  tiga  dan  program  diploma empat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan 
dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program 
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studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 
8 (delapan) KKNI.

(8) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling 
rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan 
dengan program studi.

(9) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan 
dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah 
setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

(10) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik 
paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang 
relevan     dengan     program     studi     dan berpengalaman 
kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

(11) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(10) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang   
relevan   dengan   program   studi   dan memiliki  pengalaman  
kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling 
rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

(12) Dosen program magister dan program magister terapan 
harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor 
terapan yang relevan dengan program studi.

(13) Dosen   program   magister   dan   program   magister terapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan 
dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan 
program   studi   dan   berkualifikasi   setara dengan jenjang 
9 (sembilan) KKNI.

(14) Dosen program spesialis dan subspesialis harus 
berkualifikasi lulusan  subspesialis, lulusan  doktor atau 
lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi 
dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

(15) Dosen program doktor dan program doktor terapan:
a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau 

doktor terapan yang relevan dengan program studi, 
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dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi 
yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi 
setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan

b. dalam  hal  sebagai  pembimbing  utama,  dalam waktu 
5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling 
sedikit:

1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi 
atau jurnal internasional  yang bereputasi; atau

2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar 
yang ditetapkan senat perguruan tinggi.

(16) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), 
dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh Direktur Jenderal 
Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme 
rekognisi pembelajaran lampau.

Pasal 28

(1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain 
pada:
a. kegiatan pokok dosen mencakup:

1. perencanaan,   pelaksanaan,   dan   pengendalian 
proses pembelajaran;

2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
3.  pembimbingan dan pelatihan;
4.  penelitian; dan
5.  pengabdian kepada masyarakat;

b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
c. kegiatan penunjang.

(2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana 
dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan 
besarnya beban  tugas  tambahan,  bagi  dosen  yang 
mendapatkan tugas tambahan.
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(3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam 
penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/
tugas akhir, tesis, disertasi,   atau   karya desain/seni/ bentuk 
lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

(4) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan 
mahasiswa.

(5) Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 29

(1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
(2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 
1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap   
pada   satuan   kerja   atau   satuan pendidikan lain.

(3) Jumlah  dosen  tetap  pada  perguruan  tinggi  paling sedikit 
60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.

(4) Jumlah  dosen  tetap  yang  ditugaskan  secara  penuh 
waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap 
program studi paling sedikit 6 (enam) orang.

(5) Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor 
terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.

(6) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib 
memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin 
ilmu pada program studi.

Pasal 30

(1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling 
rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan 
dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan 
fungsinya.

(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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dikecualikan bagi tenaga administrasi.
(3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau 
sederajat.

(4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus 
wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang 
tugas dan keahliannya.

Bagian Ketujuh
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 31

Standar  sarana  dan  prasarana  pembelajaran merupakan kriteria 
minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan 
isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian 
pembelajaran lulusan.

Pasal 32

(1) Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 paling sedikit terdiri atas:
a. perabot;
b. peralatan pendidikan;
c.  media pendidikan;
d.  buku, buku elektronik, dan repositori;
e.  sarana teknologi informasi dan komunikasi;
f.  instrumentasi eksperimen;
g.  sarana olahraga;
h.  sarana berkesenian;
i.  sarana fasilitas umum;
j.  bahan habis pakai; dan
k.  sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

(2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan 
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sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk   
pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya 
proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Pasal 33

(1) Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas:
a.  lahan;
b.  ruang kelas;
c.  perpustakaan;
d.  laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
e.  tempat berolahraga;
f.  ruang untuk berkesenian;
g.  ruang unit kegiatan mahasiswa;
h.  ruang pimpinan perguruan tinggi;
i.  ruang dosen;
j.  ruang tata usaha; dan 
k. fasilitas umum.

(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k 
meliputi:
a.  jalan;
b.  air;
c.  listrik;
d.  jaringan komunikasi suara; dan 
e. data.

Pasal 34

(1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a 
harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman 
dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.

(2) Lahan  pada  saat  perguruan  tinggi  didirikan  wajib dimiliki 
oleh penyelenggara perguruan tinggi.
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Pasal 35

Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a sampai 
dengan huruf k ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran 
dan Kemahasiswaan.

Pasal 36

(1) Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas 
minimal kelas A atau setara.

(2) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan 
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta  
dilengkapi  dengan  instalasi  listrik yang berdaya memadai  
dan  instalasi,  baik  limbah domestik maupun limbah khusus, 
apabila diperlukan.

(3) Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada 
peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di 
bidang pekerjaan umum.

Pasal 37

(1)  Perguruan  tinggi  harus  menyediakan  sarana  dan prasarana 
yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan 
khusus.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas:
a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam 

bentuk suara;
b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di 

lingkungan kampus;
d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/

denah timbul; dan
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e. toilet atau  kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
(3) Pedoman mengenai sarana dan prasarana  bagi mahasiswa 

yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada  
ayat  (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan.

Bagian Kedelapan
Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pasal 38

(1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria 
minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 
pembelajaran pada tingkat program studi.

(2)  Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi 
lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses 
pembelajaran,   standar   dosen   dan   tenaga kependidikan, 
serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Pasal 39

(1) Pelaksana  standar  pengelolaan  dilakukan  oleh  Unit 
Pengelola program studi dan perguruan tinggi.

(2) Unit Pengelola program studi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib:
a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana 

pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai 

standar isi, standar proses, standar penilaian yang 
telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran lulusan;

c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana 
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akademik dan budaya mutu yang baik;
d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara 

periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu 
proses pembelajaran; dan

e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik 
sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan 
keputusan perbaikan dan pengembangan mutu 
pembelajaran.

(3) Perguruan tinggi dalam melaksanakan    standar pengelolaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: 
a.  menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional 

terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh 
sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta 
dapat dijadikan pedoman  bagi program studi dalam 
melaksanakan program pembelajaran;

b.  menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis 
dan program   pendidikan   yang   selaras   dengan capaian 
pembelajaran lulusan;

c.  menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program 
studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara 
berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi 
dan misi perguruan tinggi;

d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 
kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran;

e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 
pengawasan,    penjaminan    mutu,    dan pengembangan  
kegiatan  pembelajaran  dan  dosen; dan

f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam 
menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit 
melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Bagian Kesembilan
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Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pasal 40

(1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria 
minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan 
biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan 
capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 5.

(2) Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi   
untuk   pengadaan   sarana   dan prasarana,  pengembangan     
dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.

(3) Biaya  operasional  pendidikan  tinggi  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi 
yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan 
yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, 
biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional 
tidak langsung.

(4)  Biaya  operasional  pendidikan  tinggi  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun 
yang  disebut  dengan  standar  satuan  biaya operasional 
pendidikan tinggi.

(5) Standar  satuan  biaya  operasional  pendidikan  tinggi bagi 
perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh 
Menteri dengan mempertimbangkan:
a. jenis program studi;
b.  tingkat  akreditasi  perguruan  tinggi  dan  program studi; 

dan
c.  indeks kemahalan wilayah;

(6) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  menjadi  dasar bagi 
setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran 
pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan 
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dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Pasal 41

Perguruan tinggi wajib:
a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan 

pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sampai pada satuan program studi;

b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi 
sebagai bagian  dari  penyusunan  rencana  kerja  dan 
anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan

c.  melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan 
biaya pendidikan   tinggi   pada   setiap   akhir   tahun anggaran.

Pasal 42

(1) Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta atau 
perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan 
tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang 
diperoleh dari mahasiswa.

(2) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara 
lain:
a. hibah;
b.  jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
c.  dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau 
d.  kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

(3)  Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, 
dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara  
akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas 
pendidikan.

BAB III
STANDAR NASIONAL PENELITIAN
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Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Nasional Penelitian

Pasal 43

Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:
a. standar hasil penelitian;
b. standar isi penelitian;
c.  standar proses penelitian;
d.  standar penilaian penelitian;
e.  standar peneliti;
f.   standar sarana dan prasarana penelitian;
g.  standar pengelolaan penelitian; dan
h.  standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Bagian Kedua
Standar Hasil Penelitian

Pasal 44

(1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang 
mutu hasil penelitian.

(2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 
bangsa.

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan semua  luaran  yang  dihasilkan  melalui kegiatan 
yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis 
sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

(4) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan 
sebagaimana  dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran 
lulusan,  dan  ketentuan  peraturan  di perguruan tinggi.
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(5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak 
mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan 
umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara 
diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara 
lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil 
penelitian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Standar Isi Penelitian

Pasal 45

(1) Standar  isi  penelitian  merupakan  kriteria  minimal tentang 
kedalaman dan keluasan materi penelitian.

(2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian 
dasar dan penelitian terapan.

(3) Materi pada penelitian dasar sebagaimana  dimaksud pada 
ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang 
berupa    penjelasan    atau    penemuan   untuk mengantisipasi 
suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

(4) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang 
berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan   
teknologi   yang   bermanfaat   bagi masyarakat, dunia usaha, 
dan/atau industri.

(5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan 
mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.

(6) Materi pada  penelitian dasar dan penelitian  terapan harus 
memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan   
mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Bagian Keempat
Standar Proses Penelitian



- 139 -

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

Pasal 46

(1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal 
tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelaporan.

(2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode 
ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan 
dan budaya akademik.

(3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar 
mutu, keselamatan  kerja,  kesehatan,  kenyamanan, serta 
keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

(4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam 
rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi 
harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada   
ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan 
ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

(5)  Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 
dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (4).

Bagian Kelima
Standar Penilaian Penelitian

Pasal 47

(1) Standar  penilaian  penelitian  merupakan  kriteria minimal 
penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

(2) Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit 
memenuhi unsur:
a.  edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi 

peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
b.  objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria 
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yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang 

dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas 
dan dipahami oleh peneliti; dan

d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur 
dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua 
pemangku kepentingan.

(3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi 
prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, 
dan standar proses penelitian.

(4)  Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan 
metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan 
dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta 
pencapaian kinerja hasil penelitian.

(5) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa 
dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, 
atau  disertasi  diatur  berdasarkan  ketentuan peraturan di 
perguruan tinggi.

Bagian Keenam
Standar Peneliti

Pasal 48

(1) Standar    peneliti    merupakan    kriteria    minimal kemampuan 
peneliti untuk melaksanakan penelitian.

(2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki 
kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian 
yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta   
tingkat   kerumitan   dan   tingkat kedalaman penelitian.

(3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan berdasarkan: 
a.  kualifikasi akademik; dan 
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b.  hasil penelitian.
(4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
(5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan 
Pengembangan.

Bagian Ketujuh
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pasal 49
(1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria 

minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 
menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam 
rangka memenuhi hasil penelitian.

(2) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi 
yang digunakan untuk:
a. memfasilitasi    penelitian    paling    sedikit    terkait 

dengan bidang ilmu program studi;
b. proses pembelajaran; dan
c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan 
kerja,   kesehatan,   kenyamanan,   dan keamanan peneliti, 
masyarakat, dan lingkungan.

Bagian Kedelapan
Standar Pengelolaan Penelitian
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Pasal 50

(1)  Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria 
minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 
penelitian.

(2) Pengelolaan  penelitian  sebagaimana  dimaksud  pada ayat 
(1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan  
yang  bertugas  untuk  mengelola penelitian.

(3)  Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
lembaga  penelitian,  lembaga  penelitian  dan pengabdian 
kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai   
dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Pasal 51

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 
(2) wajib:
a.  menyusun  dan  mengembangkan  rencana  program 

penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian 
perguruan tinggi;

b. menyusun      dan      mengembangkan      peraturan, 
panduan, dan  sistem  penjaminan  mutu  internal 
penelitian;

c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
d.  melaksanakan       pemantauan       dan       evaluasi 

pelaksanaan penelitian;
e.  melakukan diseminasi hasil penelitian;
f.  memfasilitasi    peningkatan    kemampuan    peneliti 

untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, 
dan perolehan kekayaan intelektual (KI);

g.  memberikan   penghargaan   kepada   peneliti   yang 
berprestasi; dan

h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
(2) Perguruan tinggi wajib:
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a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan 
bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;

b.  menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian 
paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah 
publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan 
ajar;

c.  menjaga   dan   meningkatkan mutu pengelolaan lembaga 
atau fungsi penelitian dalam menjalankan program 
penelitian secara berkelanjutan;

d.  melakukan pemantauan   dan   evaluasi   terhadap 
lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan 
program penelitian;

e. memiliki  panduan  tentang  kriteria  peneliti  dengan 
mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar 
proses penelitian;

f. mendayagunakan sarana  dan prasarana penelitian pada 
lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;

g.  melakukan analisis kebutuhan  yang  menyangkut jumlah, 
jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; 
dan

h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi 
penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian 
paling sedikit melalui  pangkalan  data pendidikan tinggi.

Bagian Kesembilan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pasal 52

(1) Standar   pendanaan   dan   pembiayaan   penelitian merupakan 
kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan 
pembiayaan penelitian.

(2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
(3) Selain  dari  anggaran  penelitian  internal  perguruan tinggi, 



- 144 -

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

pendanaan  penelitian  dapat  bersumber  dari pemerintah, 
kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar 
negeri, atau dana dari masyarakat.

(4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
digunakan untuk membiayai:
a.  perencanaan penelitian;
b.  pelaksanaan penelitian; 
c.  pengendalian penelitian;
d.  pemantauan dan evaluasi penelitian;
e. pelaporan hasil penelitian; dan 
f.  diseminasi hasil penelitian.

(5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur 
oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 53

(1) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan 
penelitian.

(2) Dana  pengelolaan  penelitian  sebagaimana  dimaksud pada 
ayat (1) digunakan untuk membiayai:
a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, 

pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan 
diseminasi hasil penelitian;

b.  peningkatan kapasitas peneliti; dan
c.  insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan 

intelektual (KI).
 

BAB IV
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
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Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 54

Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 
terdiri atas:
a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada 

masyarakat;
g. standar  pengelolaan  pengabdian  kepada  masyarakat; dan
h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat.

Bagian Kedua
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 55

(1) Standar   hasil   pengabdian   kepada   masyarakat merupakan 
kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam  
menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu 
pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

(2) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah:
a.  penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan 

memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
b.  pemanfaatan teknologi tepat guna;
c.  bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

atau
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d.  bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan 
sumber belajar.

Bagian Ketiga
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 56

(1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan 
kriteria minimal tentang  kedalaman  dan keluasan materi 
pengabdian kepada masyarakat.

(2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada 
masyarakat sebagaimana dimaksud   pada ayat   (1) mengacu 
pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

(3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber  
dari  hasil  penelitian  atau  pengembangan ilmu pengetahuan  
dan teknologi yang  sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(4)  Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan 

dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
b. pengembangan ilmu pengetahuan   dan teknologi dalam 

rangka memberdayakan masyarakat;
c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 
masyarakat;

d. model  pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau 
rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung 
oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau 
Pemerintah; atau

e.  kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan 
langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau 
industri.
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Bagian Keempat
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 57

(1)  Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan   
kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada   
masyarakat,   yang   terdiri   atas perencanaan, pelaksanaan, 
dan pelaporan kegiatan.

(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
a.  pelayanan kepada masyarakat;
b.  penerapan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  sesuai 

dengan bidang keahliannya;
c.  peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan 

masyarakat.
(3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana 

dimaksud  pada  ayat  (2)  wajib mempertimbangkan standar 
mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 
keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

(4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 
oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran     
harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran     
lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

(5) Kegiatan   pengabdian   kepada   masyarakat   yang dilakukan 
oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

(6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus 
diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Bagian Kelima
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
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Pasal 58

(1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan 
kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil 
pengabdian kepada masyarakat.

(2)  Penilaian  proses  dan  hasil  pengabdian  kepada masyarakat 
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) dilakukan secara 
terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
a.  edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi 

pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian 
kepada masyarakat;

b.  objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria 
penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;

c.  akuntabel, yang merupakan penilaian     yang dilaksanakan 
dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami 
oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan

d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur 
dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua 
pemangku kepentingan.

(3)  Penilaian  proses  dan  hasil  pengabdian  kepada masyarakat 
harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana 
dimaksud     pada     ayat     (2)     dan memperhatikan  
kesesuaian   dengan   standar   hasil, standar isi, dan standar 
proses pengabdian kepada masyarakat.

(4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  tingkat kepuasan masyarakat;
b.  terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran 
program;

c.  dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi 
di masyarakat secara berkelanjutan;

d.  terciptanya pengayaan   sumber   belajar   dan/atau 
pembelajaran serta pematangan sivitas akademika 
sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi; atau
e.  teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan 

yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
(5)  Penilaian   pengabdian   kepada   masyarakat   dapat dilakukan 

dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, 
akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja 
proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada 
masyarakat.

Bagian Keenam
Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 59

(1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat 
merupakan kriteria  minimal  kemampuan  pelaksana untuk 
melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan 
metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan 
bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan 
kedalaman sasaran kegiatan.

(3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
a.  kualifikasi akademik; dan
b.  hasil pengabdian kepada masyarakat.

(4) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan 
kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

(5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian 
kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
Penguatan Riset dan Pengembangan.

Bagian Ketujuh
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Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 60

(1)  Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada 
masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana 
dan prasarana  yang  diperlukan  untuk  menunjang proses 
pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi 
hasil pengabdian kepada masyarakat.

(2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas 
perguruan tinggi yang digunakan untuk:
a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling 

sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari 
program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area 
sasaran kegiatan;

b. proses pembelajaran; dan 
c. kegiatan penelitian.

(3) Sarana  dan  prasarana  sebagaimana  dimaksud  pada ayat 
(2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Bagian Kedelapan
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 61

(1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 
merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam 
bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola 
pengabdian kepada masyarakat.
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(3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga 
pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang 
sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan 
tinggi.

 
Pasal 62

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat 
(2) wajib:
a. menyusun dan mengembangkan  rencana  program 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana 
strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan 
tinggi;

b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, 
dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat;

c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pengabdian kepada masyarakat;

e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada 
masyarakat;

f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan 
pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian 
kepada masyarakat yang berprestasi;

h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian 
kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja 
sama;

i.  melakukan analisis kebutuhan yang  menyangkut jumlah, 
jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian 
kepada masyarakat; dan

j.  menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat 
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yang dikelolanya.
(2)  Perguruan tinggi wajib:

a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada 
masyarakat yang merupakan bagian dari rencana 
strategis perguruan tinggi;

b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian 
kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil 
pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, 
mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan  
dan teknologi guna memajukan kesejahteraan    umum    
serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

c.  menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga 
atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam 
menjalankan program pengabdian kepada masyarakat 
secara berkelanjutan;

d.  melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga 
atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam 
melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;

e.  memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian 
kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, 
standar isi, dan standar proses pengabdian kepada 
masyarakat;

f.  mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga 
lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;

g.  melakukan analisis kebutuhan yang  menyangkut jumlah, 
jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian 
kepada masyarakat; dan

h.  menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi 
pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan 
program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit 
melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Bagian Kesembilan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada 

Masyarakat
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Pasal 63

(1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 
masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan 
mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 
masyarakat.

(2) Perguruan  tinggi  wajib  menyediakan  dana  internal untuk 
pengabdian kepada masyarakat.

(3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan 
pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari 
pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam 
maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

(4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau 
instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
untuk membiayai:
a.  perencanaan pengabdian kepada masyarakat; 
b.  pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 
c.  pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
d.  pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada 

masyarakat;
e.  pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
f.  diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

(5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 
masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 64

(1) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan 
pengabdian kepada masyarakat.

(2) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 
membiayai:
a.  manajemen  pengabdian  kepada  masyarakat  yang 

terdiri atas   seleksi   proposal,   pemantauan   dan 
evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian 
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kepada masyarakat; dan
b.  peningkatan kapasitas pelaksana.

BAB V 
KETENTUAN LAIN

Pasal 65

Ketentuan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk  
pendidikan  program  studi  di  luar  domisi, pendidikan jarak jauh, 
akademi komunitas, dan program pendidikan yang memerlukan 
pengaturan khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
a. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus 

sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (3)  yang belum 
dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat  
menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan 
khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan 
mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan 
mutu eksternal melalui akreditasi;

b. persyaratan pembimbing utama, wajib disesuaikan dengan 
ketentuan Pasal 27 ayat (15) huruf b paling lama 3 (tiga) 
tahun;

c. lahan dan bangunan perguruan tinggi yang digunakan 
melalui perjanjian  sewa  menyewa  wajib  disesuaikan 
dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 36 paling lama 20 (dua 
puluh tahun);

d. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib 
menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini 
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paling lama 2 (dua) tahun; dan
e.  semua   ketentuan   tentang   kriteria   minimum   yang 

berfungsi sebagai standar pendidikan tinggi dinyatakan 
masih tetap berlaku, sepanjang ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 65 belum ditetapkan.

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

        TTD

      MOHAMAD NASIR
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 
1952

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001



SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN 
TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat :

 Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014     Nomor     
16, Tambahan Lembaran Negara Republik 

bahwa dalam rangka melaksanakan  
ketentuan Pasal 55 ayat (8) Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2012  tentang Pendidikan 
Tinggi, perlu menetapkan Peraturan  Menteri 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
tentang  Akreditasi Program Studi dan 
Perguruan Tinggi;

1.  Undang-Undang    Nomor    12    Tahun    2012    
tentang Pendidikan     Tinggi     (Lembaran     
Negara     Republik Indonesia  Tahun  2012 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
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Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun   2015 

tentang Kementerian Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 
2014 tentang Pembentukan Kementerian 
dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 
Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Riset,  Teknologi,   
dan  Pendidikan  Tinggi (Berita  Negara  
Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor 
889);

 
MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan 

kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
2. Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk   

PERATURAN MENTERI RISET,  TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG 
AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN 
PERGURUAN TINGGI.



- 159 -

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

menentukan  kelayakan  Program Studi.
3. Akreditasi Perguruan Tinggi adalah kegiatan penilaian  untuk  

menentukan kelayakan Perguruan Tinggi.
4. Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat 

LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah    atau 
masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi 
secara mandiri.

5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang 
selanjutnya disingkat BAN-PT adalah  badan  yang dibentuk 
oleh  Pemerintah untuk melakukan  dan mengembangkan 
akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.

6. Standar  Pendidikan  Tinggi  adalah  satuan  standar yang  
meliputi  Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi dan Standar 
Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan   
Tinggi   dengan   mengacu   pada Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi.

7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi  adalah satuan standar 
yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah 
dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada 
masyarakat.

8. Standar  Pendidikan  Tinggi  yang  ditetapkan  oleh setiap 
Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar dalam bidang  
akademik dan nonakademik yang melampaui Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi.

9. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut 
PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan      
tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara 
nasional.

10. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan tinggi.

11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan 
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode 
pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan     
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akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas 

dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada   
Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.

13. Organisasi   Profesi   adalah   himpunan   individu profesional 
dalam suatu bidang ilmu pengetahuan atau teknologi 
tertentu yang bertanggung jawab atas pembinaan dan 
pengembangan profesi tersebut.

14. Masyarakat   adalah   kelompok   warga   negara Indonesia 
nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan 
dalam bidang pendidikan tinggi.

15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan 
pendidikan tinggi.

16. Menteri  adalah  menteri  yang  menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan 
tinggi.

Pasal 2

(1)  Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 
sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi.

(2) Akreditasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) bertujuan:
a.  menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan 

Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada   Standar 
Nasional   Pendidikan Tinggi; dan

b.  menjamin  mutu  Program  Studi  dan  Perguruan Tinggi 
secara eksternal baik bidang akademik maupun non    
akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa 
dan masyarakat.

(3) Akreditasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) memiliki 
prinsip: 
a. independen; 
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b. akurat;
c.  obyektif;
d. transparan; dan 
e.  akuntabel.
 

BAB II
KEBIJAKAN AKREDITASI

Pasal 3

(1) Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan 
Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar 
Pendidikan Tinggi.

(2) Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi 
Program Studi dan Perguruan Tinggi.

(3) Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a.  terakreditasi; dan 
b.  tidak terakreditasi.

(4)  Peringkat  terakreditasi Program Studi  dan  Perguruan Tinggi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a.  terakreditasi baik;
b.  terakreditasi baik sekali; dan 
c.   terakreditasi unggul.

(5)  Makna peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan 
Tinggi sebagai berikut:
a. terakreditasi baik, yaitu memenuhi Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi;
b. terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul, yaitu 

melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(6) Tingkat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan 
oleh BAN-PT.
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Pasal 4

(1) Program Studi dan Perguruan Tinggi baru mendapatkan 
akreditasi minimum pada saat memperoleh izin dari 
Menteri.

(2) Persyaratan akreditasi minimum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh LAM untuk Program Studi dan 
BAN-PT untuk Perguruan Tinggi.

(3) Akreditasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

Akreditasi Perguruan Tinggi dapat dilakukan setelah semua 
Program Studi di Perguruan Tinggi yang bersangkutan 
terakreditasi.

Pasal 6

(1)  Masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi  
Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi adalah 5 (lima) 
tahun.

(2)  Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang memperoleh 
status akreditasi dan peringkat terakreditasi baik atau baik 
sekali dapat mengajukan akreditasi ulang sebelum masa   
berlaku akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berakhir.

(3) Pengajuan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun setelah 
penetapan   status   akreditasi   dan   peringkat terakreditasi.

(4) Dalam  masa  berlaku  status  akreditasi  dan  peringkat 
terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi, 
BAN-PT atau LAM melakukan pemantauan dan evaluasi 
terhadap pemenuhan   syarat   status   akreditasi   dan 
peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 
yang telah ditetapkan.
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(5)  Status  akreditasi  dan  peringkat  terakreditasi  Program Studi 
dan    Perguruan    Tinggi    diumumkan    kepada masyarakat.

Pasal 7

(1) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan 
dengan menggunakan instrumen akreditasi.

(2) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a.  instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan 
b.  instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

(3) Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 
disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar 
Pendidikan Tinggi.

(4) Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:
a.  jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
b. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, 

sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, 
spesialis, doktor, dan doktor terapan;

c.  modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; 
dan

d. hal-hal khusus.
(5) Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan 
pengelolaan perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi swasta, 
perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri dengan 
pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, atau 
perguruan tinggi negeri badan hukum.

Pasal 8

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan 
menggunakan data dan informasi pada PDDikti.
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BAB III
KELEMBAGAAN AKREDITASI

Bagian Kesatu
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Pasal 9

(1) BAN-PT dibentuk oleh Menteri.
(2) BAN-PT merupakan badan nonstruktural di lingkungan 

Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(3) BAN-PT memiliki kemandirian dalam melakukan akreditasi 

Perguruan Tinggi.

Pasal 10

Tugas dan wewenang BAN-PT:
a. mengembangkan sistem akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan 
pendidikan tinggi;

b. menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan 
Tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi;

c. melakukan akreditasi Perguruan Tinggi;
d. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang 

status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan 
Tinggi;

e. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan 
keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau 
peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;

f. membangun dan mengembangkan jejaring dengan 
pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun 
internasional;

g. melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar 
rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM;

h. mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya 
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disampaikan kepada Menteri;
i. menyusun instrumen evaluasi pendirian Perguruan Tinggi 

berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama 
dengan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

j. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan 
minimum akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi 
kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan

k. menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan 
rekomendasi secara berkala kepada Menteri.

Pasal 11

BAN-PT memiliki susunan organ sebagai berikut:
a. Majelis Akreditasi; dan
b. Dewan Eksekutif.

Pasal 12

(1) Majelis Akreditasi memiliki susunan organisasi sebagai 
berikut:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
c. anggota; dan
d. Direktur  Dewan  Eksekutif  secara  ex  officio  sebagai 

anggota.
(2) Keanggotaan  Majelis  Akreditasi  sebagaimana  dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berjumlah gasal, 
paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) 
orang.

(3) Anggota Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1)  huruf  a,  huruf  b,  dan  huruf  c  bekerja  paruh waktu.

(4) Direktur Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d tidak memiliki hak suara dalam pengambilan 
keputusan di dalam Majelis Akreditasi.
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(5) Keanggotaan atau proses pengambilan keputusan Majelis 
Akreditasi bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 13

Tugas dan wewenang Majelis Akreditasi:
a. menetapkan    kebijakan    dan    pengembangan    sistem 

akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara 
nasional;

b. menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan 
Tinggi dengan mempertimbangkan usul Dewan Eksekutif;

c. mengesahkan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan 
Anggaran Tahunan BAN-PT yang diusulkan oleh Dewan 
Eksekutif dan menyampaikan kepada Menteri;

d. menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi;
e. menetapkan instrumen akreditasi Program Studi atas usul 

LAM;
f. memberikan rekomendasi atas usul pendirian LAM dari 

Pemerintah atau masyarakat kepada Menteri;
g. memantau, mengevaluasi dan mengawasi kinerja LAM;
h. menindaklanjuti dan memutuskan keberatan atas status 

akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan 
Tinggi;

i. memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang 
pencabutan pengakuan LAM berdasarkan hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada huruf g;

j. memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja Dewan 
Eksekutif;

k. melakukan evaluasi dan memberi persetujuan terhadap 
laporan Dewan Eksekutif;

l. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan 
Kementerian;

m. membangun dan mengembangkan jejaring dengan 
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pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun 
internasional; dan

n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri setiap 
semester dan setiap tahun.

Pasal 14

Persyaratan anggota Majelis Akreditasi:
a.  warga negara Indonesia;
b.  sehat jasmani dan rohani;
c.   memiliki integritas yang tinggi;
d.  usia paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun pada saat 

mendaftar;
e.   tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena 

melakukan tindak pidana kejahatan;
f.   dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
g. memiliki pengalaman sebagai pimpinan Perguruan Tinggi, 

pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan atau nama 
lain yang sejenis, pemimpin unit penjaminan mutu, dan/
atau profesional yang pernah menjadi assesor paling sedikit 
5 (lima) tahun;

h.  bersedia melepaskan jabatan sebagaimana dimaksud pada 
huruf g setelah diangkat sebagai anggota Majelis Akreditasi;

i.   berpendidikan doktor;
j.   memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
k.  memahami dan berpengalaman    dalam    pengelolaanPerguruan 

Tinggi;
l. memiliki pengalaman di bidang penjaminan mutu 

pendidikan tinggi;
m.  tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai 

politik;
n.  bebas dari penggunaan dan keterkaitan dengan narkotika 

dan zat adiktif lainnya;
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o.  mendapatkan izin dari pemimpin perguruan tinggi; dan
p.  memiliki wawasan dan komitmen pada peningkatan mutu 

dan relevansi pendidikan tinggi.

Pasal 15

(1) Anggota Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (2) diseleksi oleh tim seleksi yang ditetapkan 
oleh Menteri.

(2) Tim   seleksi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
bertugas:
a. menyelenggarakan pendaftaran calon anggota Majelis 

Akreditasi secara terbuka;
b. melakukan  seleksi  calon  anggota  Majelis  Akreditasi; 

dan
c. mengusulkan calon anggota Majelis Akreditasi paling 

banyak 2 (dua) kali jumlah anggota Majelis Akreditasi 
yang dibutuhkan kepada Menteri.

(3) Menteri memilih   dan   menetapkan   anggota   Majelis 
Akreditasi berdasarkan usul tim seleksi.

(4) Masa jabatan anggota Mejelis Akreditasi adalah 5 (lima) 
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa 
jabatan berikutnya.

Pasal 16

(1) Ketua  dan  Sekretaris  Majelis  Akreditasi  diangkat  dan 
ditetapkan oleh Menteri.

(2) Jabatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  5  (lima) 
tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa 
jabatan berikutnya.

Pasal 17

(1) Tugas dan wewenang Ketua Majelis Akreditasi:
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a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas 
Majelis Akreditasi; dan

b. melakukan  koordinasi  dengan  unit  kerja  terkait  di 
lingkungan Kementerian dan pemangku kepentingan 
lain.

(2) Tugas dan wewenang Sekretaris Majelis Akreditasi:
a. memimpin   pengelolaan   operasional   harian   Majelis 

Akreditasi; dan
b. membantu  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Ketua 

Majelis Akreditasi.
(3) Tugas    dan    wewenang    anggota    Majelis    Akreditasi 

ditetapkan oleh Ketua Majelis Akreditasi.
(4) Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris Majelis Akreditasi 

berhalangan sementara, tugas dan wewenang Majelis 
Akreditasi dilaksanakan oleh anggota yang ditunjuk oleh 
Anggota Majelis.

Pasal 18

(1) Anggota Majelis Akreditasi diberhentikan karena:
a. masa jabatan telah berakhir;
b. permohonan sendiri;
c. ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan 

tindak pidana kejahatan;
d. tidak menunjukkan kinerja, integritas, atau dedikasi 

sebagai anggota Majelis Akreditasi;
e. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan 

tidak dapat menjalankan tugas  dan kewajiban, dibuktikan  
dengan  surat  keterangan dari instansi yang berwenang; 
atau

f. meninggal dunia.
(2) Anggota   Majelis   Akreditasi   diberhentikan   sementara 

karena diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan.
(3) Kinerja,    integritas,    atau    dedikasi    anggota    Majelis 
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Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dievaluasi oleh Menteri secara berkala.

(4) Pemberhentian   Ketua,   Sekretaris,   dan/atau   anggota 
Majelis Akreditasi ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19
(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris 

Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (1) huruf b sampai dengan huruf   f,   Menteri mengangkat 
dan menetapkan salah satu anggota Majelis Akreditasi untuk 
menyelesaikan sisa masa jabatan.

(2) Apabila terjadi pemberhentian anggota Majelis Akreditasi, 
Menteri mengangkat dan menetapkan anggota baru sesuai 
dengan urutan hasil seleksi untuk menyelesaikan sisa masa 
jabatan.

Pasal 20

(1) Dewan Eksekutif memiliki susunan organisasi sebagai 
berikut:
a.  1 (satu) orang Direktur merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan 
c.  anggota.

 (2) Keanggotaan  Dewan  Eksekutif  sebagaimana  dimaksud 
pada  ayat  (1)  berjumlah  gasal,  paling  banyak  5  (lima) 
orang.

(3) Anggota Dewan Eksekutif bekerja penuh waktu.

Pasal 21

Tugas dan wewenang Dewan Eksekutif:
a. melaksanakan kebijakan sistem akreditasi Perguruan 

Tinggi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis 
Akreditasi;

b. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran 
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Tahunan  BAN-PT  untuk  diusulkan  kepada Majelis Akreditasi;
c. melaksanakan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan 

Anggaran Tahunan BAN-PT yang telah ditetapkan Menteri;
d. menyiapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan 

Tinggi untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
e. menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan 

Tinggi, termasuk penilaian kembali hasil akreditasi Perguruan 
Tinggi;

f. menerima dan menyampaikan usul instrumen akreditasi 
Program Studi dari LAM kepada Majelis Akreditasi;

g. menyampaikan rekomendasi pendirian dan pencabutan 
pengakuan LAM kepada Menteri;

h.  melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan 
syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi 
Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;

i. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala 
kepada Majelis Akreditasi;

j.   menyiapkan dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis 
BAN-PT setelah mendapat persetujuan Majelis Akreditasi;

k.  menyelenggarakan kegiatan akreditasi sesuai dengan Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

l. mengusulkan pengembangan sistem informasi, penelitian 
dan pengembangan sistem akreditasi kepada Majelis 
Akreditasi;

m. mengelola asesor BAN-PT, mulai dari rekrutmen, pelatihan 
dan pengembangan serta pemberhentian asesor setelah 
mendapat pertimbangan dari Majelis Akreditasi;

n.  mengangkat tim ahli dan panitia ad hoc sesuai kebutuhan; 
dan

o.  menjalankan tugas teknis dan administratif.
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Pasal 22

Persyaratan anggota Dewan Eksekutif:
a. warga negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memiliki integritas yang tinggi;
d. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat 

mendaftar;
e.   tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena 

melakukan tindak pidana kejahatan;
f.   dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
g. memiliki pengalaman sebagai pimpinan Perguruan Tinggi, 

pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan atau nama 
lain yang sejenis, pemimpin unit penjaminan mutu, dan/
atau profesional yang pernah menjadi asesor paling sedikit 
5 (lima) tahun;

h.  bersedia melepaskan jabatan sebagaimana   dimaksud pada 
huruf g setelah diangkat sebagai anggota Dewan Eksekutif;

i.   berpendidikan doktor;
j.   memahami dan berpengalaman dalam pengelolaan 

Perguruan Tinggi;
k.  memiliki pengalaman di bidang penjaminan mutu pendidikan 

tinggi;
l. tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai 

politik;
m.  bebas dari penggunaan dan keterkaitan dengan narkotika 

dan zat adiktif lainnya;
n.  mendapatkan izin dari pemimpin perguruan tinggi; dan
o.  memiliki wawasan dan komitmen pada peningkatan mutu 

dan relevansi pendidikan tinggi.
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Pasal 23

(1) Anggota Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 diseleksi oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh 
Menteri.

(2)  Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a.  merekrut dan menyeleksi calon anggota Dewan 

Eksekutif;
b.  mengusulkan calon  anggota  Dewan  Eksekutif  paling 

banyak 2 (dua) kali jumlah anggota Dewan Eksekutif 
yang dibutuhkan kepada Menteri.

(3) Menteri menetapkan anggota Dewan Eksekutif berdasarkan 
usul tim seleksi.

(4)  Masa jabatan anggota Dewan Eksekutif adalah 5 (lima) tahun 
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 
berikutnya.

Pasal 24

(1) Direktur Dewan Eksekutif secara ex officio menjabat 
anggota Majelis Akreditasi tanpa hak suara dalam 
pengambilan keputusan di dalam Majelis Akreditasi.

(2) Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif ditetapkan oleh 
Menteri.

(3) Jabatan Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  adalah 5  (lima) 
tahun  dan  dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa 
jabatan berikutnya.

Pasal 25

(1) Tugas dan wewenang Direktur Dewan Eksekutif:
a.  memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas 

Dewan Eksekutif; dan
b. melakukan koordinasi dengan Majelis Akreditasi dan 

pemangku kepentingan    lain    dalam    pelaksanaan 
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akreditasi Perguruan Tinggi.
(2)  Tugas dan wewenang Sekretaris Dewan Eksekutif:

a.  memimpin   pengelolaan   operasional   harian   Dewan 
Eksekutif;

b.  melaksanakan tugas teknis dan administratif Majelis 
Akreditasi dan Dewan Eksekutif; dan

c.   membantu  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Ketua 
Dewan Eksekutif.

(3)  Tugas dan wewenang anggota Dewan Eksekutif ditetapkan 
oleh Direktur Dewan Eksekutif.

(4) Dalam hal Direktur dan/atau Sekretaris Dewan Eksekutif 
berhalangan sementara,  tugas  dan  wewenang  Dewan 
Eksekutif dilaksanakan oleh anggota yang ditunjuk oleh para 
anggota Dewan Eksekutif.

Pasal 26

(1) Anggota Dewan Eksekutif diberhentikan karena:
a.  masa jabatan telah berakhir;
b.  permohonan sendiri;
c.  ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan 

tindak pidana kejahatan;
d. tidak menunjukkan kinerja, integritas, atau dedikasi 

sebagai anggota Dewan Eksekutif;
e. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan 

tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban, 
dibuktikan  dengan  surat  keterangan dari instansi yang 
berwenang; atau

f. meninggal dunia.
(2)  Anggota Dewan Eksekutif diberhentikan sementara karena 

diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan.
(3) Kinerja, integritas, atau dedikasi anggota Dewan Eksekutif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dievaluasi oleh 
Menteri secara berkala.
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(4) Pemberhentian Direktur, Sekretaris, dan/atau anggota 
Dewan Eksekutif ditetapkan oleh Menteri.

 
Pasal 27

(1) Apabila    terjadi    pemberhentian    Direktur    dan/atau 
Sekretaris Dewan    Eksekutif    sebagaimana  dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, 
Menteri menetapkan Direktur dan/atau Sekretaris Dewan 
Eksekutif dari salah satu anggota Dewan Eksekutif untuk 
menyelesaikan sisa masa jabatan.

(2) Dalam hal anggota Dewan Eksekutif berhalangan tetap, 
Menteri menetapkan anggota baru sesuai dengan urutan 
hasil   seleksi   untuk   meneruskan   sisa   masa   jabatan 
anggota.

Bagian Kedua
Lembaga Akreditasi Mandiri

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

(1) LAM dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat.
(2) LAM dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang 

ilmu pengetahuan.
(3) LAM sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dibentuk di 

tempat kedudukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
(4) Rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 
Menteri.
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Pasal 29 

(1) Tugas dan wewenang LAM:
a. menyusun instrumen akreditasi Program Studi 

berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar 
Pendidikan Tinggi;

b. melakukan akreditasi Program Studi;
c.  menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan 

tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi 
Program Studi;

d. memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan 
keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau 
peringkat terakreditasi Program Studi;

e.  membangun dan mengembangkan jejaring dengan 
pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun 
internasional;

f. menyusun  instrumen  evaluasi  pembukaan  Program 
Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
bersama dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu 
Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

g.  melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 
pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat 
terakreditasi Program Studi yang telah ditetapkan;

h.  memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan 
minimum akreditasi untuk pembukaan Program 
Studi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu 
Pengetahuan,  Teknologi,  dan  Pendidikan Tinggi  atau 
PTN badan hukum; dan

i. menyampaikan   laporan   hasil   akreditasi   dilengkapi 
dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri 
dengan tembusan kepada BAN-PT.

(2) LAM yang bertugas memberikan rekomendasi pemenuhan 
persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program 
Studi kepada PTN badan hukum, ditentukan oleh PTN badan 
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hukum.
(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), LAM dapat mengangkat tim asesor, 
tim ahli dan panitia ad hoc.

Paragraf 2
LAM Pemerintah

Pasal 30

(1) LAM Pemerintah dibentuk oleh Menteri atas rekomendasi 
dari BAN-PT.

(2) LAM Pemerintah merupakan badan nonstruktural di 
lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada 
Menteri.

(3) Dalam melakukan akreditasi Program Studi, LAM Pemerintah 
memiliki kemandirian.

Pasal 31

(1) LAM  Pemerintah  memiliki  susunan  organisasi  sebagai 
berikut:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b.  1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan 
c.   anggota.

(2) Keanggotaan LAM Pemerintah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan 
paling banyak 7 (tujuh) orang.

(3) Anggota LAM Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh 
Menteri.

(4) Ketua  dan  Sekretaris  LAM  Pemerintah  dipilih  dari dan oleh 
anggota LAM Pemerintah untuk ditetapkan oleh Menteri.

(5)  Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan anggota LAM Pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 5 (lima) tahun, 
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dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 
berikutnya.

Pasal 32

Persyaratan anggota LAM Pemerintah:
a. Warga Negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memiliki integritas yang tinggi;
d. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat 

mendaftar;
e. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena 

melakukan tindak pidana kejahatan;
f. dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
g. pakar dalam rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu 

pengetahuan yang dibina oleh suatu Program Studi;
h. memiliki pengalaman sebagai pimpinan Perguruan Tinggi, 

pimpinan fakultas/pascasarjana,  ketua  jurusan  atau nama 
lain yang sejenis, pemimpin unit penjaminan mutu, dan/
atau profesional yang pernah menjadi asesor paling sedikit 
5 (lima) tahun;

i. bersedia  melepaskan  jabatan  sebagaimana  dimaksud pada 
huruf h setelah diangkat sebagai anggota LAM;

j. tidak menjadi anggota unit  kerja yang berhubungan dengan 
pembinaan dan pengembangan mutu pendidikan tinggi;

k. berpendidikan doktor;
l. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
m.  tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai 

politik;
n.   bebas dari penggunaan dan keterkaitan dengan narkotika 

dan zat adiktif lainnya;
o. mendapatkan izin dari pemimpin perguruan tinggi; dan
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p. memiliki wawasan dan komitmen pada peningkatan mutu 
dan relevansi pendidikan tinggi.

Pasal 33

(1) Seleksi  anggota  LAM  Pemerintah  dilakukan  oleh  tim 
seleksi yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Tim   seleksi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) 
bertugas:
a. menyelenggarakan  pendaftaran  calon  anggota  LAM 

Pemerintah secara terbuka;
b. melakukan seleksi calon anggota LAM Pemerintah; dan 
c. mengusulkan  calon  anggota  LAM  Pemerintah  paling 

banyak 2 (dua) kali jumlah anggota LAM Pemerintah 
yang dibutuhkan kepada Menteri.

(3) Menteri    memilih    dan    menetapkan    anggota    LAM 
Pemerintah berdasarkan usul tim seleksi.

(4) Masa jabatan anggota LAM Pemerintah adalah 5 (lima) tahun 
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 
berikutnya.

Pasal 34

(1) Ketua, Sekretaris, dan anggota LAM Pemerintah bekerja 
penuh waktu.

(2) Tugas dan wewenang Ketua LAM Pemerintah:
a.  memimpin LAM Pemerintah dalam pelaksanaan 

akreditasi Program Studi; dan
b.  melakukan koordinasi dengan unit terkait di lingkungan 

Kementerian dan pemangku kepentingan lain.
(3)  Tugas dan wewenang Sekretaris LAM Pemerintah:

a. memimpin pengelolaan operasional harian LAM 
Pemerintah;

b.  melaksanakan tugas  teknis  dan  administratif  LAM 
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Pemerintah; dan
c.  membantu  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Ketua 

LAM Pemerintah.

Pasal 35

(1) Anggota LAM Pemerintah diberhentikan karena:
a. masa jabatan telah berakhir;
b. permohonan sendiri;
c. ditetapkan    sebagai    tersangka    karena    diduga 

melakukan tindak pidana kejahatan;
d. tidak menunjukkan kinerja, integritas, atau dedikasi 

sebagai anggota LAM Pemerintah;
e. sakit    yang    tidak    dapat    disembuhkan    yang 

menyebabkan tidak  dapat  menjalankan  tugas  
dan kewajiban, dibuktikan  dengan  surat  keterangan 
dari instansi yang berwenang; atau

f. meninggal dunia.
(2) Anggota LAM Pemerintah diberhentikan sementara karena 

diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan.
(3) Kinerja, integritas, atau dedikasi anggota LAM Pemerintah 

dievaluasi oleh BAN-PT secara berkala untuk selanjutnya 
dilaporkan kepada Menteri.

(4) Pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan/atau anggota LAM 
Pemerintah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 36

(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris 
LAM Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 
(1)   huruf   b   sampai   dengan   huruf   f,   Menteri mengangkat 
dan menetapkan salah satu anggota LAM Pemerintah untuk 
menyelesaikan sisa masa jabatan.

(2) Apabila terjadi pemberhentian anggota LAM Pemerintah, 
Menteri mengangkat dan menetapkan anggota baru sesuai 
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dengan  urutan  hasil  seleksi  untuk  menyelesaikan  sisa 
masa jabatan.

Pasal 37

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya LAM 
Pemerintah dibantu oleh Sekretariat.

(2) Kepala   Sekretariat   LAM   Pemerintah   ditetapkan   oleh 
Menteri.

Pasal 38

Anggaran penyelenggaraan LAM Pemerintah dibebankan pada 
anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Paragraf 3
LAM Masyarakat

Pasal 39

(1) LAM Masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba.
(2) Badan hukum nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas organisasi profesi 
dan/atau asosiasi unit pengelola program studi berbadan 
hukum dari suatu rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu 
pengetahuan.

Pasal 40

(1) Persyaratan pendirian LAM Masyarakat wajib memiliki:
a. rencana sumber daya manusia yang diperlukan untuk 

melakukan akreditasi Program Studi;
b. rancangan prosedur operasi standar akreditasi Program 

Studi;
c. sumber pendanaan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun 

anggaran LAM Masyarakat;
d.  rancangan satuan biaya pelaksanaan akreditasi Program 
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Studi sesuai bidangnya;
e.  sarana dan prasarana LAM Masyarakat;
f. rancangan  sistem  penjaminan  mutu  internal  LAM 

Masyarakat; dan
g. rancangan mekanisme penanganan keberatan yang 

diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat 
terakreditasi Program Studi, baik dari pemimpin 
perguruan tinggi maupun dari masyarakat.

(2) Prosedur pendirian LAM Masyarakat:
a.  pemrakarsa sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  39 

ayat (2) mengusulkan pendirian LAM Masyarakat kepada 
Menteri dilengkapi dengan studi kelayakan untuk 
memperoleh pengakuan;

b.  Menteri menugaskan BAN-PT untuk melakukan penilaian 
terhadap studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a;

c.  BAN-PT memberikan rekomendasi kepada Menteri 
tentang persetujuan pengakuan LAM Masyarakat;

d.  dalam hal Menteri memberikan persetujuan pengakuan 
LAM Masyarakat berdasarkan rekomendasi BAN-PT, 
pemrakarsa mengajukan pembentukan badan hukum 
nirlaba sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;

e.  dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan 
pengakuan LAM Masyarakat berdasarkan rekomendasi 
BAN-PT, pemrakarsa dapat mengajukan kembali usulan 
pendirian LAM Masyarakat; dan

f. LAM Masyarakat dapat menjalankan fungsinya setelah 
mendapat status sebagai badan hukum nirlaba.

Pasal 41

(1)  Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 
(2) huruf a paling sedikit berisi tentang:
a.  latar belakang dan tujuan pendirian LAM Masyarakat;
b.  visi dan misi LAM Masyarakat;
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c.   nama LAM Masyarakat yang akan digunakan;
d.  rencana  ruang  lingkup  rumpun,  pohon,  dan/atau 

cabang ilmu pengetahuan yang dibina Program Studi 
yang akan diakreditasi LAM Masyarakat;

e.   bukti  sumber pendanaan LAM Masyarakat paling sedikit 
untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat;

f.   rancangan alur proses akreditasi LAM Masyarakat;
g.  rancangan tata kelola LAM Masyarakat; dan
h.  rancangan sistem penjaminan mutu internal LAM 

Masyarakat.
(2) Rancangan  tata  kelola  LAM  Masyarakat  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit meliputi:
a. susunan organisasi;
b. sumber daya manusia serta pengembangannya;
c.  sistem pengelolaan keuangan; dan 
d. sarana dan prasarana.

(3) Rancangan   sistem   penjaminan   mutu   internal   LAM 
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 
paling sedikit memuat:
a.  kebijakan sistem penjaminan mutu internal;
b.  manual sistem penjaminan mutu internal;
c.   standar dalam sistem penjaminan mutu internal; dan 
d.  formulir dalam sistem penjaminan mutu internal.

Pasal 42

(1) Susunan organisasi, kepengurusan, dan tata kelola LAM 
Masyarakat diatur dalam anggaran dasar badan hukum 
nirlaba.

(2) Pendanaan LAM Masyarakat bersumber dari dana 
masyarakat, sumber lain atau dapat bersumber dari dana 
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Dalam hal LAM Masyarakat memungut biaya untuk 
melakukan akreditasi program studi, besaran biaya harus 



- 184 -

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 43

(1) LAM Masyarakat menyampaikan laporan kegiatan setiap 
tahun kepada Menteri melalui BAN-PT.

(2) LAM  Masyarakat  diaudit  oleh  akuntan  publik  secara 
berkala dan diumumkan kepada masyarakat.

(3) Menteri dapat mencabut persetujuan pengakuan atas LAM 
Masyarakat apabila terbukti tidak menunjukkan kinerja 
yang baik, melanggar integritas, atau melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Dalam pelaksanaan akreditasi Program Studi, LAM 
Masyarakat berkoordinasi dengan unit terkait di lingkungan 
Kementerian dan pemangku kepentingan lain.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
agar pelaksanaan akreditasi Program Studi mampu 
berkontribusi secara harmonis dalam Sistem Penjaminan 
Mutu Pendidikan Tinggi, membangun dan mengembangkan 
budaya mutu pendidikan tinggi.

BAB IV 
MEKANISME AKREDITASI

Pasal 45

(1) LAM dan BAN-PT menyusun instrumen akreditasi sesuai 
dengan kewenangan masing-masing.

(2) Tahapan Akreditasi terdiri atas:
a.  evaluasi data dan informasi;
b. penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi; 

dan
c.  pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat 



- 185 -

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

terakreditasi.
 

Pasal 46

(1) Tahap evaluasi data dan informasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi langkah:
a. Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan permohonan 

kepada LAM untuk akreditasi Program Studi dan/atau 
BAN-PT untuk akreditasi Perguruan Tinggi; dan

b. LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan 
atas data dan informasi Program Studi dan/atau 
Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
dengan menggunakan data dan informasi   pada PDDikti.

(2) Evaluasi kecukupan atas data dan informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh asesor.

(3) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan 
berdomisili di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan 
Tinggi untuk melakukan verifikasi data dan informasi di 
Perguruan Tinggi.

(4) Dalam hal kondisi tertentu LAM dan/atau BAN-PT dapat 
melakukan asesmen lapang sesuai kebutuhan.

Pasal 47

(1) Tahap   penetapan    status   akreditasi   dan   peringkat 
terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) 
huruf b meliputi langkah:
a. LAM  dan/atau BAN-PT  mengolah  dan  menganalisis data 

dan informasi dari Perguruan Tinggi pemohon akreditasi, 
untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat 
terakreditasi    Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi; 
dan

b.  LAM dan/atau BAN-PT mengumumkan status akreditasi 
dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau 
Perguruan    Tinggi    sesuai    kewenangan masing-masing.



- 186 -

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

(2) Pemimpin Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan  
akreditasi  ulang  paling  lambat  6  (enam) bulan sebelum   
masa   berlaku   status   akreditasi   dan peringkat terakreditasi 
Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi berakhir.

(3) Dalam  hal LAM dan/atau BAN-PT  belum menerbitkan 
akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status akreditasi dan 
peringkat   terakreditasi   Program   Studi  dan/atau Perguruan 
Tinggi sebelumnya tetap berlaku.

Pasal 48

Tahap pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat 
terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) 
huruf c meliputi langkah:
a. LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi 

terhadap pemenuhan   syarat   status   akreditasi   dan 
peringkat  terakreditasi     Program     Studi     dan/
atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan 
data dan informasi dari:
1. PDDikti;
2.  fakta hasil asesmen lapang;
3.  Direktorat  Jenderal  Kelembagaan  Ilmu  Pengetahuan, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan/atau
4.  Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

b. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program 
Studi dan/atau Perguruan Tinggi dapat dicabut sebelum 
masa   berlakunya berakhir, apabila Program Studi dan/atau 
Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status 
akreditasi dan peringkat terakreditasi. 

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme akreditasi 
ditetapkan oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan kewenangan 
masing-masing.
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BAB V 
PENGAWASAN

Pasal 50

(1) Menteri  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan 
akreditasi oleh BAN-PT.

(2) BAN-PT  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan 
akreditasi oleh LAM.

Pasal  51

(1) BAN-PT  secara  berkala  melakukan  evaluasi  terhadap 
proses akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM paling singkat 
setiap 2 (dua) tahun.

(2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) LAM tidak melaksanakan proses akreditasi 
sesuai ketentuan, pelaksanaan akreditasi oleh LAM  dilakukan  
di bawah pembinaan dan pengawasan BAN-PT selama 1 
(satu) tahun.

(3) Apabila setelah masa pembinaan    oleh    BAN-PT sebagaimana    
dimaksud pada ayat (2) LAM tidak melakukan proses  
akreditasi sesuai ketentuan, BAN-PT merekomendasikan 
penutupan   LAM   Pemerintah   atau pencabutan pengakuan 
LAM Masyarakat kepada Menteri.

(4) Menteri menutup LAM Pemerintah atau mencabut pengakuan 
LAM Masyarakat dan melimpahkan penyelenggaraan 
akreditasi kepada BAN-PT sampai dengan LAM dalam  
rumpun,  pohon,  dan/atau  cabang ilmu pengetahuan yang 
sama terbentuk.

(5) LAM Masyarakat yang dicabut pengakuannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), berkewajiban menyelesaikan 
seluruh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.



- 188 -

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

(1) Izin pembukaan Program Studi dan/atau izin pendirian 
Perguruan Tinggi yang sudah diterbitkan  sebelum tanggal 
10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku.

(2) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang belum terakreditasi, dinyatakan 
terakreditasi dan tunduk pada Peraturan Menteri ini.

(3) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang dinyatakan 
terakreditasi sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2), harus 
melakukan akreditasi ulang paling lama 2 (dua) tahun sejak 
Peraturan Menteri ini diberlakukan.

(4)  Status  akreditasi  dan  peringkat  terakreditasi  Program 
Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) yang telah diterbitkan oleh BAN-PT masih tetap 
berlaku sampai status akreditasi dan peringkat terakreditasi 
yang ditetapkan oleh BAN-PT berakhir.

(5)  Status  akreditasi  dan  peringkat  terakreditasi  Program 
Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum 
dalam   Keputusan   Menteri   tentang   izin pembukaan 
Program Studi dan/atau izin pendirian Perguruan Tinggi 
yang diterbitkan antara 10 Agustus 2012 sampai dengan 
diterbitkan Peraturan   Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku 
selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri 
tersebut ditetapkan.

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, anggota BAN-PT 
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri  Pendidikan  
dan Kebudayaan  Nomor 174/P/2012 tentang Anggota   Badan   
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi 
Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional 
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Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012-2017 sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  
Kebudayaan  Nomor

193/P/2012 tentang perubahan atas Keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang 
anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan 
Akreditasi  Nasional  Sekolah/Madrasah,  dan  Badan Akreditasi  
Nasional  Pendidikan  Nonformal  Periode  Tahun 2012-2017   
sepanjang   mengenai   keanggotaan   BAN-PT tetap  menjalankan  
tugasnya sampai ditetapkan anggota BAN-PT sesuai dengan 
Peraturan Menteri ini.

Pasal 54

(1) Sebelum   LAM   terbentuk,   akreditasi   Program   Studi 
dilakukan oleh BAN-PT.

(2) Sebelum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi terbentuk, 
tugas dan wewenangnya dilakukan oleh Koordinasi 
Perguruan Tinggi Swasta.

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN 
TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 
56 ayat (3) Undang-Undang  Nomor 12  
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
dan  Pasal 6 Peraturan  Pemerintah Nomor  
4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi, dalam rangka 
menyelenggarakan dan mengelola sistem 
pendidikan tinggi, Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi perlu 
mengembangkan dan mengelola sistem 
informasi pendidikan tinggi nasional yang 
memuat basis data pendidikan tinggi 
yang berbasiskan teknologi informasi 
dan komunikasi berupa Pangkalan Data 
Pendidikan Tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan     
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
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Mengingat :

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 4  
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun  
2015 tentang Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  
Tahun  2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 
2014 tentang Pembentukan Kementerian 
dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 
Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  
dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
889); 

perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
tentang Pangkalan Data Pendidikan 
Tinggi;

1.    Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   2012   
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5336);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pangkalan  Data  Pendidikan  Tinggi,  yang  selanjutnya disebut 

PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan 
tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara 
nasional.

 2. Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan   fakta mengenai 
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan 
untuk pembangunan pendidikan tinggi.

3.    Informasi  Pendidikan  Tinggi  adalah  Data  Pendidikan Tinggi 
yang sudah diolah untuk tujuan tertentu.

4.    Entitas  Data  Pendidikan  Tinggi  adalah  objek  Data Pendidikan 
Tinggi.

5. Data Pokok Pendidikan Tinggi adalah variabel minimal yang 
merepresentasikan sejumlah orang, unit organisasi atau 
objek   sebagai   syarat   untuk   penyelenggaraan pendidikan 
tinggi.

6. Data Referensi Pendidikan Tinggi adalah kisaran nilai dan/
atau isian yang digunakan untuk menyusun data lain agar    
terdapat keseragaman makna atau interpretasi.

7. Data Transaksional Pendidikan Tinggi adalah representasi 
perubahan data mengenai  orang, unit organisasi  atau  objek  
yang  termasuk  kategori  Data Pokok Pendidikan Tinggi.

8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang 

PERATURAN    MENTERI    RISET,    TEKNOLOGI,    
DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG 
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
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menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan 

dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode 
pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan 
akademik, pendidikan  profesi,  dan/atau  pendidikan vokasi.

10.  Satuan  Manajemen  Sumberdaya  adalah  kelompok program 
studi, lembaga penelitian dan/atau lembaga pengabdian 
masyarakat yang menyelenggarakan fungsi pembelajaran, 
penelitian dan/atau pengabdian masyarakat pada Perguruan 
Tinggi.

11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan 
tugas utama   mentransformasikan,   mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat.

12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang 
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 
penyelenggaraan pendidikan tinggi.

13.  Mahasiswa   adalah   peserta   didik   pada   jenjang pendidikan 
tinggi.

14.  PDDikti   Feeder   adalah   perangkat   lunak   yang ditempatkan 
di Perguruan Tinggi dan memiliki struktur basis data   replika   
dari basis data PDDikti yang digunakan sebagai sarana 
pelaporan resmi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh 
Perguruan Tinggi.

15. Webservice adalah perangkat lunak berbasis web untuk 
mendukung interoperabilitas interaksi data antar sistem.

16. Pusat adalah Pusat Data dan  Informasi  Ilmu Pengetahuan, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

17. Unit Utama adalah satuan kerja setingkat eselon I di 
lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi.
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18. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya 
disebut L2Dikti adalah satuan kerja di wilayah yang berfungsi 
membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan 
tinggi.

19. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi.

20. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

PDDikti bertujuan untuk:
a. mewujudkan  basis  data  tunggal  dalam  perencanaan, 

pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pendidikan tinggi;
b. mewadahi pertukaran Data Pendidikan Tinggi bagi semua 

unit kerja di lingkungan Kementerian  agar tercipta konsistensi  
data di semua unit kerja dan mendorong peningkatan 
kualitas data secara sistematis;

c. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sinergi kegiatan 
pengumpulan data yang   terintegrasi dalam   satu pangkalan 
data untuk bersama-sama digunakan oleh Kementerian dan 
seluruh pemangku kepentingan;

d. menyediakan  data,  informasi  penerapan,  dan  luaran sistem 
penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh Perguruan 
Tinggi;

e. menyediakan data, informasi  penerapan,  dan luaran sistem 
penjaminan mutu   eksternal atau  akreditasi Program  Studi  
dan  Perguruan Tinggi  yang  dilakukan oleh Badan Akreditasi   
Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi 
mandiri;

f. menyediakan informasi bagi Kementerian dalam melakukan 
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pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, 
evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi pendidikan tinggi;

g. menyediakan informasi   bagi   masyarakat   mengenai kinerja 
Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan

h. menyediakan data bagi peningkatan standar Perguruan 
Tinggi secara nasional.

BAB III
RUANG LINGKUP DATA

Pasal 3

(1) PDDikti  menghimpun  Data  Pendidikan  Tinggi  yang dikelola 
dengan kaidah basis data terintegrasi.

(2) Basis  data  terintegrasi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat 
(1) mencatat hubungan antar entitas data dengan menjaga 
kelengkapan dan kebenaran data, sehingga hubungan antar  
entitas  data  dapat  dihasilkan  dari pengolahan data secara  
langsung  tanpa  melakukan pemadanan/pemetaan antar    
entitas data secara manual.

(3)  Data Pendidikan Tinggi sebagaimana  dimaksud  pada ayat 
(1) terdiri atas:
a. Data Pokok Pendidikan Tinggi;
b. Data Referensi Pendidikan Tinggi; dan 
c.    Data Transaksional Pendidikan Tinggi.

Bagian Kesatu
Data Pokok Pendidikan Tinggi

Pasal 4

(1) Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (1) bersifat individual, relasional, dan longitudinal.

(2) Data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mendeskripsikan setiap Entitas Data Pendidikan Tinggi 
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secara rinci.
(3) Data  relasional  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) saling 

mengaitkan antara Entitas Data Pendidikan Tinggi.
(4) Data longitudinal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang 
atas Entitas Data Pendidikan Tinggi yang sama dalam periode 
semester akademik yang berbeda.

Pasal 5

(1) Data Pokok Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (3) huruf a memuat Entitas Data Pendidikan 
Tinggi yang terdiri atas:
a. perguruan tinggi;
b.    program studi;
c.    satuan manajemen sumberdaya;
d.    dosen;
e.    tenaga kependidikan;
f.     mahasiswa;
g.    substansi pendidikan tinggi; dan
h.    aktivitas tridharma perguruan tinggi.

(2) Substansi  pendidikan  tinggi  sebagaimana  dimaksud pada 
ayat (1) huruf g memuat ilmu, pengetahuan, teknologi, dan 
seni yang diajarkan dan dikembangkan dalam Perguruan 
Tinggi.

(3) Aktivitas tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf h memuat data proses pembelajaran, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 6

(1) Data Pokok Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) memiliki atribut.

(2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
elemen data yang melekat pada Entitas Data Pendidikan 
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Tinggi.
(3) Atribut Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2)  meliputi  data  identitas,  lokasi,  pelengkap, spasial, citra, 
sarana dan prasarana.

(4) Atribut Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) meliputi data identitas, jenjang pendidikan, bidang 
ilmu pendidikan, gelar, kapasitas, kompetensi, capaian 
pembelajaran, lokasi,  pelengkap,  spasial,  dan  citra, 
sarana dan prasarana.

(5) Atribut  Satuan  Manajemen  Sumberdaya  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, sumber daya, 
struktur organisasi, lokasi, pelengkap, spasial, citra, sarana 
dan prasarana.

(6) Atribut Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, nomor 
induk kependudukan,  alamat,  kepegawaian,  riwayat 
pendidikan, publikasi,      kompetensi,      kualifikasi, 
sertifikasi, dan penghargaan.

(7) Atribut Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) meliputi data identitas, nomor induk kependudukan, 
keluarga, pembiayaan,  kepesertaan  pada  prodi  dan 
prestasi.

(8) Atribut    substansi    pendidikan    tinggi    sebagaimana 
dimaksud pada  ayat  (2)  meliputi  data  kompetensi, materi 
dan capaian pembelajaran, penilaian, kurikulum, bidang 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(9) Atribut aktivitas tridharma perguruan tinggi sebagaimana  
dimaksud  pada  ayat  (2) meliputi  proses pembelajaran, 
pembimbingan, penilaian, penelitian, kerja sama dan 
pengabdian kepada masyarakat.
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Bagian Kedua
Data Referensi Pendidikan Tinggi

Pasal 7

(1) Data   Referensi   Pendidikan   Tinggi   diverifikasi   dan 
divalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai 
acuan.

(2) Data    Referensi    Pendidikan     Tinggi    sebagaimana 
dimaksud pada  ayat  (1)  terdiri  atas  referensi  data wilayah, 
referensi data operasional, dan referensi nomor identitas.

(3) Kualifikasi sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus memenuhi persyaratan identitas tunggal.

(4) Referensi  data  wilayah  sebagaimana  dimaksud  pada ayat 
(2)  merupakan  pengkodean  yang  mengatur kode wilayah 
dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

(5) Referensi data operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) merupakan pengkodean yang mewakili semua kisaran 
atau enumerasi nilai yang valid untuk mengisi atribut Data 
Pokok Pendidikan Tinggi.

(6) Referensi nomor identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) meliputi:
a. Kode Perguruan Tinggi yang merupakan pengkodean 

referensi Perguruan Tinggi;
b. Kode Program Studi yang merupakan pengkodean 

referensi Program Studi;
 c. Kode Satuan Manajemen Sumberdaya yang merupakan 

pengkodean referensi Satuan Manajemen Sumberdaya;
d. Nomor Induk Dosen Nasional, Nomor Induk Dosen 

Khusus, dan Nomor Urut Pengajar yang merupakan 
pengkodean referensi pendidik;

e.    Nomor Ijazah Nasional;
f. Nomor pokok badan penyelenggara yang merupakan 

pengkodean referensi badan penyelenggara yang  



- 200 -

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

mengelola  perguruan  tinggi swasta; dan
g. Kode bidang  ilmu  yang  merupakan  penyatuan referensi 

bidang ilmu Program Studi, bidang kompetensi pendidik, 
bidang kompetensi tenaga kependidikan, bidang 
penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat dan 
bidang kerja sama dalam satu struktur.

(7) Penerbitan nomor identitas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) ditetapkan oleh Unit Utama.

(8) Pusat mengelola Data Referensi Pendidikan Tinggi untuk 
menjamin integritas data.

Bagian Ketiga
Data Transaksional Pendidikan Tinggi

Pasal 8

(1) Data Transaksional Pendidikan Tinggi merupakan data untuk 
mencatat  atau  mengelola  perubahan  status, mutasi, proses 
evaluasi, hasil evaluasi, dan aliran uang atau barang yang 
melibatkan entitas pokok pendidikan tinggi secara kronologis 
dengan mengedepankan aspek pertanggungjawaban.

(2) Data Transaksional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dihasilkan oleh sistem informasi transaksional 
yang  berada di Unit Utama,  lembaga akreditasi, dan sumber 
eksternal lain.

(3) PDDikti menyimpan semua data transaksional yang 
diperlukan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2.
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BAB IV
PENGELOLAAN PDDikti

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Untuk menjamin ketersediaan Data Pendidikan Tinggi, 
dilaksanakan pendataan  penyelenggaraan  pendidikan tinggi 
melalui PDDikti.

(2) Pendataan penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengumpulan;
b.    pengolahan; dan 
c.    penyajian data.

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berasal dari:
a.    pelaporan Perguruan Tinggi;
b.    Unit Utama; dan
c.    sumber data eksternal.

(4) Data hasil pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) diintegrasikan untuk diolah dan disajikan oleh Pusat.

(5) Data yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disimpan    pada    infrastruktur    yang    dikuasai Kementerian.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data dari Perguruan Tinggi

Pasal 10

(1) Perguruan Tinggi harus menyampaikan laporan 
penyelenggaraan  Pendidikan  Tinggi  ke  PDDikti secara 
berkala pada semester  ganjil, semester  genap,  dan semester 
antara.
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(2) Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.  pembelajaran;
b.  penelitian; dan
c.  pengabdian masyarakat.

(3) Laporan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a paling sedikit terdiri atas:
a.  rencana studi; dan 
b.  hasil studi.

(4) Pelaporan rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a untuk semester ganjil dan semester genap paling 
lambat 2 (dua) bulan sejak perkuliahan dimulai.

(5) Pelaporan hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b untuk semester ganjil dan semester genap paling 
lambat 2 (dua) bulan setelah perkuliahan selesai.

(6) Pelaporan rencana studi dan hasil studi semester antara 
paling lambat 1 (satu) bulan setelah perkuliahan selesai.

(7) Perguruan Tinggi yang tidak menyampaikan laporan 
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PDDikti secara 
berkala  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dikenai sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(8) Pembaharuan data semester lampau hanya dapat dilakukan 
atas persetujuan Pusat.

Pasal 11

(1) Penyampaian laporan oleh Perguruan Tinggi sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilaksanakan dengan 
mekanisme pengisian instrumen aplikasi PDDikti Feeder.

(2) Pengisian PDDikti Feeder sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan oleh pengelola PDDikti.

(3) Pengelola PDDikti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

(4) Pengiriman data dari PDDikti Feeder ke PDDikti dilaksanakan 
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melalui mekanisme sinkronisasi.
(5) Pusat memberikan akun PDDikti Feeder kepada Perguruan 

Tinggi.
(6) Pusat melakukan pengembangan, pemeliharaan,  dan 

pemutakhiran PDDikti Feeder dan mekanisme sinkronisasi.

Pasal 12

(1) Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data 
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang valid ke PDDikti.

(2) Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas 
kelengkapan, kebenaran, ketepatan, dan kemutakhiran 
data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan ke 
PDDikti.

(3) Perguruan Tinggi yang memasukkan data penyelenggaraan 
pendidikan tinggi yang tidak valid ke PDDikti dikenai sanksi   
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak valid 
dan telah dilaporkan ke PDDikti tidak dapat dihapus, namun 
dapat diperbaiki melalui mekanisme validasi nasional.

(2) Kesalahan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang 
dilaporkan oleh Perguruan Tinggi dan perbaikannya 
merupakan rekam jejak pelaporan Perguruan Tinggi.

Pasal 14

(1) Pusat mengumpulkan data pokok dan data transaksional 
pendidikan dari semua sumber data pendidikan yang 
terdapat pada Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber 
eksternal lain.

(2) Pusat melakukan interkoneksi data melalui webservice atau 
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mekanisme lainnya dengan Unit Utama, lembaga akreditasi, 
dan sumber eksternal lain.

(3) Pusat menjaga kerahasiaan data individual yang 
dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan.

Bagian Ketiga
Pengolahan Data Pendidikan Tinggi

Pasal 15

(1) Pusat melakukan Pengolahan Data Pendidikan Tinggi 
berdasarkan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14.

(2) Pengolahan Data Pendidikan Tinggi    sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) melalui validasi dan verifikasi.

(3) Validasi dan verifikasi melibatkan pemangku kepentingan.
(4) Proses validasi menggunakan aplikasi validator nasional yang 

terdiri atas berbagai fungsi assessment Data Pendidikan 
Tinggi.

Bagian Keempat
Penyajian Data Pendidikan Tinggi

Pasal 16
(1) Hasil pengumpulan data melalui PDDikti menjadi dasar 

penerbitan data statistik pendidikan tinggi yang memberikan 
informasi kepada para pemangku kepentingan.

(2) Pusat mendistribusikan hasil pengolahan data PDDikti 
kepada seluruh Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber 
eksternal lain.

(3) Pusat menyajikan informasi dan melaksanakan diseminasi 
informasi kepada masyarakat.

(4) Publikasi data PDDikti secara daring harus menggunakan 
domain resmi Kementerian.
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 BAB V
PEMANFAATAN PDDikti

Pasal 17

(1) Pengumpulan  Data  Pokok  Pendidikan  Tinggi  hanya dapat 
dilakukan melalui PDDikti.

(2) Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain 
dapat mengusulkan tambahan atribut Data Pokok Pendidikan 
Tinggi kepada Pusat.

Pasal 18

(1) Data PDDikti merupakan satu-satunya acuan dalam 
pelaksanaan kegiatan, kajian,    dan    pengambilan keputusan 
terkait entitas pendidikan tinggi yang didata

(2) Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal 
lain dapat membangun sistem untuk mengumpulkan data 
transaksional.

(3) Data transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memuat data perubahan status, mutasi, proses evaluasi, 
hasil evaluasi,  dan aliran  uang atau  barang  yang melibatkan 
entitas pokok pendidikan secara kronologis dengan 
mengedepankan aspek pertanggungjawabannya.

(4) Data transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan atribut data tambahan yang tidak terdapat pada 
PDDikti.

(5) Data transaksional harus mengacu data pokok PDDikti secara 
daring dengan menggunakan data yang paling mutakhir.

(6) Setiap sistem transaksional berkontribusi memperkaya 
informasi PDDikti dengan memberikan variabel output 
sistem transaksional tersebut menjadi bagian PDDikti.

(7)   Mekanisme   integrasi   sistem   transaksional   dengan PDDikti 
ditentukan oleh Pusat.



- 206 -

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 19
Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab:
a. merancang basis data PDDikti;
b. merancang, mengembangkan, dan memutakhirkan 

instrumen pendataan yang diperlukan PDDikti;
c. membangun dan memelihara pusat  data Kementerian 

untuk menampung dan mengintegrasikan semua data yang 
dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data;

d. membangun dan memelihara sistem untuk melakukan 
verifikasi dan validasi untuk dipakai satuan kerja dan institusi 
lain yang mempunyai kemampuan dan/atau otoritas sebagai 
validator;

e. menetapkan struktur standar dan mekanisme standar bagi 
sistem/aplikasi  lain  dalam  berintegrasi  dengan PDDikti dan 
mengevaluasi pemenuhan standar tersebut;

f. memastikan  komitmen  institusi  lain  pengguna  data 
dalam ikut   menjaga   kerahasiaan   Data   Pendidikan 
Tinggi;

g. mengoordinasikan Unit Utama, lembaga akreditasi, dan 
sumber eksternal lain yang terlibat dalam pengumpulan 
data PDDikti guna terciptanya kegiatan pengumpulan data 
PDDikti   yang   terintegrasi   dalam   satu   sistem pendataan 
yang efektif dan efisien;

h. menyediakan sistem layanan helpdesk terpusat kepada 
seluruh pemangku kepentingan PDDikti; dan

i.     mendukung sistem identitas tunggal kependudukan.

Pasal 20

Unit Utama memiliki tugas dan tanggung jawab:
a. menggunakan data dan informasi yang tersedia di PDDikti;
b. melakukan  pengumpulan  data  transaksional  sesuai dengan 
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kebutuhan;
c. melakukan  verifikasi  dan  validasi  entitas  data  sesuai 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
d. menyampaikan dan memastikan kesesuaian sistem PDDikti 

dengan proses bisnis Unit Utama yang berlaku;
e. menerbitkan  nomor  identitas  sebagaimana  dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (7);
f.     menetapkan pengelola PDDikti pada setiap Unit Utama;
g. mengkontribusikan   output   sistem   transaksional   ke dalam 

PDDikti;
h. mengelola  secara  bersama  sistem  layanan  helpdesk 

terpusat yang diatur oleh Pusat; dan
i. mendukung sistem identitas tunggal kependudukan.

Pasal 21

L2Dikti memiliki tugas dan tanggung jawab:
a. membantu Sekretariat Jenderal  melakukan verifikasi dan 

validasi data   peserta   didik,   pendidik,   Tenaga Kependidikan,   
dan   Perguruan   Tinggi   pada   PDDikti sesuai dengan wilayah 
masing-masing;

b. memanfaatkan data yang dihasilkan dari PDDikti untuk 
mendukung pengawasan, pengendalian, dan pembinaan di 
wilayah masing-masing;

c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan 
operasional pendataan PDDikti di daerah;

d. memfasilitasi dan menegur kepada semua satuan pendidikan 
di wilayah kerja masing-masing yang tidak melakukan 
pemutakhiran data secara berkala;

e. menyediakan dan memelihara infrastruktur pendataan di 
wilayah masing-masing;

f. mengelola secara bersama-sama sistem layanan helpdesk 
terpusat yang diatur oleh Pusat;

g. menggunakan/memfasilitasi validasi data pelaporan hanya 
dengan aplikasi PDDikti Feeder dan Validator Nasional 
kepada Perguruan Tinggi di wilayah masing- masing; dan
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h.    mendukung sistem identitas tunggal kependudukan.

Pasal 22

Perguruan Tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab:
a. melakukan  pengisian  dan  pengiriman  data  melalui PDDikti 

Feeder;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan  pembelajaran ke 

PDDikti     secara     berkala     sesuai     ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

c. melakukan  pengelolaan PDDikti dengan satuan  kerja yang 
jelas dan diketahui oleh para pemangku kepentingan;

d. menyiapkan pegawai tetap,   sarana,   prasarana  dan insentif 
bagi satuan kerja yang melakukan pengelolaan PDDikti di 
internal Perguruan Tinggi;

e. memeriksa dampak data yang telah dilaporkan melalui 
PDDikti Feeder di sejumlah sistem transaksional Kementerian;

f. menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutakhiran data 
yang dikirimkan; dan

g.    mendukung sistem identitas tunggal kependudukan.

BAB VII 
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Pengendalian  hak  akses,  data  referensi,  sinkronisasi, 
verifikasi, dan validasi, serta integrasi Data Pendidikan Tinggi 
dilakukan oleh Pusat.

(2) Pusat menyusun dan menerapkan standar pengelolaan 
PDDikti.

(3) Pedoman mengenai standar pengelolaan PDDikti ditetapkan 
dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
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Pasal 24

(1) Setiap personil, unit, institusi dan/atau pihak lain yang diberi 
hak akses penggunaan PDDikti wajib menjaga kerahasiaan 
dan keamanan data.

(2) Setiap pelanggaran terhadap kerahasiaan dan keamanan data 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai  
dengan  ketentuan  peraturan perundangan-undangan.

(3) Seluruh Unit Utama bersama-sama mensosialisasikan 
PDDikti  dan  sistem  transaksionalnya  yang  mengacu pada 
PDDikti.

(4) Pusat   melakukan   evaluasi   secara   berkala   untuk perbaikan 
sistem PDDikti dan proses bisnis.

Pasal 25

Pusat melaporkan secara berkala hasil pengelolaan PDDikti 
kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan 
mengenai pelaporan data penyelenggaraan pendidikan tinggi 
yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dalam hal L2Dikti belum terbentuk, tugas dan tanggung jawab 
L2Dikti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini 
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dilaksanakan oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

BAB X
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini  mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

        TTD

      MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2016
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DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 
1461

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001





SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN 
TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat :

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 4     
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan     
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara   
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5500);

bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 ayat (3) 
dan Pasal 54 ayat (8) Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2012 tentang Pendidikan  Tinggi,   
perlu   menetapkan   Peraturan   Menteri 
Riset, Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  
tentang  Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 158, Tambahan Lembaran   Negara   
Republik Indonesia Nomor 5336);
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 3.  Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun   2015 
tentang Kementerian Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
14);

4.  Keputusan Presiden Nomor 121/P  Tahun  
2014  tentang Pembentukan Kementerian   
dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 
Periode Tahun 2014-2019;

5.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Riset, Teknologi,   
dan   Pendidikan   Tinggi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
889);

6.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 44   Tahun   2015   
tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 1952); 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

PERATURAN      MENTERI      RISET,      TEKNOLOGI,      
DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG SISTEM 
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI.
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1.	 Mutu	 pendidikan	 tinggi	 adalah	 tingkat	 kesesuaian	 antara	
penyelenggaraan	 pendidikan	 tinggi	 dengan	 Standar	
Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang 
Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

2.  Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya 
disingkat	 SPM	 Dikti	 adalah	 kegiatan	 sistemik	 untuk	
meningkatkan	mutu	pendidikan	tinggi	secara	berencana	dan	
berkelanjutan.

3.  Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat 
SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan 
tinggi	 oleh	 setiap	 perguruan	 tinggi	 secara	 otonom	 untuk					
mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan 
pendidikan	tinggi	secara	berencana	dan	berkelanjutan.

4.  Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya 
disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi 
untuk	menentukan	kelayakan	dan	tingkat	pencapaian	mutu	
program	studi	dan	perguruan	tinggi.

5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat 
PDDikti	adalah	kumpulan	data	penyelenggaraan	pendidikan	
tinggi	 seluruh	 perguruan	 tinggi	 yang	 terintegrasi	 secara	
nasional.

6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar 
yang	 meliputi	 Standar	 Nasional	 Pendidikan	 ditambah	
dengan	 Standar	 Nasional	 Penelitian	 dan	 Standar	 Nasional	
Pengabdian kepada Masyarakat.

7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan 
Tinggi	adalah	sejumlah	standar	pada	perguruan	tinggi	yang	
melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

8.  Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang 
menyelenggarakan	pendidikan	tinggi.

9.  Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang 
selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk 
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oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan 
akreditasi	perguruan	tinggi	secara	mandiri.

10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang 
selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk 
oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan 
mengembangkan	akreditasi	program	studi	secara	mandiri.

11. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang 
membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan 
tinggi.

12. Menteri  adalah  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan 
pemerintahan	di	bidang	pendidikan	tinggi.

13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran 
dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Tinggi.

Pasal 2

(1)		SPM	 Dikti	 bertujuan	 menjamin	 pemenuhan	 Standar	
Pendidikan	 Tinggi	 secara	 sistemik	 dan	 berkelanjutan,	
sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

(2)	 SPM	 Dikti	 berfungsi	 mengendalikan	 penyelenggaraan	
pendidikan	tinggi	oleh	perguruan	tinggi	untuk	mewujudkan	
pendidikan	tinggi	yang	bermutu.

BAB II
MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 3

(1)		SPM	Dikti	terdiri	atas:
a. SPMI; dan
b.  SPME

(2)	 SPMI	 	 sebagaimana	 	 dimaksud	 	 pada	 	 ayat	 	 (1)	 	 huruf	 	 a	
direncanakan,	 dilaksanakan,	 dievaluasi,	 dikendalikan,	 dan	
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dikembangkan	oleh	perguruan	tinggi.
(3)	 SPME	 	 sebagaimana	 	 dimaksud	 	 pada	 	 ayat	 	 (1)	 	 huruf	 	 b	

direncanakan,	 dievaluasi,	 dilaksanakan,	 dikendalikan,	 dan	
dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi 
sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4)	 Luaran	penerapan	SPMI	oleh	perguruan	tinggi	sebagaimana	
dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN- PT atau 
LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi 
perguruan	tinggi	atau	progam	studi.

Pasal 4

(1)	 Perencanaan,	 pelaksanaan,	 evaluasi,	 pengendalian,	 dan	
pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar 
Pendidikan Tinggi.

(2) Standar  Pendidikan Tinggi  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas:
a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
b. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh 

Perguruan Tinggi.
(3) Standar Nasional    Pendidikan    Tinggi    disusun    dan 

dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

(4) Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan 
Tinggi	disusun	dan	dikembangkan	oleh	perguruan	tinggi	dan	
ditetapkan	dalam	 	 peraturan	 	 pemimpin	 	 perguruan	tinggi	
bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi  
PTS,		setelah		disetujui		senat		pada	tingkat	perguruan	tinggi.

Pasal 5

(1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
c.	 evaluasi	pelaksanaan	Standar	Pendidikan	Tinggi
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d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 
dan

e. peningkatan Standar Pendidikan  Tinggi.
(2)	 Evaluasi	 sebagaimana	 dimaksud	 dalam	 ayat	 (1)	 huruf	 c	

dilakukan melalui audit mutu internal.
(3) SPMI  diimplementasikan  pada  semua  bidang  kegiatan 

perguruan	tinggi,	yaitu	bidang:
a.	 akademik,	 meliputi	 pendidikan,	 penelitian,	 dan	

pengabdian kepada masyarakat; dan
b. nonakademik, antara lain sumber daya manusia, 

keuangan, sarana dan prasarana.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan 

untuk	mencapai	Standar	Pendidikan	Tinggi.
(5)	 SPMI	 sebagai	 suatu	 sistem	 dievaluasi	 dan	 dikembangkan	

secara	 berkelanjutan	 oleh	 perguruan	 tinggi	 yang	
bersangkutan.

(6) SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan 
tinggi	bagi	PTN	atau	peraturan	badan	hukum	penyelenggara	
bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik 
perguruan	tinggi.

Pasal 6

(1) SPME yang dilakukan melalui akreditasi memiliki siklus 
kegiatan yang terdiri atas:
a.	 tahap	Evaluasi	Data	dan	Informasi;
b. tahap   Penetapan   Status   Akreditasi   dan   Peringkat 

Terakreditasi; dan
c.	 tahap		Pemantauan		dan		Evaluasi		Status		Akreditasi	dan	

Peringkat Terakreditasi.
(2)	 SPME	dikembangkan	secara	berkelanjutan	oleh	BAN-PT	dan/

atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus kegiatan sebagaimana   

dimaksud   pada   ayat   (1)   diatur   dalam peraturan Menteri.
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Pasal 7

Data,	 informasi	 pelaksanaan,	 serta	 luaran	 SPMI	 dan	 SPME	
dilaporkan	dan	disimpan	oleh	perguruan	tinggi	dalam	PDDikti.

BAB III
PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

(1) Direktorat   Jenderal   mempunyai   tugas   dan   wewenang 
dalam perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan 
SPM	Dikti.

(2) Badan  Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi  mempunyai 
tugas dan  wewenang  menyusun  dan  mengembangkan 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Direktorat Penjaminan Mutu mempunyai tugas dan 
wewenang	dalam	penyiapan	perumusan	kebijakan,	fasilitasi,	
pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian, 
pemantauan,		evaluasi		dan		pelaporan		di	bidang	SPMI.

(4)		Perguruan	tinggi	mempunyai	tugas	dan	wewenang:
a.	 merencanakan,	 melaksanakan,	 mengevaluasi,	

mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
 b.  menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:

1.  dokumen kebijakan SPMI;
2.  dokumen manual SPMI;
3.  dokumen standar dalam SPMI; dan
4.		 dokumen	formulir	yang	digunakan	dalam	SPMI;

c.		 membentuk	 unit	 penjaminan	 mutu	 atau	
mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan 
tinggi;	dan

d.	mengelola	PD	Dikti	pada	tingkat	perguruan	tinggi.
(5) Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi  (BAN  PT) 

dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) mempunyai 
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tugas dan wewenang melakukan SPME melalui akreditasi 
Perguruan Tinggi dan/atau program studi.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Sebelum Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terbentuk, 
tugas dan wewenang Badan Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi berkoordinasi dengan Badan Standar 
Nasional Pendidikan.

(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pembentukan  Badan 
Standar Nasional   Pendidikan   Tinggi   diatur   dengan 
Peraturan Menteri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 
tentang	Sistem	Penjaminan	Mutu	Pendidikan	Tinggi	dicabut	dan	
dinyatakan	tidak	berlaku.

Pasal 11

Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal diundangkan.

Agar	 setiap	 orang	 mengetahuinya,	 memerintahkan	
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

        TTD

      MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 
1462
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.
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SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN 
TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN, PERUBAHAN, PEMBUBARAN PERGURUAN TINGGI 
NEGERI, DAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENCABUTAN IZIN 

PERGURUAN TINGGI SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 
ayat (2), dan  Pasal 12 Peraturan 
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 
perlu mengatur pendirian, perubahan, 
pembubaran  perguruan  tinggi  negeri,  
dan  pendirian, perubahan, pencabutan 
izin perguruan tinggi swasta;

b. bahwa dalam rangka menjamin 
pengelolaan perguruan tinggi yang   
akuntabel dan untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi perlu mengatur 
mengenai Sanksi Administratif; 
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c. bahwa Peraturan Menteri Riset,    
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor   
50 Tahun 2015 tentang Pendirian, 
Perubahan, Pembubaran Perguruan 
Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, 
Pencabutan Izin Perguruan  Tinggi  Swasta  
masih mengandung kekurangan dan 
belum dapat menampung kebutuhan 
masyarakat mengenai peraturan 
pendirian, perubahan, pembubaran 
perguruan tinggi negeri, dan pendirian, 
perubahan, pencabutan izin perguruan 
tinggi swasta sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan     
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi tentang Pendirian,    
Perubahan, Pembubaran Perguruan 
Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, 
Pencabutan Izin Perguruan Tinggi 
Swasta;

Mengingat : 1.   Undang-Undang    Nomor    12    Tahun    2012    
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor  158, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5500);
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3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun  2015 
tentang Kementerian Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan  Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 
2014 tentang Pembentukan Kementerian 
dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 
Periode Tahun 2014 – 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pendirian  Perguruan  Tinggi  Negeri  yang  selanjutnya 

disebut Pendirian PTN adalah pembentukan universitas, 
institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi 
komunitas oleh Pemerintah.

2. Pendirian Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut 
Pendirian PTS adalah pembentukan universitas, institut, 
sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas 
oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip 

PERATURAN     MENTERI     RISET,     TEKNOLOGI,     
DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG 
PENDIRIAN, PERUBAHAN, PEMBUBARAN 
PERGURUAN TINGGI NEGERI, DAN PENDIRIAN, 
PERUBAHAN, PENCABUTAN IZIN PERGURUAN 
TINGGI SWASTA.
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nirlaba.
3. Badan  Penyelenggara  adalah  yayasan,  perkumpulan, atau 

badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

4. Perguruan   Tinggi   Negeri   yang   selanjutnya   disingkat 
dengan PTN  adalah  perguruan  tinggi  yang  didirikan 
dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.

5. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat dengan 
PTS  adalah  perguruan  tinggi  yang  didirikan dan/atau 
diselenggarakan oleh masyarakat.

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan 
pembelajaran yang  memiliki  kurikulum  dan  metode 
pembelajaran tertentu   dalam   satu   jenis   pendidikan 
akademik, pendidikan   profesi,   dan/atau   pendidikan 
vokasi.

7. Sanksi Administratif adalah hukuman yang ditetapkan oleh 
Menteri tanpa melalui proses peradilan, dengan tujuan 
pembinaan dan/atau penghentian pelanggaran terhadap 
peraturan perundang-undangan.

8. Kementerian  adalah  Kementerian  Riset, Teknologi,  dan  
Pendidikan Tinggi. 

9. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menangani 

urusan di bidang kelembagaan pendidikan tinggi 
Kementerian.

11. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya 
disebut dengan L2 Dikti adalah satuan kerja Pemerintah 
di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu 
penyelenggaraan pendidikan tinggi.

12. Menteri  adalah  Menteri  yang  bertanggung  jawab  di 
bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.



- 227 -

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

Pasal 2

(1) Pendirian dan perubahan PTN dan PTS bertujuan:
a. meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi 

pendidikan tinggi   di   seluruh    wilayah Indonesia; dan
b. meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah 

serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung 
pembangunan nasional.

(2) Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS atau pencabutan 
izin Program Studi bertujuan melindungi masyarakat dari 
kerugian akibat memperoleh layanan pendidikan tinggi, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak 
bermutu.

BAB II

PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Pendirian  perguruan  tinggi  merupakan  pembentukan PTN 
atau PTS.

(2) PTN  atau  PTS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat 
berbentuk:
a. universitas;
b. institut;
c. sekolah tinggi;
d. politeknik;
e. akademi; atau
f. akademi komunitas.

(3) Universitas menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, 
dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau 
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profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan 
teknologi, melalui:
a. program sarjana; 
b. program magister; 
c. program doktor;
d. program diploma tiga;
e. program diploma empat atau sarjana terapan;
f. program magister terapan;
g. program doktor terapan; dan/atau 
h. program profesi,
yang terdiri atas paling  sedikit 10  (sepuluh) Program Studi 
pada program sarjana yang mewakili 6 (enam) Program 
Studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau 
rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian,  arsitektur  dan  
perencanaan,  teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, 
dan transportasi, serta 4 (empat) Program Studi dari 
rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu 
sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi bisnis, 
pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, 
media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan 
permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja 
sosial. 

(4) Institut menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan  
dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi 
dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi 
tertentu, melalui:
a. program sarjana; 
b. program magister; 
c. program doktor;
d. program diploma tiga;
e. program diploma empat atau sarjana terapan;
f. program magister terapan;
g. program doktor terapan; dan/atau 
h. program profesi,
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yang terdiri atas paling sedikit 6 (enam) Program Studi pada 
program sarjana.

(5) Sekolah Tinggi menyelenggarakan jenis pendidikan 
akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, 
dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi tertentu, melalui:
a. program sarjana; 
b. program magister; 
c. program doktor;
d. program diploma tiga;
e. program diploma empat atau sarjana terapan;
f. program magister terapan;
g. program doktor terapan; dan/atau 
h. program profesi;
yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada 
program sarjana.

(6) Politeknik menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan 
dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam berbagai 
rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:
a. program diploma satu;
b. program diploma dua; 
c. program diploma tiga;
d. program diploma empat atau program sarjana terapan;
e. program magister terapan;
f. program doktor terapan; dan/atau 
g. program profesi,
yang  terdiri  atas  paling  sedikit  3  (tiga)  Program  Studi 
pada program diploma tiga dan/atau program diploma 
empat atau sarjana terapan.

(7) Akademi menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam 
1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan 
teknologi tertentu, melalui:
a. program diploma satu;
b. program diploma dua;
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c. program diploma tiga; dan/atau
d. program diploma empat atau sarjana terapan,
yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada 
program diploma tiga.

Pasal 4

(1) Program   diploma   yang   diselenggarakan   universitas, paling 
banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah program sarjana.

(2) Program  diploma  yang  diselenggarakan  institut,  paling 
banyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah program sarjana.

(3) Program  diploma  yang  diselenggarakan  sekolah  tinggi 
paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah program 
sarjana.

(4) Universitas,  Institut,  dan  sekolah  tinggi  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak 
menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan 
Program Studi  pada  program  diploma  di  politeknik 
dan/atau akademi di dalam kota atau kabupaten tempat 
universitas, institut, dan sekolah tinggi tersebut berada. 

(5) Program  Studi  pada  program  magister  atau  program 
magister terapan dapat diselenggarakan setelah Program 
Studi  dalam  cabang  ilmu  yang  sama  pada  program sarjana   
atau   program   diploma   empat  atau  sarjana terapan telah 
terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah 
B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan 
perundang-undangan.

(6) Apabila program magister atau program magister terapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan program  
magister atau program magister terapan multidisiplin, maka 
paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada 
program sarjana atau program diploma empat atau sarjana 
terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi 
paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain   
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oleh peraturan perundang- undangan.
(7) Program Studi pada program doktor atau program doktor 

terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi 
sebidang pada program magister atau program magister 
terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi 
paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh 
peraturan perundang-undangan.

(8) Apabila program doktor atau program doktor terapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan program 
doktor atau program doktor terapan multidisiplin, maka 
paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada  
program magister atau program magister terapan, telah 
terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah 
B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan 
perundang-undangan.

(9) Program profesi dapat diselenggarakan setelah Program 
Studi sebidang pada program sarjana atau  program diploma 
empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan 
peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali,  
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Apabila  PTN  atau  PTS  yang  ditetapkan  dalam  izin pendirian  
tidak  memenuhi  lagi  komposisi  jumlah  dan jenis Program 
Studi untuk bentuk PTN atau PTS sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (7), PTN atau 
Badan Penyelenggara PTS tersebut wajib memenuhi kembali 
jumlah dan jenis Program  Studi  untuk  bentuk  PTN  atau  PTS  
sesuai dengan jumlah dan jenis Program Studi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (7).

(2) Pemenuhan  kembali  jumlah  dan  jenis  Program  Studi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
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telah  dilampaui,  tetapi  jumlah  dan  jenis  Program Studi 
belum dapat dipenuhi, maka PTN atau Badan Penyelenggara 
PTS mengajukan permohonan perubahan bentuk PTN atau 
PTS menjadi bentuk PTN atau PTS yang paling sesuai dengan 
kondisi mutakhir PTN atau PTS tersebut.

(4) Apabila permohonan perubahan bentuk PTN atau PTS 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) telah  diajukan, tetapi 
keputusan perubahan   bentuk   PTN atau PTS menjadi bentuk 
PTN atau PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir 
PTN   atau   PTS   tersebut   belum diterbitkan oleh Menteri, 
maka keputusan tentang bentuk PTN atau PTS semula tetap 
berlaku sampai dengan keputusan perubahan bentuk PTN 
atau PTS ditetapkan.

(5) Apabila PTN atau Badan Penyelenggara PTS tidak mengajukan 
permohonan perubahan bentuk PTN atau PTS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Menteri:
a. menetapkan perubahan PTN yang berbentuk sekolah 

tinggi, politeknik, atau akademi menjadi bentuk PTN yang 
paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN tersebut; 

b. mengusulkan kepada Presiden perubahan PTN yang 
berbentuk  universitas  dan  institut  menjadi  bentuk 
PTN yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN 
tersebut; atau

c. menetapkan perubahan PTS yang berbentuk universitas, 
institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi menjadi 
bentuk PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir 
PTS tersebut.

Bagian Kedua
Pendirian Perguruan Tinggi Negeri

Pasal 6

Pendirian PTN meliputi:
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a.  Pendirian PTN oleh Pemerintah; atau 
b.  Pendirian PTN yang berasal dari PTS.

Pasal 7

(1) Pendirian  PTN  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6 huruf 
a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi 
dan perguruan tinggi, sesuai standar nasional pendidikan 
tinggi.

(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan 

sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
b. dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 

1 (satu) Program Studi pada program diploma atau 
program sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan 
perundang-undangan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah:

a) magister,  magister  terapan,  atau  yang  setara 
untuk program diploma; dan

b) magister  atau  yang  setara  untuk  program 
sarjana;

dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
sesuai dengan Program Studi yang akan dibuka; 

2. berusia:
a) paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk 

Pegawai Negeri Sipil; atau
b) paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun apabila 

berstatus non Pegawai Negeri Sipil;
pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang 
akan didirikan;

3.  bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat 
puluh) jam per minggu;
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4. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau 
Nomor Induk Dosen Khusus; dan

5. bukan  guru  yang  telah  memiliki  Nomor  Urut 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau

6. bukan pegawai tetap pada instansi lain;

c. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) 
orang untuk melayani setiap Program Studi pada 
program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) 
orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
2. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat 

puluh) jam per minggu;

d. organisasi dan tata kerja PTN disusun sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. lahan untuk kampus PTN yang akan didirikan berada 
dalam 1 (satu) hamparan memiliki luas paling sedikit:
1. 30  (tiga  puluh)  hektar  untuk  universitas  atau 

institut; atau
2. 10   (sepuluh)   hektar   untuk   sekolah   tinggi, 

politeknik, atau akademi;
dengan status Hak Pakai atas nama Pemerintah 
sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai; 
dan

f.   telah tersedia sarana dan prasarana terdiri atas:
1. ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per 

mahasiswa; 
2. ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter 

persegi per orang;
3. ruang  administrasi  dan  kantor  paling  sedikit  4 

(empat) meter persegi per orang;
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4. ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) 
meter persegi termasuk ruang baca yang harus 
dikembangkan sesuai    dengan    pertambahan 
jumlah mahasiswa;

5. ruang   laboratorium,   komputer,   dan   sarana 
praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan 
setiap Program Studi;

6. buku  paling  sedikit  200  (dua  ratus)  judul  per 
Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada 
Program Studi,

kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang-
undangan.

(3)  Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus dimuat dalam dokumen yang relevan untuk Pendirian 
PTN, yang terdiri atas:
a. studi kelayakan;
b. rancangan susunan organisasi dan tata kerja;
c. usul pembukaan setiap Program Studi;
d. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTN akan didirikan; dan
e. rekomendasi pemerintah daerah provinsi dan 

kabupaten/kota.
(4) Apabila lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e 

disediakan oleh pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/
kota dengan status Hak Pakai, lahan tersebut harus sudah 
dihibahkan kepada Pemerintah.

(5) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dan huruf c, disediakan oleh 
Pemerintah melalui pengangkatan pada PTN terdekat sampai 
pembentukan PTN baru ditetapkan. 

(6) Rekomendasi L2 Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf d, berisi tingkat kejenuhan berbagai program Studi 
yang akan dibuka dalam pendirian PTN tersebut di wilayah 
kerja L2 Dikti.
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(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur 
pendirian PTN ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

(1) Selain  pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (6), pendirian PTN yang 
berasal dari PTS dilakukan atas usul Badan Penyelenggara, 
harus memenuhi syarat:
a. mempunyai lahan yang telah bersertipikat atas nama 

Badan Penyelenggara dengan luas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e;

b. mengalihkan hak atas lahan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a menjadi Hak Pakai atas nama Pemerintah; 
dan

c. mengalihkan  hak  milik  atas  sarana  dan prasarana milik 
Badan Penyelenggara yang digunakan oleh PTS kepada 
Pemerintah.

(2) Apabila PTS yang akan diubah menjadi PTN menggunakan 
lahan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/
Kota, maka lahan tersebut harus diserahkan penggunaannya 
dan hak atas lahan tersebut dialihkan kepada Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendirian Perguruan Tinggi Swasta

Pasal 9

Pendirian PTS meliputi:
a. Pendirian PTS oleh Badan Penyelenggara; atau
b. Pendirian   PTS   yang   dilakukan   melalui   kerja   sama 

dengan perguruan tinggi asing.
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Pasal 10

(1) Pendirian  PTS  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9 huruf 
a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program 
Studi  dan perguruan tinggi sesuai  dengan standar nasional 
pendidikan tinggi.

(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan 

sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
b. dosen, paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 

1 (satu) Program Studi pada program diploma atau 
program sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan 
perundang-undangan,  dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah:

a) magister, magister terapan, atau yang setara 
untuk program diploma;  dan

b) magister  atau  yang  setara  untuk  program 
sarjana;

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
sesuai dengan Program Studi yang akan dibuka;

2. berusia  paling  tinggi  58  (lima  puluh  delapan) 
tahun pada saat diterima sebagai dosen pada  
PTS yang akan didirikan;

3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat 
puluh) jam per minggu;

4. belum  memiliki  Nomor  Induk  Dosen  Nasional atau 
Nomor Induk Dosen Khusus;

5. bukan  guru  yang  telah  memiliki  Nomor  Urut 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

6. bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
7. bukan Aparatur Sipil Negara; 

c. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) 
orang untuk melayani setiap Program Studi pada 
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program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) 
orang untuk    melayani perpustakaan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
2. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat 

puluh) jam per minggu;

d. organisasi dan tata kerja PTS disusun sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada 
dalam 1 (satu) hamparan memiliki luas paling sedikit:
1. 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk 

universitas;
2. 8.000 (delapan ribu) meter persegi untuk institut; 

atau
3. 5.000  (lima  ribu)  meter  persegi  untuk  sekolah 

tinggi, politeknik, atau akademi, 
dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak 
Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana   
dibuktikan   dengan   Sertipikat   Hak Milik, Hak Guna 
Bangunan, atau Hak Pakai; dan

f. telah tersedia sarana dan prasarana terdiri atas:
1. ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per 

mahasiswa;
2. ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter 

persegi per orang;
3. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 

(empat) meter persegi per orang;
4. ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) 

meter persegi termasuk ruang baca yang harus 
dikembangkan  sesuai  dengan  pertambahan jumlah 
mahasiswa;

5. ruang laboratorium, komputer, dan sarana 
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praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan 
setiap Program Studi; 

6. buku  paling  sedikit  200  (dua  ratus)  judul  per 
Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada 
Program Studi,

kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang- 
undangan.

(3) Dalam hal luas lahan untuk kampus PTS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dapat dipenuhi, Menteri 
dapat menentukan berdasarkan luas bangunan.

(4) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus dimuat dalam dokumen yang relevan untuk Pendirian 
PTS, yang terdiri atas:
a. studi kelayakan;
b. usul pembukaan setiap Program Studi;
c. rekomendasi  L2  Dikti  di  wilayah  PTS  yang  akan 

didirikan;
d. berita acara dan daftar hadir rapat persetujuan pendirian 

PTS dari organ Badan Penyelenggara;
e. fotokopi  yang  telah  dilegalisasi  oleh  pejabat  yang 

berwenang:
1. Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara dan 

perubahannya;
2. keputusan    pengesahan    Badan    Penyelenggara 

sebagai badan    hukum    dari    pejabat    yang 
berwenang;

3. surat pencatatan pemberitahuan berbagai 
perubahan Akta Notaris pendirian Badan 
Penyelenggara yang diterbitkan oleh pejabat yang 
berwenang;

4. sertipikat lahan yang akan digunakan untuk PTS yang 
akan didirikan;



- 240 -

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

f.   laporan keuangan Badan Penyelenggara:
1. tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan 

Penyelenggara tersebut telah beroperasi kurang dari 
3 (tiga) tahun; atau 

2.  dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan 
Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 
3 (tiga) tahun;

g. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan 
dana investasi dan dana operasional dari PTS yang akan 
didirikan,  yang  ditandatangani  oleh  semua anggota 
organ Badan Penyelenggara.

(5) Dosen  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b 
harus membuat surat pernyataan kesediaan menjadi dosen 
tetap PTS yang akan didirikan.

(6) Rekomendasi L2 Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf c berisi:
a. rekam jejak Badan Penyelenggara yang berdomisili di 

wilayah L2 Dikti tempat PTS akan didirikan, atau apabila 
domisili Badan Penyelenggara berbeda dengan domisili 
PTS yang akan didirikan, rekomendasi diminta dari L2 
Dikti di wilayah Badan Penyelenggara berdomisili;

b.  tingkat kejenuhan berbagai Program Studi yang akan 
dibuka dalam pendirian PTS tersebut di wilayah L2 Dikti; 
dan

c. tingkat keberlanjutan PTS yang akan didirikan beserta 
semua Program Studi yang akan dibuka.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur 
pendirian PTS ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

(1) Selain  pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (2) sampai dengan ayat (5), pendirian PTS yang 
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dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi asing, 
harus memenuhi syarat:
a. diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang khusus 

didirikan untuk menyelenggarakan PTS tersebut, atau 
oleh Badan Penyelenggara Indonesia yang bekerja sama 
dengan pihak asing; 

b. Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada 
huruf a harus berstatus badan hukum Indonesia yang 
bersifat nirlaba;

c. perguruan tinggi asing yang akan bekerja sama sudah 
terakreditasi dan/atau diakui di negaranya;

d. dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia 
untuk menyelenggarakan setiap Program Studi di PTS  
yang didirikan melalui kerja sama berjumlah paling  
sedikit  60%  (enam  puluh  persen) dari jumlah seluruh 
dosen dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk 
menyelenggarakan Program Studi tersebut;

e. mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan 
bahasa Indonesia pada program diploma dan/atau 
program sarjana di PTS yang didirikan melalui kerja 
sama wajib   diberikan   oleh   dosen   warga   negara 
Indonesia;

f. pemimpin  PTS  yang  didirikan  melalui  kerja  sama harus 
warga negara Indonesia;

g. nama PTS yang didirikan melalui kerja sama harus 
memiliki ciri pembeda dengan nama perguruan tinggi 
asing yang akan bekerja sama;

h. memperoleh rekomendasi dari:
1. Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  di  negara 

domisili perguruan tinggi asing yang akan bekerja 
sama; dan

2. kedutaan  besar  dari  negara  domisili  perguruan 
tinggi asing yang akan bekerja sama di Indonesia 
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atau di negara lain tetapi untuk Indonesia;

(2) Perjanjian kerja sama Pendirian PTS dengan perguruan 
tinggi asing harus memuat tata cara penyelesaian sengketa 
berdasarkan hukum dan forum penyelesaian sengketa 
Indonesia.

(3) Jenis pendidikan, nama Program Studi, kurikulum, dan lokasi 
PTS  yang akan didirikan  melalui  kerja  sama ditetapkan oleh 
Menteri. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur 
pendirian PTS melalui kerja sama ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Perubahan perguruan tinggi terdiri atas:
a. perubahan PTN; atau 
b. perubahan PTS.

Bagian Kedua
Perubahan Perguruan Tinggi Negeri

Pasal 13

(1) Perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 
a dapat terdiri atas:
a. perubahan nama dan/atau lokasi PTN;
b. perubahan bentuk PTN;
c. perubahan PTN menjadi PTN badan hukum;
d. penggabungan 2 (dua) PTN atau lebih menjadi 1 (satu) 
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PTN baru;
e. penyatuan dari 1 (satu) PTN atau lebih ke dalam 1 (satu) 

PTN lain; dan/atau
f. pemecahan dari 1 (satu) PTN menjadi 2 (dua) atau lebih 

PTN lain.

(2) Perubahan  PTN  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf c diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 14

(1) Perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(1) harus memenuhi syarat Pendirian PTN sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7. 

(2) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dimuat dalam dokumen perubahan PTN, yang terdiri 
atas:
a. studi kelayakan perubahan PTN;
b. rancangan organisasi dan tata kerja PTN yang baru;
c. usul  pembukaan  setiap  Program  Studi  PTN  yang baru;
d. rekomendasi  L2  Dikti  di  wilayah  PTN  yang  akan 

berubah; dan

e. rekomendasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/
kota.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri 
statuta, organisasi dan tata kerja, rencana strategis, dan 
Sistem Penjaminan Mutu Internal PTN yang akan berubah.

(4) Syarat dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku untuk perubahan nama 
PTN.

(5) Apabila dilakukan perubahan nama PTN, pemimpin PTN 
menyampaikan alasan perubahan nama PTN kepada 
Menteri.

(6) Status dan peringkat terakreditasi  Program Studi dari PTN 
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yang diubah tetap berlaku sampai dengan berakhir masa 
berlakunya.

(7) Rekomendasi L2 Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d berisi: 
a. rekam jejak PTN yang akan berubah di wilayah L2 Dikti; 

dan
b. tingkat kejenuhan Program Studi pada PTN yang akan 

berubah di wilayah L2 Dikti.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur 
perubahan PTN ditetapkan oleh Menteri. 

Bagian Ketiga
Perubahan Perguruan Tinggi Swasta

Pasal 15

Perubahan  PTS  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12 huruf 
b dapat terdiri atas:
a. perubahan nama dan/atau lokasi PTS;
b. perubahan bentuk PTS;
c. pengalihan  pengelolaan  PTS  dari  Badan  Penyelenggara 

lama ke Badan Penyelenggara baru;
d. penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS 

baru;
e. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain; 

dan/atau
f. pemecahan dari 1 (satu) PTS menjadi 2 (dua) atau lebih PTS 

lain.

Pasal 16

(1) Perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus 
memenuhi syarat Pendirian PTS sebagaimana dimaksud 



- 245 -

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

dalam Pasal 10.
(2) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus dimuat dalam dokumen perubahan PTS, yang terdiri 
atas:
a. studi kelayakan perubahan PTS;
b. usul pembukaan setiap Program Studi PTS yang baru; 

dan
c. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTS yang akan berubah.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri 
statuta, rencana strategis, dan Sistem Penjaminan Mutu 
Internal PTS yang akan berubah.

(4) Status dan peringkat  terakreditasi  Program  Studi  dari PTS 
yang diubah tetap berlaku sampai dengan berakhir masa 
berlakunya. 

(5) Rekomendasi L2 Dikti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
huruf c berisi:
a. rekam jejak PTS yang akan berubah di wilayah L2 Dikti; 

dan
b. tingkat kejenuhan Program Studi pada PTS yang akan 

berubah di wilayah L2 Dikti.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur 
perubahan PTS ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

PEMBUBARAN ATAU PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS dilakukan oleh 
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Menteri.
(2) Apabila Menteri mencabut izin PTS, Badan Penyelenggara 

wajib membubarkan PTS yang dikelolanya.

Bagian Kedua
Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri

Pasal 18

(1) Pembubaran PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (1) dilakukan dengan alasan:
a. PTN   dinyatakan   tidak   terakreditasi   oleh   Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
b. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan 

perundang-undangan;
c. tidak lagi memenuhi syarat pendirian; dan/atau 
d. dikenai Sanksi Administratif berat.

(2) Menteri mengusulkan pembubaran PTN berbentuk 
universitas dan institut kepada Presiden. 

(3) Menteri menetapkan pembubaran PTN berbentuk sekolah 
tinggi, politeknik, dan akademi.

(4) Kementerian harus menyelesaikan masalah akademik dan 
nonakademik yang   timbul   sebagai   akibat   dari pembubaran 
PTN, paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan pembubaran 
ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

Pasal 19

(1) Pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (1) dilakukan dengan alasan:
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a. PTS dinyatakan tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi;

b. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan 
perundang-undangan;

c. diusulkan oleh Badan Penyelenggara;
d. pembubaran Badan Penyelenggara;
e. tidak lagi memenuhi syarat pendirian; dan/atau 
f. dikenai Sanksi Administratif berat.

(2) Menteri menetapkan pencabutan izin PTS.
(3) Badan Penyelenggara dari PTS harus menyelesaikan masalah 

akademik dan nonakademik yang timbul sebagai akibat 
dari pencabutan izin PTS, paling lama 1 (satu) tahun sejak 
keputusan Menteri tentang pencabutan izin PTS ditetapkan.

BAB V

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

(1) Pembukaan   Program   Studi   merupakan   penambahan 
jumlah Program Studi pada PTN atau PTS yang memiliki izin 
Pendirian PTN atau PTS. 

(2) Penutupan Program Studi merupakan pengurangan jumlah 
Program Studi yang telah ada pada PTN atau PTS yang 
memiliki izin Pendirian PTN atau PTS.

(3) Apabila penutupan Program Studi mengakibatkan perubahan 
jumlah dan jenis Program Studi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (7), sehingga tidak 
memenuhi syarat bentuk PTN atau PTS tertentu, maka PTN 
atau PTS yang bersangkutan berubah bentuk.
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(4) Apabila PTN atau PTS berubah bentuk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), maka perubahan bentuk tersebut 
harus memenuhi syarat perubahan bentuk PTN atau PTS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16.

Bagian Kedua
Pembukaan Program Studi

Pasal 21

(1) Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20   ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi   
Program Studi sesuai dengan standar nasional pendidikan 
tinggi.

(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rencana pembukaan Program Studi telah dicantumkan 

dalam rencana strategis PTN atau PTS yang bersangkutan;
b. kurikulum Program Studi disusun berdasarkan 

kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan 
tinggi;

c. dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 
(satu) Program Studi, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah magister, atau yang setara 

untuk program sarjana;
2. berijazah doktor atau yang setara untuk program 

magister dan program doktor; 
3. paling rendah berijazah magister, magister terapan,   

atau   yang   setara   untuk   program diploma;
4. berijazah doktor, doktor terapan, atau yang setara 

untuk program magister terapan dan program 
doktor terapan;

5. paling  rendah  berijazah  magister  dan  memiliki 
sertifikat profesi, serta memiliki pengalaman praktek 
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profesi paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan 
dengan surat izin praktek profesi atau spesialis untuk 
program profesi;

6. berijazah doktor dan memiliki sertifikat spesialis, 
serta memiliki pengalaman praktek spesialis paling  
sedikit 2 (dua)  tahun  yang  dibuktikan dengan surat 
izin praktek spesialis;

dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
sesuai dengan Program Studi yang akan dibuka, kecuali 
ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;

d. dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
berusia:
1. paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk 

Pegawai Negeri Sipil, atau 35 (tiga puluh lima) tahun 
apabila berstatus non Pegawai Negeri Sipil, bagi 
Program Studi yang akan dibuka pada PTN;

2. paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada 
saat diterima sebagai dosen bagi Program Studi 
yang akan dibuka pada PTS;

e. 2 (dua) dosen pada program doktor dan program doktor 
terapan harus memiliki jabatan akademik profesor 
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
sesuai dengan Program Studi;

f. dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) 
jam per minggu;

g. dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c: 
1. belum  memiliki  Nomor  Induk  Dosen  Nasional/ 

Nomor Induk Dosen Khusus; atau
2. telah memiliki Nomor Induk Nasional/Nomor 

Induk Dosen Khusus dari Program Studi lain di  
PTN  atau PTS yang akan membuka Program Studi  
dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan 
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mahasiswa pada Program Studi yang ditinggalkan;

h.  nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud 
pada huruf g:
1. 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat 

puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, 
rumpun ilmu humaniora, rumpun  ilmu  sosial, 
dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan,  
keluarga  dan  konsumen,  olahraga, jurnalistik, media 
massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan d a n 
permuseuman, militer, administrasi publik, dan 
pekerja sosial); dan

2. 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga 
puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, 
rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu 
terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, 
teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan 
transportasi);

i. dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap 
pada instansi lain;

j. dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
bukan Aparatur Sipil Negara bagi Program Studi yang 
akan dibuka pada PTS;

k. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) 
orang untuk melayani 1(satu) Program Studi, dengan 
kualifikasi:
1. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
2. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; 
3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat 

puluh) jam per minggu;

l. Program Studi dikelola oleh unit pengelola Program 
Studi dengan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:
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1. pada PTN disusun berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;

2. pada PTS disusun dan ditetapkan oleh Badan 
Penyelenggara.

(3) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus dimuat dalam dokumen pembukaan Program Studi 
pada PTN atau PTS yang relevan, yang terdiri atas:
a. usul pembukaan Program Studi;
b. pertimbangan Senat PTN atau PTS;
c. persetujuan Badan Penyelenggara untuk PTS; 
d. keputusan Menteri tentang izin Pendirian PTS; 
e. rencana strategis PTN atau PTS;
f. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTN atau PTS  yang akan 

membuka Program Studi.

(4) Dalam hal Program Studi yang akan dibuka termasuk jenis 
pendidikan vokasi, perguruan tinggi penyelenggara Program 
Studi tersebut harus bekerja sama dengan dunia usaha dan/
atau dunia industri sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(5) Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur 
pembukaan  Program Studi  ditetapkan  oleh Menteri.

Pasal 22

(1) Selain atas usul perguruan tinggi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21, Menteri dapat menugaskan perguruan tinggi 
untuk membuka suatu Program Studi untuk memenuhi 
kebutuhan khusus. 

(2) Pembukaan Program Studi dengan penugasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat minimum 
akreditasi Program Studi sesuai dengan standar nasional 
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pendidikan tinggi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur 

pembukaan Program Studi dengan penugasan ditetapkan 
oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Penutupan Program Studi

Pasal 23

(1) Penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan alasan:
a. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan 

perundang-undangan;
b. diusulkan PTN atau Badan Penyelenggara PTS yang 

bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari 
senat perguruan tinggi; dan/atau

c. dikenai Sanksi Administratif berat.

(2) Penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

(1) Syarat   pembukaan   atau   penutupan   Program   Studi 
sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  21,  Pasal  22  dan Pasal 
23,  secara mutatis mutandis berlaku juga bagi PTN Badan 
Hukum.

(2) Apabila  penutupan  program  studi  pada  PTN  Badan Hukum 
mengakibatkan perubahan bentuk PTN Badan Hukum,  
maka secara mutatis mutandis berlaku ketentuan mengenai    
perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(1).

(3) Prosedur pembukaan Program Studi pada PTN Badan Hukum 
sebagai berikut: 
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a. Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan proposal 
pembukaan Program  Studi  kepada Senat Akademik PTN 
Badan Hukum dan Majelis Wali Amanat;

b. Senat Akademik PTN Badan Hukum melakukan evaluasi 
dan verifikasi pemenuhan syarat pembukaan Program 
Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) 
sampai dengan ayat (4);

c. Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan permohonan 
akreditasi program studi yang akan dibuka kepada 
Badan Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga 
Akreditasi Mandiri;

d. Apabila hasil evaluasi, verifikasi, dan akreditasi 
sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c 
menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan 
layak untuk dibuka, maka Pemimpin PTN Badan Hukum 
untuk dan atas nama Menteri menetapkan pembukaan 
Program Studi.

(4) Prosedur  penutupan  Program  Studi  pada  PTN  Badan 
Hukum sebagai berikut:
a. Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan usul 

penutupan Program Studi kepada  Senat  Akademik PTN 
Badan Hukum dan Majelis Wali Amanat;

b. Senat Akademik PTN Badan Hukum melakukan 
evaluasi dan verifikasi alasan penutupan Program 
Studi sebagaimana diajukan oleh Pemimpin PTN Badan 
Hukum;

c. Apabila  hasil  evaluasi  dan  verifikasi  sebagaimana 
dimaksud pada huruf b menyatakan bahwa Program 
Studi yang diusulkan layak untuk ditutup, maka 
Pemimpin PTN Badan Hukum untuk dan atas nama 
Menteri menetapkan penutupan Program Studi. 
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BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

(1) Sanksi Administratif dikenakan kepada perguruan tinggi dan/
atau Badan Penyelenggara yang melakukan pelanggaran  
terhadap  ketentuan  peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi  Administratif terdiri atas sanksi  administratif ringan, 
sedang, dan berat.

Bagian Kedua
Pelanggaran

Pasal 26

(1) Pelanggaran  yang  dikenai  Sanksi  Administratif  ringan, 
terdiri atas:
a. pemimpin perguruan tinggi tidak melindungi dan 

memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik, 
kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di 
perguruan tinggi;

b. perguruan tinggi tidak memuat mata kuliah agama, 
Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia 
dalam kurikulumnya;

c. perguruan tinggi tidak menggunakan bahasa Indonesia 
sebagai bahasa pengantar utama;

d. perguruan tinggi  tidak menyebarluaskan  hasil penelitian 
dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau 
dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia,        
mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan 
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umum;
e. PTN  tidak  menerima  calon  mahasiswa  yang  telah 

memenuhi persyaratan akademik dan lolos seleksi 
penerimaan mahasiswa secara nasional; 

f. PTN tidak mencari dan menjaring calon mahasiswa yang 
memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu  
secara  ekonomi  dan  calon  mahasiswa dari daerah 
terdepan,   terluar,   dan   tertinggal   untuk diterima paling 
sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa 
baru yang diterima dan tersebar pada semua Program 
Studi;

g. perguruan tinggi tidak memenuhi hak mahasiswa 
yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat 
menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan 
akademik;

h. perguruan tinggi memberi gelar yang tidak menggunakan 
bahasa Indonesia;

i. pemimpin perguruan tinggi tidak melindungi dan 
memfasilitasi pengelolaan di bidang nonakademik;

j. perguruan tinggi tidak mengumumkan ringkasan laporan 
tahunan kepada masyarakat;

k. perguruan tinggi memiliki dosen tetap kurang dari 6 
(enam) untuk setiap Program Studi;

l. perguruan tinggi tidak memenuhi nisbah dosen 
dan mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan/atau

m. perguruan tinggi tidak melakukan pelaporan secara 
berkala ke pangkalan data pendidikan tinggi.

(2) Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif 
ringan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dan perguruan tinggi tidak menghentikan  
pelanggaran  atau melakukan perbaikan, maka perguruan 
tinggi dikenai  Sanksi  Administratif sedang.
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(3) Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif 
sedang terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dan perguruan tinggi tidak menghentikan  
pelanggaran  atau  melakukan perbaikan, maka perguruan  
tinggi  dikenai  Sanksi  Administratif berat. 

Pasal 27

(1) Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif sedang, 
terdiri atas:
a. program sarjana memiliki dosen yang tidak berkualifikasi 

akademik minimum lulusan program magister atau 
sederajat;

b.  program  magister  memiliki  dosen  yang  tidak 
berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau 
sederajat;

c. program    doktor    memiliki    dosen    yang    tidak 
berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau 
sederajat;

d.  program  diploma  memiliki  dosen  yang  tidak 
berkualifikasi akademik minimum lulusan program 
magister atau sederajat;

e. program magister terapan memiliki dosen yang tidak 
berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau 
sederajat;

f. program  doktor  terapan  memiliki  dosen  yang tidak 
berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau 
sederajat;

g. program    profesi    memiliki    dosen    yang    tidak 
berkualifikasi akademik  minimum  lulusan  profesi dan/
atau lulusan program magister atau sederajat dengan 
pengalaman  kerja  paling  singkat  2  (dua) tahun;

h.  program spesialis memiliki dosen yang tidak 
berkualifikasi akademik minimum lulusan program 
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spesialis dan/atau lulusan program doktor atau 
sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 
(dua) tahun;

i. perguruan tinggi tidak mencabut gelar akademik, gelar 
vokasi, atau gelar profesi apabila karya ilmiah yang 
digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar 
vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil 
plagiat; 

j. perguruan  tinggi  tidak  menyediakan,  memfasilitasi, 
memiliki sumber belajar sesuai dengan Program Studi 
yang dikembangkan;

k.   perguruan tinggi tidak memiliki statuta;
l. perguruan tinggi tidak memiliki panduan/prosedur 

peralihan dan perolehan satuan kredit semester serta 
rekognisi pembelajaran lampau;

m. perguruan tinggi melaporkan data yang tidak valid ke 
pangkalan data pendidikan tinggi;

n. perguruan tinggi menyelenggaraan kegiatan akademik 
yang tidak sesuai dengan seluruh standar nasional 
pendidikan tinggi; dan/atau

o. Badan Penyelenggara tidak memberikan gaji pokok serta 
tunjangan kepada dosen dan tenaga kependidikan sesuai 
dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.

(2)  Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif  
sedang terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dan perguruan tinggi tidak menghentikan  
pelanggaran  atau  melakukan perbaikan, maka perguruan  
tinggi  dikenai  Sanksi  Administratif berat.

Pasal 28

Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif  berat, terdiri 
atas:
a. perguruan tinggi dan/atau Program Studi yang tidak 
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terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, 
dan/atau gelar profesi;

b. perguruan tinggi dan/atau Program Studi memberikan 
ijazah, gelar  akademik,  gelar  vokasi,  dan/atau  gelar 
profesi kepada orang yang tidak berhak;

c. perguruan  tinggi  tidak  mengusulkan  akreditasi  ulang 
Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan; 

d. perguruan tinggi lembaga negara lain yang menyelenggarakan 
pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. perguruan tinggi melakukan penerimaan mahasiswa baru 
dengan tujuan komersial;

f. pengelolaan perguruan tinggi tidak berprinsip nirlaba;
g. perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara melakukan 

perubahan nama perguruan tinggi, nama dan/atau bentuk 
Badan Penyelenggara, dan/atau lokasi kampus utama PTS 
tanpa izin dari Menteri;

h. perguruan tinggi menyelenggarakan Program Studi tanpa 
izin dari Menteri;

i. perguruan  tinggi  menyelenggarakan  pendidikan  jarak jauh 
tanpa izin dari Menteri;

j. perguruan  tinggi  dan/atau  Program  Studi  tidak  lagi 
memenuhi syarat pendirian perguruan tinggi dan/atau 
pembukaan Program Studi; dan/atau

k. terjadi sengketa:
1. antar pemangku kepentingan internal Badan 

Penyelenggara;
2. antar pemangku kepentingan internal PTS; dan/atau
3. antara pemangku kepentingan internal Badan 

Penyelenggara dan pemangku kepentingan internal PTS;
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yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan Tridharma 
Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga
Jenis Sanksi dan Akibat

Pasal 29

(1) Sanksi Administratif  ringan berupa peringatan tertulis. 
(2) Sanksi Administratif sedang terdiri atas:

a. penghentian  sementara  bantuan  biaya  pendidikan dari 
Pemerintah; dan 

b. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan 
pendidikan.

(3) Sanksi Administratif berat terdiri atas:
a.  penghentian pembinaan;
b.  pencabutan izin Program Studi;  dan
c.  pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS.

(4) Pengenaan Sanksi Administratif tidak menunda dan tidak 
meniadakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Sanksi   Administratif   sedang   sebagaimana   dimaksud dalam 
Pasal 29 ayat (2) huruf a berupa penundaaan pemberian 
bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain 
bagi perguruan tinggi.

(2) Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 ayat (2) huruf b berupa:
a. penundaan  pemberian  bantuan  keuangan,  hibah, dan/

atau bentuk bantuan lain bagi perguruan tinggi;
b. penghentian penerimaan mahasiswa baru;
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c. penundaan  proses  usul  pembukaan  progam  studi 
baru; dan

d. penundaan pelaksanaan akreditasi.

(3) Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 ayat (3) berupa:
a. penghentian bantuan  keuangan, hibah, dan/atau bentuk 

bantuan lain yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi;
b. penghentian layanan Pemerintah bagi perguruan tinggi;
c. penghentian penerimaan mahasiswa baru;
d. larangan melakukan wisuda;
e. penghentian proses usul pembukaan progam studi baru; 

dan
f. penarikan dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan. 

Pasal 31

(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif ringan 
berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 ayat (1), harus menghentikan pelanggaran dan 
memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) bulan sejak 
ditetapkan.

(2) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif ringan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menghentikan 
pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban, dikenai Sanksi 
Administratif sedang.

(3) Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berlangsung paling lama 6 (enam) bulan sejak 
ditetapkan.

(4) Dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud 
pada  ayat  (3),  perguruan  tinggi  diberikan teguran secara   
tertulis paling sedikit 2 (dua) kali berturut-turut untuk 
menghentikan pelanggaran atau memenuhi kewajiban.
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(5) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif sedang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak menghentikan 
pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban, dikenai Sanksi 
Administratif berat.

Pasal 32

(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif sedang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), harus 
menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling 
lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

(2) Perguruan   tinggi   yang   dikenai   Sanksi   Administratif 
sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak 
menghentikan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban, 
dikenai Sanksi Administratif berat. 

Pasal 33

(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif  berat 
berupa penghentian pembinaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, harus menghentikan 
pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) 
bulan sejak ditetapkan.

(2) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif  
berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak 
menghentikan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban, 
dikenai Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dan/atau huruf c.

Pasal 34

(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif  berat 
berupa pencabutan  izin  Program  Studi  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, dilarang 
menyelenggarakan kegiatan    akademik    dan    non- 
akademik.
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(2) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumumkan 
pencabutan izin Program Studi melalui media masa nasional.

(3) Badan Penyelenggara wajib:
a. menanggung  seluruh  kerugian  mahasiswa,  dosen, 

dan/atau karyawan yang timbul akibat pencabutan izin 
Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

b. mengembalikan dosen Pegawai Negeri Sipil yang 
dipekerjakan.

Pasal 35

(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat 
berupa pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) huruf c, 
dilarang menyelenggarakan kegiatan akademik dan non- 
akademik. 

(2) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan 
melalui media masa nasional oleh Badan Penyelenggara.

(3) Badan Penyelenggara wajib:
a. menanggung  seluruh  kerugian  mahasiswa,  dosen, 

dan/atau karyawan yang timbul akibat pencabutan izin 
PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

b. mengembalikan dosen Pegawai Negeri Sipil yang 
dipekerjakan.
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Bagian Keempat
Tata Cara Pengenaan Sanksi

Paragraf Kesatu
Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran

Pasal 36

Dugaan pelanggaran perguruan tinggi dan/atau Badan 
Penyelenggara dapat berasal dari:
a. Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi  dan/atau 

Lembaga Akreditasi Mandiri;
b. hasil pemantauan dan evaluasi L2 Dikti;
c. hasil pemantauan dan evaluasi Kementerian;
d. hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah;
e. hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal pemerintah;
f. laporan/pengaduan   masyarakat   secara   lisan/tulisan; dan/

atau
g. pemberitaan melalui media masa.

Pasal 37

(1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dikenai  Sanksi 
Administratif ringan dilakukan oleh pemimpin L2 Dikti.

(2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dikenai Sanksi 
Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat dilakukan 
oleh Direktur Jenderal. 

(3) Pemimpin L2 Dikti atau   Direktur   Jenderal   dapat membentuk 
tim untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun laporan 
hasil pemeriksaan serta rekomendasi pengenaan Sanksi 
Administratif untuk disampaikan kepada Pemimpin L2 Dikti 



- 264 -

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

atau Direktur Jenderal.

Paragraf Kedua
Penetapan Sanksi

Pasal 38

(1) Pemimpin  L2  Dikti  menetapkan  Sanksi  Administratif ringan.
(2) Penetapan Sanksi Administratif ringan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
(3)  Direktur Jenderal menetapkan Sanksi Administratif sedang 

dan Sanksi Administratif berat berupa penghentian 
pembinaan.

(4) Penetapan Sanksi Administratif sedang dan Sanksi 
Administratif berat berupa penghentian pembinaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada 
Menteri.

(5) Menteri menetapkan Sanksi Administratif berat berupa 
pembubaran PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, 
dan akademi, atau pengajuan usul pembubaran PTN yang 
berbentuk universitas dan institut kepada Presiden, atau 
pencabutan izin Program Studi dan/atau pencabutan izin 
PTS.

(6) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat  
(3),  dan  ayat  (5)  disampaikan  kepada  perguruan tinggi 
dan/atau Badan Penyelenggara   melalui  surat tercatat. 

Paragraf Ketiga
Keberatan

Pasal 39

(1) Perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara hanya 
dapat mengajukan permohonan keberatan atas pengenaan 
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Sanksi Administratif  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang 
menetapkan Sanksi Administratif paling lama 21 (dua puluh 
satu)  hari  kerja  sejak  diterimanya  keputusan penetapan 
Sanksi Administratif.

(3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak menunda pelaksanaan Sanksi Administratif.

Pasal 40

(1) Terhadap permohonan keberatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39, pejabat yang menetapkan Sanksi 
Administratif dapat memutuskan:
a.  menolak;
b.  mengubah keputusan; atau 
c.  membatalkan keputusan.

(2) Pejabat yang menetapkan Sanksi Administratif  harus 
menjawab keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 
sejak diterimanya keberatan.

(3) Dalam hal pejabat yang menetapkan Sanksi Administratif 
tidak menjawab keberatan dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), keberatan dianggap dikabulkan.

(4) Keberatan yang dikabulkan, ditindaklanjuti dengan 
penetapan keputusan sesuai dengan permohonan 
keberatan.

(5) Keputusan   sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (4) ditetapkan 
paling lama 5  (lima)  hari  kerja  setelah berakhirnya tenggang   
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
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Paragraf Keempat
Banding

Pasal 41

(1) Perguruan  tinggi  dan/atau  Badan  Penyelenggara  yang 
dikenai Sanksi Administratif  dapat mengajukan banding 
terhadap penolakan     keberatan     atau     perubahan 
keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) 
huruf a dan huruf b.

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam 
waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan 
keberatan diterima.

(3) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
secara tertulis kepada:
a. Direktur Jenderal untuk Sanksi Administratif ringan; dan
b. Menteri untuk Sanksi Administratif sedang dan Sanksi 

Administratif berat.
(4) Direktur Jenderal atau Menteri menjawab banding paling 

lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah banding diterima.
(5)  Dalam   hal   Direktur   Jenderal   atau   Menteri   tidak menjawab 

banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), banding dianggap dikabulkan.

(6) Apabila  banding  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) 
dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan 
sesuai dengan permohonan banding.

(7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan 
paling lama 5 (lima)  hari  kerja  setelah berakhirnya tenggang   
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).



- 267 -

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

Bagian Kelima
Tata Cara Pencabutan/Perubahan Sanksi Administratif 

Pasal 42

(1) Pencabutan/perubahan Sanksi Administratif dilakukan atas  
usul perguruan  tinggi  atau  Badan  Penyelenggara yang 
dikenai Sanksi Administratif dengan melampirkan bukti 
yang menunjukkan telah memenuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(2) Usul pencabutan/perubahan Sanksi Administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara 
tertulis kepada:
a. pemimpin L2 Dikti untuk Sanksi Administratif ringan; 
b. Direktur Jenderal untuk Sanksi Administratif sedang 

dan Sanksi Administratif berat berupa penghentian 
pembinaan.

Pasal 43

(1) Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal memeriksa usul 
pencabutan/perubahan keputusan penetapan Sanksi 
Administratif.

(2) Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal dapat membentuk 
tim untuk melakukan pemeriksaan usul pencabutan/
perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  menyusun 
laporan hasil pemeriksaan serta rekomendasi pencabutan/
perubahan Sanksi Administratif untuk disampaikan  kepada  
Pemimpin  L2  Dikti  atau Direktur Jenderal.

(4) Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal menetapkan 
keputusan pencabutan/perubahan sanksi administatif 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dan  ayat  (3) dilakukan 
paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya usul   
pencabutan   dan/atau   perubahan Sanksi Administratif dari 
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perguruan tinggi. 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dalam hal lahan dan/atau prasarana untuk kampus PTS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dan 
huruf f angka 1 sampai dengan angka 5 belum dapat dipenuhi:
a. Badan Penyelenggara dapat menggunakan lahan dan/atau 

prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-
menyewa dengan hak opsi yang dibuat di hadapan Notaris/
Pejabat Pembuat Akta Tanah;

b.  perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada huruf  
a  berlangsung  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun sejak 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 45
Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk:
a. rekomendasi oleh L2 Dikti untuk urusan PTN dilaksanakan 

oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

b.  rekomendasi  oleh  L2  Dikti  untuk  urusan  PTS dilaksanakan 
oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta; dan

c. pemeriksaan dan penetapan Sanksi Administratif ringan oleh 
pemimpin L2 Dikti dilaksanakan oleh Koordinator Koordinasi 
Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 46

(1) Sanksi Administratif yang telah dikenakan kepada perguruan 
tinggi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan 
tetap berlaku sampai dengan dilakukan pencabutan/
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perubahan sanksi.
(2)  Perguruan tinggi atau Badan Penyelenggara yang telah 

dikenai Sanksi Administratif sebelum Peraturan Menteri 
ini berlaku dapat mengajukan keberatan atau banding 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47 

Ketentuan mengenai:
a. pendirian,    perubahan,    dan    pembubaran    Akademi 

Komunitas Negeri, serta pendirian, perubahan, dan 
pencabutan izin Akademi Komunitas Swasta;

b.   penyelenggaraan Program Studi di luar kampus utama; dan
c. pembukaan dan penutupan Program Studi dalam pendidikan 

jarak jauh; diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, dan 
Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian,   
Perubahan,   dan   Pencabutan   Izin Perguruan Tinggi Swasta 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

b.  ketentuan mengenai Sanksi Administratif dan tata cara 
penjatuhan Sanksi Administratif perguruan tinggi yang telah 
ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal  49

Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

        TTD

      MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 
2009
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Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001





PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI 
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang :

Mengingat :

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  
Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi 
Program Studi dan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  
Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem  
Penjaminan  Mutu Pendidikan Tinggi;

bahwa dalam rangka melaksanakan    
Peraturan Menteri  Riset, Teknologi, dan   
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  
Nomor  32 Tahun  2016  tentang Akreditasi 
Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu 
menetapkan Peraturan Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi tentang Sistem 
Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi; 
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4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi,     
dan Pendidikan Tinggi Republik 
Indonesia Nomor 327/M/KPT/2016 
tentang Anggota Majelis Akreditasi 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi Periode 2016-2021;

5.  Keputusan Menteri Riset, Teknologi,     
dan Pendidikan Tinggi Republik   
Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016   
tentang pengangkatan Ketua dan 
Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua 
dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
2016-2021;

6.  Keputusan Menteri Riset, Teknologi,     
dan Pendidikan Tinggi Republik 
Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 
tentang Perubahan Pengangkatan Ketua 
dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta 
Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi     
Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-
2021;

Memperhatikan :     

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Hasil Keputusan Rapat Pleno Majelis   
Akreditasi Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi di Jakarta Tanggal 10 Maret 
2017.

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL 
PERGURUAN TINGGI TENTANG SISTEM 
AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI 
(SAN-Dikti).
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi tercantum     
dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari   
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.

Pasal 2

(1) Pada saat Peraturan ini berlaku maka Peraturan Badan     
Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 001 Tahun     
2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Sistem Akreditasi    
Nasional Pendidikan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak   
berlaku;

(2)  Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2017

Majelis Akreditasi,
Ketua,

Dwiwahju   Sasongko,   Ph.D.



LAMPIRAN
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

SISTEM AKREDITASI NASIONAL 
PENDIDIKAN TINGGI
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D A F T A R  I S I
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I. Pendahuluan       

A. Latar Belakang 
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V. Cakupan Akreditasi Pendidikan Tinggi

VI. Penilaian dan Instrumen Akreditasi Pendidikan 
Tinggi 

VII. Proses Akreditasi Pendidikan Tinggi 

A. Akreditasi Minimum Perguruan Tinggi dan 
Program Studi Baru 

B. Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

VIII. Penyelenggara Akreditasi Pendidikan Tinggi 
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B. Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
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C. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) 

1. Pembentukan LAM
2. Tugas dan wewenang LAM 
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D A F T A R  G A M B A R

Gambar 1 Latar belakang perlunya SAN-Dikti 

Gambar 2 Perkembangan Akreditasi Pendidikan 
Tinggi 

Gambar 3 Siklus Peningkatan Mutu Berkelanjut-
an Melalui SPMI dan Akreditasi 

Gambar 4 Cakupan Akreditasi Perguruan 
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K A T A  P E N G A N T A R

Puji syukur  kami  sampaikan kepada  Tuhan  Yang Maha  
Kuasa  yang  atas  perkenan-Nya, Sistem Akreditasi Nasional 
Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti) telah selesai disusun oleh 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sebagai 
pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia 
No. 12 tahun  2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan 
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor  32 
tahun  2016 tentang  Akreditasi Program Studi dan Perguruan 
Tinggi.

SAN-Dikti menyajikan kerangka pikir tentang sistem akreditasi 
pendidikan tinggi yang bersifat nasional dan berlaku di  wilayah  
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai acuan 
berbagai pihak terkait dan berkepentingan dengan sistem 
penjaminan mutu pendidikan tinggi  di  Indonesia. Buku  ini  
menyajikan konsep  perkembangan akreditasi Pendidikan Tinggi 
di Indonesia; sistem penjaminan mutu dan akreditasi; maksud, 
tujuan, fungsi  dan manfaat; asas dan prinsip sistem akreditasi; 
cakupan akreditasi; penilaian dan instrumen akreditasi; 
proses akreditasi; penyelenggara akreditasi; asesor, aliansi  
strategis dan pengakuan;  serta pembiayaan, pengawasan  dan   
pertanggungjawaban pendidikan tinggi di Indonesia.

Diharapkan dengan adanya buku SAN-Dikti ini akreditasi 
pendidikan tinggi yang meliputi akreditasi program studi dan 
akreditasi perguruan tinggi dapat dilaksanakan dengan lebih 
baik dan benar serta lebih efektif dan efisien dalam upaya  
mewujudkan tujuan  sistem pendidikan tinggi yang berrnutu.

Lebih lanjut,  sebagai  komitmen, konsistensi, dan  kesinambungan 
jangka panjang dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang 
berbudaya mutu dan berdaya saing global, BAN-PT akan  
menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) atau  blue  print   
sistem  akreditasi Pendidikan Tinggi Indonesia masa depan.
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BAN-PT menyampaikan penghargaan kepada tim penyusun 
yang  telah bekerja dengan penuh dedikasi serta semua pihak 
yang berkontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, 
dalam penyusunan buku SAN-Dikti ini.

Jakarta, 10 Maret 2017

Majelis Akreditasi.
Ketua,

Dwiwahju Sasongko, Ph.D. 
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I. PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Pengembangan sistem akreditasi nasional pendidikan tinggi 
menjadi bagian penting dari pelaksanaan misi tersedianya   
layanan pendidikan tinggi yang bermutu bagi rakyat Indonesia.  
Pemenuhan layanan pendidikan tinggi yang bermutu 
merupakan misi kebangsaan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) yaitu  dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar  tahun 1945. Tanggung jawab Pemerintah untuk 
memenuhi kebutuhan layanan pendidikan yang bermutu tinggi 
bagi seluruh rakyat  Indonesia juga merupakan bagian tak 
terpisahkan dari misi perlindungan masyarakat dan kepentingan 
negara dalam menyejahterakan kehidupan bangsa.

Pengembangan sistem akreditasi nasional pendidikan  
tinggi sebagai satu kesatuan sistem kelembagaan maupun 
pelembagaan (unified system) dilandasi pada filosofi dan 
prinsip cara berpikir manajerial (way of managerial thinking) 
dalam sistem pengelolaan perguruan tinggi dan penjaminan  
mutu  pendidikan  tinggi yang integratif,  terstruktur,  sistematis, 
berdaya saing, dan terstandarisasi  yang didasarkan  pada tata 
nilai dan etika bangsa.

Unifikasi sistem tersebut memerlukan lembaga yang  
bertanggungjawab penuh sebagai single accountable agency  
dalam Sistem  Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan  Tinggi 
di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks   
berpikir seperti itu, keberadaan serta peran lembaga 
mandiri yang memiliki otoritas penuh (single authority) 
dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan sekaligus 
menjamin pengendalian sistem akreditasi secara nasional 
mutlak diperlukan.

Urgensi  pengembangan  sistem  akreditasi  nasional  adalah  
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untuk  merespon  dan mengantisipasi  perubahan  internal  
dan  eksternal  yang  terkait  dengan  dunia  pendidikan 
tinggi (Gambar 1). Perkembangan internal terutama perlunya 
mengatasi disparitas mutu pendidikan tinggi di Indonesia untuk 
meningkatkan mutu dan daya saing perguruan tinggi pada 
tataran global.

 

Gambar 1 Latar belakang perlunya SAN-Dikti 

Selain itu, perkembangan internal terjadi karena adanya 
perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang   
substansinya terkait   dengan   mutu   pendidikan   tinggi   di 
Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk 
mendapatkan ouput dan outcome perguruan tinggi yang 
bermutu. Perkembangan internal tersebut antara lain yaitu:

1. Pemberian  kewenangan   kepada  BAN-PT  untuk  
mengembangkan   Sistem  Akreditasi (Pasal 55 ayat (3) 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2012);

2. Akreditasi menjadi prasyarat penting untuk 
penyelenggaraan  program studi di wilayah hukum  
Indonesia  (pasal  33  ayat  (3)  Undang  Undang  Republik  
Indonesia  Nomor  12 tahun 2012);

3. Akreditasi menjadi prasyarat penting pemberian ijazah 
dan gelar (Pasal 28 ayat (3) huruf a  dan  ayat  (4)  huruf  
a,  serta  Pasal  42  ayat  (1)  Undang  Undang  Republik  
Indonesia Nomor 12 tahun 2012);
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4. Perubahan penyelenggaraan akreditasi pendidikan tinggi 
oleh BAN-PT yang berwenang melaksanakan  Akreditasi 
Perguruan Tinggi (APT) dan oleh lembaga akreditasi 
mandiri yang diberi kewenangan melakukan Akreditasi 
Program Studi (APS) sebagaimana dimaksud  pada Pasal 
55 ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2012; dan

5. Diberlakukannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI) yang merupakan kerangka  penjenjangan 
kualifikasi     kompetensi     yang     dapat     menyandingkan, 
menyetarakan,  dan mengintegrasikan  antara bidang  
pendidikan  dan bidang  pelatihan kerja  serta  pengalaman  
kerja  dalam  rangka  pemberian  pengakuan  kompetensi  
kerja sesuai  dengan  struktur  pekerjaan  di  berbagai  
sektor  (Peraturan   Presiden  Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2012 dan Permendikbud Nomor 73 tahun 2013).

6. Ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun  
2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan 
Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang 
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Peraturan 
Menteri Riset, Teknologi,  dan Pendidikan  Tinggi Republik 
Indonesia  Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem 
Penjaminan  Mutu Pendidikan Tinggi, dan Nomor 100 
tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran 
Perguruan Tinggi Negeri, dan  Pendirian, Perubahan, 
Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Beberapa perubahan eksternal yang terjadi saat ini dan 
pada masa depan terkait dengan mutu dan daya saing 
pendidikan tinggi meliputi, antara lain: 1) globalisasi yang 
membuka peluang beroperasinya perguruan tinggi dan 
lembaga akreditasi pendidikan tinggi asing di Indonesia, 2) 
perkembangan kecenderungan model akreditasi berbasis 
capaian  (outcomes),  dan 3) akreditasi menjadi sarana atau 
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prasyarat mobilitas  dosen  dan mahasiswa (students and staff 
mobility), pengakuan (recognitions) sistem penjaminan mutu, 
kurikulum, ijazah, gelar, dan standarisasi kompetensi. Berbagai 
perubahan tersebut  perlu diantisipasi dan diakomodasi dalam 
pengembangan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 
dalam konteks  peningkatan posisi tawar dan daya saing bangsa 
dalam percaturan global.

Perubahan internal dan eksternal tersebut menuntut BAN-
PT untuk secara sistematis melakukan penyesuaian dan/
atau  perubahan sistem akreditasi pendidikan  tinggi sebagai 
bagian  dari  Sistem Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Tinggi. 
Pengalaman BAN-PT dalam  pengembangan kerangka 
konseptual, penyusunan instrumen, pelaksanaan, dan evaluasi 
penyelenggaraan  akreditasi program studi dan akreditasi 
perguruan tinggi serta peran aktif dalam fora penjaminan 
mutu eksternal di tingkat regional dan internasional  selama 
ini memberikan  bekal yang bermakna bagi BAN-PT untuk 
merumuskan Sistem Akreditasi Nasional dalam menghadapi  
berbagai  perubahan di  atas. Penguatan Sistem  Akreditasi 
Nasional Pendidikan Tinggi sangat penting guna menjamin 
kepastian komitmen, konsistensi, dan kesinambungan 
terselenggaranya peningkatan mutu berkelanjutan sebagai 
esensi dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Secara yuridis, pengembangan SAN-Dikti ini dilakukan sebagai 
pelaksanaan  dari Undang-Undang   Republik  Indonesia  Nomor  
12 Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi yang memberi  
amanat kepada BAN-PT untuk mengembangkan sistem 
akreditasi. Sebagai tindak lanjut dari UU ini, Kementerian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Peraturan Menteri 
Riset, Teknologi,  dan Pendidikan  Tinggi Republik  Indonesia 
Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan 
Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
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B. Perkembangan Akreditasi Pendidikan Tinggi di Indonesia

Perkembangan akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia secara 
legal-formal dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Gambar 2). Pasal 46 undang-undang  
dimaksud  menyatakan  bahwa dalam rangka pembinaan satuan 
pendidikan pemerintah melakukan penilaian setiap satuan 
pendidikan  secara  berkala  dan  hasil  penilaian  diumumkan   
kepada masyarakat secara terbuka. Berdasarkan amanat  
undang-undang   tersebut,  Pemerintah  Republik  Indonesia pada  
tahun  1994  mendirikan  BAN-PT  dengan  tugas  melaksanakan  
akreditasi  program dan  satuan   pendidikan  tinggi,  baik  yang  
diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang 
meliputi segi-segi administrasi, kelembagaan, pendidik dan 
tenaga kependidikan, kurikulum, peserta didik, sarana dan  
prasarana,   serta  keadaan umum satuan pendidikan.

Merujuk kepada perundang-undangan yang berlaku saat itu  
dan  hasil studi banding yang dilakukan ke berbagai negara, BAN-
PT merancang sistem akreditasi perguruan tinggi dan perangkat  
instrumen akreditasi yang  diujicobakan  pada  tahun  1996-1997. 
Instrumen akreditasi  yang diuji coba tersebut mencakup empat 
belas (14) standar akreditasi. BAN-PT menggunakan instrumen   
tersebut dalam pelaksanaan akreditasi program studi pada 
program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi 
negeri dan swasta, termasuk perguruan tinggi kedinasan dan 
perguruan tinggi keagamaan.

Dalam perkembangan selanjutnya, secara bertahap BAN-PT 
memperluas ruang lingkup akreditasi program studi dengan 
menyusun  perangkat instrumen  akreditasi dan menerapkannya  
untuk program studi pada program magister pada tahun 1999, 
program studi pada program diploma pada tahun 2001, dan 
program studi doktor pada tahun 2001. Penilaian evaluasi diri 
untuk akreditasi program studi pada program pascasarjana 
(magister dan doktor) didasarkan pada sistem portfolio. Di  
samping itu, BAN-PT juga mengembangkan dan menerapkan    
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perangkat instrumen akreditasi program sarjana Pendidikan 
Terbuka dan Jarak Jauh pada tahun 2006 dan akreditasi 
perguruan tinggi mulai tahun 2007.

Pada tahun 2008 BAN-PT melakukan evaluasi instrumen  
akreditasi berdasarkan hasil evaluasi akreditasi perguruan   
tinggi pada tahun 2007 dan pembelajaran dari pengalaman 
penyelenggaraan akreditasi  program  studi  sejak tahun 
1996  hingga  tahun 2007. Evaluasi juga  dilakukan dengan 
mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
20  Tahun 2003  tentang Sistem   Pendidikan Nasional dan  
Peraturan  Pemerintah Nomor 19  Tahun 2005  tentang  Standar 
Nasional Pendidikan,  serta mempertimbangkan pengalaman 
keanggotaan BAN-PT  dalam jejaring badan-badan akreditasi 
regional dan internasional. Evaluasi tersebut menghasilkan 
instrumen  akreditasi  baru  yang  sekaligus merupakan hasil  
rekonsolidasi dan penyempurnaan instrumen akreditasi 
sebelumnya. Instrumen baru yang  diberlakukan  sejak tahun 
2009  menggunakan  tujuh  (7)  standar penilaian komprehensif 
atas penjaminan mutu program studi dan perguruan tinggi.
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Gambar 2 Perkembangan Akreditasi Pendidikan Tinggi

Pada tahun 2007 BAN-PT juga mulai melakukan  pengembangan  
akreditasi program studi pada program profesi. BAN-PT  
memprakarsai penyusunan instrumen akreditasi program  
studi  pada program profesi bekerjasama dengan ikatan profesi 
dan asosiasi program studi di bidang terkait seperti profesi 
akuntan, dokter, dokter spesialis, dokter gigi, perawat, bidan, 
apoteker, dokter hewan, guru, dan psikolog. Secara bertahap, 
dengan menggunakan instrumen akreditasi program studi pada  
program  profesi yang  lebih spesifik,  BAN-PT mulai  melakukan  
akreditasi beberapa program  studi  pada program profesi, 
antara lain akreditasi program studi pada program profesi 
akuntan  pada  tahun 2008,  program profesi guru pada tahun 
2011, dan program profesi apoteker pada tahun 2011.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
yang mengamanatkan pembentukan lembaga mandiri untuk 
melakukan akreditasi program dan atau satuan pendidikan, 
sejak tahun 2008 BAN-PT mempersiapkan pembentukan 
lembaga  mandiri  untuk  melakukan  akreditasi  program studi  
bekerjasama  dengan  organisasi  profesi  dan  asosiasi program  
studi  terkait  serta pemangku kepentingan lainnya.

Sejalan dengan perkembangan di berbagai negara,  
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pengembangan dan pelaksanaan akreditasi yang dilakukan 
BAN-PT juga harus menyesuaikan dengan perkembangan 
dan penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI, Indonesian National Qualification Framework). KKNI  
merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang 
dapat   menyandingkan,   menyetarakan,   dan   mengintegrasikan  
antara   bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja  serta   
pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan 
kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaaan di 
berbagai sektor. KKNI tersebut memberi informasi kepada 
pasar kerja mengenai kualifikasi lulusan perguruan tinggi 
Indonesia. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 
2012  tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)  
mendorong BAN-PT  untuk melakukan penyesuaian instrumen 
akreditasinya.

Di samping itu, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendorong  
BAN-PT untuk  melakukan  perubahan  signifika n tentang sistem 
akreditasi pendidikan tinggi. Perubahan tersebut berkaitan   
dengan Sistem Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Tinggi, dimana  
di  dalamnya  akreditasi  sebagai  Sistem Penjaminan  Mutu  
Eksternal, Standar Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi 
Nasional, dan penggunaan Pangkalan Data  Pendidikan Tinggi 
(PDDikti).

Dengan latar belakang tersebut dan sejalan dengan 
perkembangan tata kelola pendidikan tinggi serta peningkatan 
kebutuhan pendidikan tinggi yang bermutu, maka BAN-PT 
sejak   tahun 2013 mengembangkan Sistem Akreditasi  Nasional  
Pendidikan Tinggi  di Indonesia dengan 9 kriteria akreditasi yang 
mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
12 tahun 2012, mulai tahun 2015 BAN-PT melaksanakan penilaian 
pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan program 
studi dan pendirian perguruan tinggi baru.
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II. SISTEM PENJAMINAN MUTU 
PENDIDIKAN TINGGI

A. Elemen Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 
(SPM-Dikti)

Pendidikan tinggi yang bermutu adalah pendidikan tinggi 
yang memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi,  memiliki daya saing,  relevansi,  serta mampu menjawab  
tuntutan dan tantangan perkembangan ilmu  pengetahuan, 
teknologi dan seni, serta pembangunan bangsa.

Sistem  Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM  Dikti) adalah 
kegiatan sistemik untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  tinggi 
secara berencana dan  berkelanjutan. SPM Dikti bertujuan 
menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar 
Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh 
dan berkembang budaya mutu. Selain itu SPM  Dikti berfungsi 
mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh  
perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang 
bermutu.

Kegiatan sistemik sebagaimana dimaksud dalam SPM Dikti  
adalah terkait kebijakan, sistem dan  prosedur  yang dibangun  
oleh   Pemerintah dan  perguruan  tinggi untuk  menjamin bahwa 
mutu program studi dan perguruan tinggi dipertahankan dan 
ditingkatkan secara berencana,  sistematis, dan  berkelanjutan  
dengan  mengacu  kepada  Standar  Pendidikan Tinggi.

Kewajiban  pemerintah untuk  membangun Sistem Penjaminan  
Mutu Pendidikan Tinggi diamanatkan dalam Pasal  51 ayat  (2) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012  
tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa pemerintah 
menyelenggarakan sistem  penjaminan  mutu pendidikan  tinggi 
untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Menurut Pasal 53  
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun 2012  
sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas:
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1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang 
dikembangkan oleh  Perguruan Tinggi; dan

2. Sistem Penjaminan Mutu  Eksternal (SPME) yang dilakukan  
melalui akreditasi  oleh BAN-PT  dan atau LAM.

Sistem Penjaminan Mutu  Internal  (SPMI) oleh masing-masing 
perguruan tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 
(SPME)  oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan 
akreditasi sangat penting untuk meyakinkan pemangku 
kepentingan bahwa perguruan tinggi telah memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah 
ditetapkan.

1.   Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem  Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  adalah kegiatan 
sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap 
perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan 
meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara 
berencana dan berkelanjutan.

SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan,  
dan  dikembangkan oleh  perguruan tinggi, ditetapkan dalam 
peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi  PTN  atau peraturan  
badan  hukum  penyelenggara  bagi   PTS, setelah disetujui  
senat atau  senat akademik perguruan tinggi.

Dalam SPMI ditetapkan kebijakan, standar, dan prosedur 
oleh perguruan tinggi untuk merencanakan, melaksanakan, 
mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu 
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi  yang meliputi   
layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat secara berkelanjutan. Kebijakan dan standar 
tersebut dirumuskan sesuai visi dan misi perguruan tinggi 
dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang 
ditetapkan oleh Menteri.

Menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi Nomor  62 Tahun 2016 tentang Sistem   
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Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, SPMI memiliki siklus 
kegiatan yang terdiri atas:

1.   penetapan Standar Pendidikan Tinggi;

2.   pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;

3.   evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

4.   pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;  dan

5.   peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Program studi dan perguruan tinggi berkewajiban 
melaksanakan siklus kegiatan tersebut di atas secara 
berkelanjutan untuk menjamin dilakukannya proses 
peningkatan mutu berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, 
tujuan dan strategi yang ditetapkan.

2.   Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi 
sebagai bagian dari SPM-Dikti adalah kegiatan penilaian 
untuk  menentukan  kelayakan program  studi  dan  perguruan 
tinggi.  Secara   lebih   rinci,   akreditasi  program  studi  adalah  
kegiatan penilaian  untuk menentukan  kelayakan  program  
studi,  sedangkan  akreditasi  perguruan  tinggi  adalah kegiatan 
penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan  tinggi. SPME  
atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran 
penerapan SPMI oleh  perguruan tinggi untuk penetapan status 
dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan 
tinggi.

SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, 
dan dikembangkan oleh  BAN- PT dan/atau LAM melalui   
akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. 
Pelaksanaan SPME melalui akreditasi berupa penyusunan 
kebijakan, kriteria, instrumen dan prosedur untuk menilai 
dan menentukan kelayakan serta mutu program studi dan 
perguruan  tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
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Menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem   
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, SPME  yang dilakukan 
melalui akreditasi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. tahap Evaluasi Data  dan Informasi;

2. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat 
Terakreditasi; dan 

3.  tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan 
Peringkat Terakreditasi.

3.   Standar Pendidikan Tinggi

Menurut  Pasal   54  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  
12  Tahun 2012  tentang Pendidikan  Tinggi,  Standar  Standar  
Pendidikan Tinggi terdiri  atas Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar 
Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah 
satuan  standar  yang  meliputi Standar Nasional 
Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, 
dan Standar Nasional Pengabdian  kepada  Masyarakat. 
Standar  Nasional  Pendidikan  adalah  kriteria minimal 
tentang  pembelajaran  pada  jenjang  pendidikan tinggi 
di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Standar Nasional 
Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada 
Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem 
penelitian dan sistem pengabdian kepada masyarakat pada 
perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional 
Pendidikan, Standar  Nasional  Penelitian,  dan  Standar  
Nasional  Pengabdian kepada Masyarakat merupakan 
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan 
Tridharma Perguruan Tinggi.
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Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh 
Menteri, bertujuan untuk:

a) menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang 
berperan strategis dalam mencerdaskan  kehidupan  
bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta 
pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia 
yang berkelanjutan;

b) menjamin agar pembelajaran  pada  program studi,  
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 
yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di 
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria 
yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi;  dan

c) mendorong agar perguruan tinggi di seluruh 
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 
mencapai  mutu  pembelajaran,  penelitian,  dan  
pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria 
yang ditetapkan  dalam Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi secara berkelanjutan.

Standar Nasional Pendidikan  Tinggi wajib  dipenuhi 
oleh  setiap perguruan  tinggi untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional, dijadikan dasar untuk pemberian izin  
pendirian perguruan tinggi dan izin  pembukaan program 
studi, penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan 
kurikulum pada program studi, penyelenggaraan penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan 
penyelenggaraan SPMI,  dan penetapan kriteria SPME 
melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dievaluasi 
dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan 
berkelanjutan,  sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, 
nasional, dan global oleh   badan  yang  ditugaskan  untuk  
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menyusun  dan  mengembangkan Standar  Nasional 
Pendidikan Tinggi.

2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap 
Perguruan Tinggi

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap 
perguruan tinggi mengacu pada SN-Dikti, terdiri atas 
Standar dalam bidang Akademik dan Standar dalam bidang 
Nonakademik yang melampaui SN-Dikti. Pelampauan 
terhadap SN-Dikti dapat berupa pelampauan secara 
kualitatif (vertikal) maupun secara kuantitatif (horizontal). 
Pelampauan secara kualitatif  adalah pelampauan atas 
kadar standar  yang  ditetapkan SN   Dikti. Pelampauan 
secara kuantitatif adalah pelampauan atas  jumlah standar, 
yang berarti penambahan standar di luar  yang ditetapkan 
dalam SN-Dikti.

Standar   Pendidikan   Tinggi  yang   ditetapkan   oleh 
Perguruan   Tinggi  disusun dan dikembangkan oleh 
perguruan tinggi  dan   ditetapkan dalam  peraturan 
pemimpin perguruan tinggi bagi  PTN,  atau peraturan 
badan hukum penyelenggara bagi  PTS, setelah disetujui 
senat pada tingkat perguruan tinggi.

4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yaitu kumpulan  
data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh 
perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. 
Definisi tersebut mengandung arti  bahwa PDDikti mencakup 
PDDikti aras perguruan  tinggi dan  PDDikti aras   nasional. 
Data   Pendidikan  Tinggi adalah kumpulan fakta   mengenai  
penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  yang  dimanfaatkan  untuk 
pembangunan  pendidikan  tinggi. Informasi Pendidikan  Tinggi 
adalah  Data   Pendidikan Tinggi yang sudah diolah untuk tujuan 
tertentu.

Menurut Pasal   10  Peraturan  Menteri Riset,  Teknologi, dan  
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Pendidikan  Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016  
tentang Pangkalan Data  Pendidikan  Tinggi, Perguruan Tinggi 
harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan 
tinggi berupa data yang valid ke PD-Dikti secara berkala pada 
semester ganjil,  semester genap, dan semester antara. Isi 
laporan penyelenggaraan pendidikan tinggi terdiri atas:

a)   pembelajaran;
b)   penelitian; dan
c)   pengabdian masyarakat.

Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas  
kelengkapan, kebenaran, ketepatan, dan kemutakhiran data 
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan ke PD-Dikti.

Perguruan tinggi harus membangun PD-Dikti aras perguruan 
tinggi dengan struktur data dan  informasi yang  identik  dengan  
struktur  data  dan  informasi pada  PD-Dikti yang dibentuk  
di tingkat Nasional. Data   dan  informasi pada  PD-Dikti aras   
perguruan tinggi terintegrasi kepada PD-Dikti di tingkat nasional 
yang dibentuk dan dikelola oleh Pusat Data dan Informasi 
Pendidikan Tinggi. 

Data dan informasi pada PD-Dikti aras perguruan tinggi 
digunakan oleh  perguruan tinggi untuk mengimplementasikan 
SPMI baik di program studi maupun di perguruan tinggi. 
Sementara itu,   data  dan  informasi pada PD-Dikti aras nasional  
akan digunakan oleh LAM/BAN-PT untuk melaksanakan SPME 
atau akreditasi program studi/akreditasi perguruan tinggi. 
Lebih lanjut, data dan informasi implementasi serta luaran 
SPMI dan data serta informasi status terakreditasi dan peringkat 
terakreditasi hasil implementasi SPME atau Akreditasi, 
dilaporkan oleh perguruan tinggi dan LAM  atau BAN-PT  kepada 
Menteri untuk disimpan dalam PD-Dikti pada aras  nasional.

5. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)

Pasal  57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa 
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menteri membentuk satuan kerja  pemerintah yang disebut 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) di  wilayah  yang  
berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi. Tugas dan fungsi lembaga tersebut 
ditetapkan oleh  menteri sesuai dengan kebutuhan. Secara  
berkala Menteri mengevaluasi kinerja L2Dikti.

B.  Sinkronisasi SPMI dan SPME

Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik dan kebutuhan 
pembangunan akan tenaga dengan keterampilan tinggi 
dalam  berbagai sektor telah mendorong terjadinya ledakan 
jumlah perguruan tinggi dan akses masyarakat terhadap 
pendidikan tinggi. Peningkatan jumlah  perguruan  tinggi di 
Indonesia yang sangat cepat tersebut harus disertai dengan 
upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  tinggi  serta    mutu  
lulusan  yang  dihasilkannya. Perluasan akses masyarakat secara 
signifikan terhadap pendidikan tinggi juga harus diikuti dengan 
peningkatan relevansi dan   daya saing pendidikan tinggi bagi 
kebutuhan pembangunan bangsa. Investasi pemerintah dan 
masyarakat dalam perluasan akses pendidikan tinggi harus 
dapat menjamin terjadinya akses   masyarakat pada pendidikan 
tinggi yang bermutu.

Oleh  karena itu,  SPMI oleh  masing-masing perguruan tinggi 
dan SPME oleh  lembaga yang diberi  kewenangan  untuk   
melakukan  akreditasi sangat penting untuk meyakinkan 
pemangku kepentingan bahwa perguruan tinggi telah 
memenuhi atau melampaui Standar Pendidikan Tinggi yang 
telah  ditetapkan.

SPMI  pada setiap perguruan tinggi dan SPME  melalui akreditasi 
oleh  BAN-PT atau LAM merupakan dua sistem yang harus 
berjalan  seiring dalam upaya mendorong perguruan tinggi 
untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan (continuous  
quality improvement).

Mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah 
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tanggungjawab internal perguruan tinggi. SPMI merupakan 
sarana bagi   perguruan tinggi  untuk membangun budaya mutu 
di perguruan   tinggi. Perguruan tinggi memiliki kebutuhan 
dan tanggung  jawab untuk mengembangkan SPMI  yang 
dapat menjadi  basis   peningkatan daya saing, peningkatan 
citra, maupun perbaikan internal perguruan tinggi serta 
mendorong tumbuhnya kesadaran dan komitmen bersama 
civitas akademika untuk membangun perguruan tinggi 
bermutu. Perguruan tinggi, melalui SPMI, harus menetapkan 
mekanisme untuk memantau  dan  mereview program  dan  
kegiatan perguruan  secara reguler dan menjadikannya sebagai 
bagian dari proses manajemen  perguruan  tinggi. Adanya  
sistem informasi SPMI  yang didukung  PDDikti pada  perguruan  
tinggi sangat penting sebagai bahan bagi pimpinan perguruan 
tinggi di berbagai tingkatan untuk memperoleh informasi yang 
cepat dan tepat tentang kondisi program studi dan perguruan 
tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut disusun langkah-langkah 
perbaikan yang nyata untuk peningkatan mutu perguruan tinggi 
secara berkelanjutan (continuous  quality improvement).

Pada sisi lain, SPME melalui akreditasi adalah proses  
penilaian secara  komprehensif terhadap kelayakan dan 
mutu program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan 
sebagai bentuk  akuntabilitas publik. Akreditasi merupakan 
suatu siklus  berkelanjutan yang dilakukan oleh BAN-PT/
LAM. Dalam hal LAM belum terbentuk, maka akreditasi 
program studi  dilakukan oleh BAN-PT. BAN-PT/LAM dalam  
melakukan  akreditasi  berdasarkan kriteria yang mengacu pada 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Hasil  akreditasi berupa 
penetapan status terakreditasi atau tidak terakreditasi. Status 
terakreditasi diberikan kepada program studi atau perguruan 
tinggi yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 
sedangkan status tidak terakreditasi diberikan bagi yang tidak 
memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. BAN-PT atau 
LAM menetapkan peringkat akreditasi bagi program studi atau 
perguruan tinggi yang memperoleh status terakreditasi dengan 
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memperhatikan pemenuhan dan tingkat pelampauan terhadap 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hasil akreditasi dapat 
dijadikan rujukan oleh  masyarakat dan pihak terkait sesuai 
dengan kepentingan dan kebutuhannya.

Pembangunan SPMI dan SPME yang kredibel dan akuntabel 
akan mendorong tercapainya fungsi pengendalian 
penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi 
untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sekaligus 
menjamin adanya akuntabilitas publik (public accountabilty) 
dan perbaikan mutu berkelanjutan (continuous quality 
improvement) yang kuat dan seimbang. Penjaminan mutu 
pendidikan tinggi yang semata-mata hanya berorientasi pada 
akuntabilitas akan cenderung  mendorong tumbuhnya budaya 
kepatuhan semata, bukan budaya mutu yang hakiki. Sebaliknya 
penjaminan mutu pendidikan   tinggi  yang   hanya   berorientasi   
pada   perbaikan   mutu   internal   tanpa akuntabilitas akan 
cenderung kehilangan arah dan tidak efisien serta sekaligus 
dapat kehilangan kredibilitas. Sistem  penjaminan mutu yang 
baik  adalah sistem yang sinergistik, di satu sisi  membangun 
akuntabilitas publik dan  di sisi  lain  membangun budaya  dan 
peningkatan mutu.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, Sistem  
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Sistem   
Penjaminan Mutu Internal  (SPMI) yang  dikembangkan  oleh 
Perguruan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 
(SPME) yang dilakukan melalui akreditasi. Lebih  jauh  lagi, 
Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 mengatur bahwa 
luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan  oleh   
BAN-PT atau LAM  untuk penetapan  status  dan peringkat 
terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi. Oleh karena 
itu,  instrumen APS  dan APT  tidak hanya mampu merekam 
tingkat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Dikti, namun 
juga dapat membedakan Program studi yang Perguruan 
Tingginya telah  menerapkan SPMI secara baik dengan yang 
belum. 
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C.  Urgensi Akreditasi dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Akreditasi sebagai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal memiliki 
peranan penting dalam peningkatan mutu berkelanjutan. 
Akreditasi mendorong perguruan tinggi dan Pemerintah untuk  
melakukan perbaikan mutu berdasarkan hasil akreditasi. Hasil 
akreditasi secara eksplisit memberikan rekomendasi bagi  
perbaikan internal perguruan tinggi dan perbaikan secara 
sistem oleh Pemerintah.

Hasil  akreditasi dapat digunakan untuk mengembangkan SPMI.  
Melalui SPMI perguruan tinggi  melakukan proses reenergisasi  
sistem untuk merancang, melaksanakan, dan memantau 
program Tridharma Perguruan Tingginya. Selanjutnya, perguruan 
tinggi dapat melakukan evaluasi diri secara komprehensif untuk  
memotret kondisi mutu  perguruan tinggi sebelum dilakukan  
akreditasi ulang oleh BAN-PT atau LAM.  Evaluasi diri harus 
dapat memberikan gambaran bahwa perguruan tinggi telah  
sungguh-sungguh mencapai perbaikan  mutu  yang  signifikan 
(retrospektif). Atas dasar  analisis retrospektif tersebut program 
studi dan perguruan tinggi melakukan analisis gambaran 
masa depan (prospektif) mengenai gambaran mutu program 
studi atau perguruan tinggi yang ingin dicapai dalam 5 (lima) 
tahun  ke  depan.  Melalui SPMI   dan  akreditasi  dalam  siklus 
peningkatan mutu berkelanjutan sebagaimana dijelaskan  
dalam  Gambar 3, diharapkan  perguruan  tinggi bergerak secara  
sistematis dan sistemik dalam memperbaiki dan meningkatkan 
mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Siklus  
peningkatan mutu berkelanjutan juga lebih menjamin 
terjadinya gerakan dan upaya perbaikan mutu perguruan tinggi 
yang lebih efektif,  efisien, dan akuntabel.
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Gambar 3  Siklus Peningkatan Mutu Berkelanjutan Melalui 
SPMI dan Akreditasi 
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III. MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI, 
DAN MANFAAT

A.  Maksud, Tujuan, dan Fungsi SAN-Dikti

SAN-Dikti dimaksudkan untuk melaksanakan amanat  peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan akreditasi dan 
mutu pendidikan tinggi. SAN-Dikti juga dimaksudkan untuk 
menyediakan kerangka berfikir yang  mendasar dan menyeluruh 
dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 
Pendidikan Tinggi. Selain itu, SAN-Dikti juga dimaksudkan 
untuk memberikan landasan penguatan kelembagaan 
akreditasi program studi dan perguruan tinggi, tata hubungan 
kelembagaan penyelenggara akreditasi, serta pengembangan 
kerjasama dan aliansi strategis baik pada tataran nasional, 
regional dan internasional.

Dalam  konteks  penjaminan  mutu  internal, SAN-Dikti 
dimaksudkan  untuk  mendorong tumbuh  kembangnya  
inisiatif dan  tanggung  jawab  internal  perguruan   tinggi  
untuk menjaga  dan  meningkatkan mutu secara berkelanjutan 
(continuous  quality  improvement), mengingat bahwa luaran 
penerapan SPMI oleh  perguruan tinggi digunakan oleh  BAN-PT 
atau LAM  untuk  penetapan status dan  peringkat terakreditasi 
perguruan  tinggi atau program studi. Peningkatan mutu 
berkelanjutan dalam SPMI  oleh  setiap perguruan tinggi harus  
diselenggarakan  secara sistemik, menyeluruh,  dan  bertahap  
untuk  mewujudkan pendidikan   tinggi  bermutu   yang  relevan  
dengan  visi,   kepentingan  stakeholders,  dan berdaya saing.

Tujuan  SAN-Dikti adalah  untuk  menjamin  terselenggaranya  
sistem  penjaminan  mutu pendidikan tinggi yang efektif,  
efisien, dan akuntabel.

Fungsi SAN-Dikti adalah sebagai:

1. pendorong terciptanya suasana akademik agar  budaya 
mutu tumbuh dan berkembang dalam dunia pendidikan 
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tinggi di Indonesia;

2. rujukan   bagi   program  studi  dan  perguruan  tinggi  dalam  
menyiapkan  data  dan informasi berdasarkan kriteria yang 
ditetapkan BAN-PT  untuk proses akreditasi;

3. acuan dalam  pengaturan  penyelenggaraan akreditasi 
program studi dan perguruan tinggi di wilayah hukum 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B.  Tujuan dan Manfaat Akreditasi

Tujuan akreditasi pendidikan tinggi adalah untuk menilai 
serta  menentukan kelayakan dan mutu  program  studi atau  
perguruan  tinggi  berdasarkan  kriteria  yang mengacu pada 
Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi. Akreditasi pendidikan 
tinggi juga  bertujuan untuk menjamin kepentingan masyarakat 
dan mahasiswa agar  memperoleh layanan pendidikan tinggi 
yang  bermutu,  serta   melindungi masyarakat  dari  pelayanan  
pendidikan  tinggi yang tidak memenuhi Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi.

Hasil akreditasi berupa status dan peringkat terakreditasi 
beserta rekomendasi yang menyertainya dapat dimanfaatkan 
oleh  berbagai pihak sesuai dengan tanggung jawab dan  
kepentingannya, sebagai berikut:

1. perguruan tinggi dapat memanfaatkan hasil  akreditasi 
untuk  mengetahui posisi daya saing perguruan  tinggi 
serta  berguna untuk membangun citra  perguruan tinggi.

2. pimpinan perguruan tinggi dapat memanfaatkan hasil  
akreditasi untuk menyusun dan melaksanakan perbaikan 
mutu;

3. pengguna   lulusan   dapat   memanfaatkan  hasil    akreditasi   
sebagai   acuan   dalam melakukan pengangkatan tenaga 
kerja;

4. penyandang  dana  dapat  memanfaatkan  hasil    akreditasi  
sebagai landasan untuk penyediaan beasiswa dan bentuk 
pendanaan lainnya yang bersifat kompetitif;
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5. pemerintah dapat  memanfaatkan hasil   akreditasi untuk  
merumuskan  kebijakan  dan program strategis dalam 
meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

6. para pihak terkait dapat menggunakan hasil akreditasi   
sebagai acuan dalam membangun kesepakatan,  
pengakuan, dan dasar kerjasama antara perguruan tinggi 
dengan  mitra  strategis, antar  perguruan  tinggi, antar  
lembaga  akreditasi,  maupun antar pemerintah baik  pada 
tataran regional maupun internasional. 
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IV. ASAS DAN PRINSIP SISTEM 
AKREDITASI NASlONAL PENDIDIKAN TINGGI

SAN-Dikti dikembangkan berasaskan nilai dan norma kejujuran, 
keamanahan (trustworthiness), keharmonisan dan kecerdasan. 
Asas kejujuran merupakan landasan utama kebenaran, 
keadilan, keobjektifan, imparsialitas, dan transparansi. 
Keamanahan merupakan asas dalam membangun dan 
mencerminkan komitmen atas akuntabilitas dalam rangka 
pertanggungjawaban kepada masyarakat. Keharmonisan adalah 
asas pengembangan independensi kelembagaan akreditasi   
yang mencerminkan akuntabilitas sekaligus keterkaitan 
(interrelatedness), keterhubungan (interconnection), dan 
komunikasi (communication). Kecerdasan adalah  asas  dalam 
pengembangan Sistem  Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 
yang komprehensif, kredibel, akurat, efektif,  dan efisien.

Akreditasi sebagai suatu Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 
dirancang sebagai suatu proses untuk menjaga sekaligus 
meningkatkan mutu secara berkelanjutan, dengan menumbuh- 
kembangkan budaya mutu berbasis tata nilai yang menjadi 
keyakinan pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Dengan 
demikian, akreditasi harus didasarkan pada prinsip dan 
tata nilai yang mendorong terjadinya proses perubahan, 
perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam 
penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik program studi maupun 
perguruan tinggi.

Akreditasi harus dilaksanakan berlandaskan  pada  keempat  asas   
tersebut yaitu asas kejujuran, keamanahan, keharmonisan, dan  
kecerdasan sehingga pelaksanaan akreditasi mencerminkan 
keterpercayaan dan tanggung jawab dalam melakukan 
penjaminan mutu kepada para pemangku kepentingan 
(stakeholders).  Berdasarkan  hal   tersebut  akreditasi pendidikan 
tinggi dilaksanakan dengan prinsip:
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1. Independen. Akreditasi  dilaksanakan  oleh lembaga  
yang memiliki otoritas yang bersifat mandiri  dalam 
pengambilan keputusan akreditasi dan  terbebas dari 
konflik kepentingan maupun intervensi pihak ketiga.

2. Akurat. Akreditasi dilaksanakan berdasarkan  pada  data  
dan  informasi yang  sahih (valid), dan andal (reliable).

3. Objektif. Akreditasi dilaksanakan berdasarkan atas bukti 
data dan informasi.

4. Transparan. Akreditasi dilakukan secara terbuka baik  
persyaratan, proses, maupun hasilnya.

5. Akuntabel. Akreditasi  dilakukan   dengan   penuh   tanggung  
jawab dalam rangka akuntabilitas publik.

6. Ketidakberpihakan. Akreditasi dilakukan dengan   
menjunjung tinggi prinsip kesejawatan (peer review), 
kesetaraan, keadilan, dan tidak memihak.

7. Kredibel. Akreditasi dilaksanakan dengan menjunjung 
tinggi prinsip-prinsip profesionalisme, keterpercayaan  
(trustworthiness), dan kejujuran untuk membangun 
kredibilitas BAN-PT, LAM, asesor, program studi, dan 
perguruan tinggi.

8. Menyeluruh. Akreditasi dilaksanakan  secara komprehensif 
yang mencakup seluruh aspek tridharma, sistem 
manajemen  dan penjaminan mutu pendidikan tinggi.

9. Efektif.  Akreditasi  dilaksanakan  dengan  cerminan  hasil   
guna dalam membangun budaya mutu, menjaga dan 
meningkatkan mutu pendidikan tinggi. 

10. Efisien. Akreditasi dilaksanakan dengan menggunakan 
sumberdaya yang berdaya guna dan tepat guna.

Di  samping mengacu kepada prinsip-prinsip di atas, akreditasi 
dilakukan sebagai upaya pencegahan (preventif) terhadap  
terjadinya penyelenggaraan, pengelolaan dan layanan 
pendidikan yang tidak bermutu dan tidak bertanggung jawab. 
Pelaksanaan akreditasi dilakukan secara berkala, sehingga 
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program studi dan perguruan tinggi dapat memperbaiki diri, 
dan masyarakat lebih  terjamin kepentingannya.
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V. CAKUPAN AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI

BAN-PT memiliki kewenangan melakukan akreditasi seluruh 
pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, 
baik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Lain maupun 
Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK),  dan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat dalam wilayah hukum 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, melalui 
kewenangannya untuk membangun dan mengembangkan 
jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat 
nasional  maupun internasional (Pasal 10 huruf f Peraturan 
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 
Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program 
Studi dan Perguruan Tinggi) BAN-PT dapat memberikan 
pelayanan akreditasi pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi di 
luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia atas 
permintaan perguruan tinggi yang bersangkutan atau otoritas 
akreditasi negara lain.

Cakupan akreditasi nasional pendidikan tinggi meliputi 
akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi 
(Gambar 4). Akreditasi program studi mencakup semua jenis 
dan program pendidikan, pembelajaran, dan kekhususan 
program studi. Akreditasi perguruan tinggi mencakup 
kekhususan sistem tata kelola perguruan tinggi sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

Gambar 4 Cakupan Akreditasi Perguruan Tinggi
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Di dalam proses pendirian perguruan tinggi, BAN-PT 
mempunyai wewenang untuk memberikan rekomendasi 
pemenuhan  persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian 
perguruan tinggi kepada Kementerian yang berwenang 
memberikan izin pendirian perguruan tinggi, termasuk 
Kementerian Lain dan LPNK. Di dalam proses pembukaan 
Program Studi, LAM memberikan  rekomendasi   pemenuhan   
persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program 
Studi kepada Kementerian atau PTN Badan Hukum yang 
berwenang menerbitkan izin pembukaan atau membuka 
program studi. Apabila LAM Program Studi terkait belum 
terbentuk, maka kewenangan ini dilaksanakan BAN-PT. 
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VI. PENILAIAN DAN INSTRUMEN AKREDITASI 
PENDIDIKAN TINGGI

Pasal  55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa akreditasi   
merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah   
ditetapkan berdasarkan SN-Dikti.

Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN-Dikti dijadikan 
sebagai acuan utama. Kriteria akreditasi  dijabarkan  ke  dalam  
elemen  penilaian  dengan  mempertimbangkan  interaksi antar 
standar dari Standar Pendidikan Tinggi yang mengukur capaian 
mutu pendidikan tinggi. Demikian pula, mengingat akreditasi 
tidak hanya menilai pemenuhan (compliance), namun juga 
menilai  kinerja  (performance)  program  studi  atau  perguruan  
tinggi, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian 
standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan 
perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti. Selain itu, 
penilaian akreditasi juga memperhatikan elemen-elemen 
lain yang relevan dan penting terkait mutu pendidikan tinggi  
yang tidak secara eksplisit tercantum dalam SN-Dikti, antara 
lain Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 
Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang 
Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri 
dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi 
Swasta.

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, BAN-PT 
menetapkan instrumen akreditasi yang mencakup instrumen 
akreditasi program studi dan instrumen akreditasi perguruan 
tinggi. Instrumen akreditasi perguruan tinggi disusun dan  
dikembangkan  dengan mempertimbangkan kekhususan sistem 
tata kelola perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-
undangan. Instrumen  akreditasi  program studi disusun  dengan 
mempertimbangkan jenis dan program pendidikan, modus 
pembelajaran, dan kekhususan program studi. Instrumen  
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akreditasi  program  studi  terdiri dari instrumen yang menilai 
hal-hal yang bersifat umum  lintas program  studi  (generik) 
dan instrumen penilaian tentang kekhususan program studi 
(spesifik).

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan 
instrumen akreditasi adalah sebagai berikut:

1. penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja  
Tridharma Perguruan Tinggi (outcome-based accreditation), 
peningkatan daya saing, dan wawasan internasional 
(international outlook) pada program studi dan perguruan 
tinggi.

2. penilaian  akreditasi  dilakukan  secara  uji  tuntas  dan 
komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan    
(compliance) terhadap persyaratan pendirian,   perubahan, 
pembubaran  dan  atau  pencabutan  izin   perguruan  
tinggi,  persyaratan  pembukaan program studi, Standar 
Nasional  Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar Pendidikan 
Tinggi yang ditetapkan  oleh  perguruan tinggi, dan 
peraturan  perundang-undangan tentang pengelolaan 
pendidikan tinggi, serta   konformasi  (conformance)  yang 
diukur melalui kinerja mutu (performance) dalam konteks 
akuntabilitas publik;

3. penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan 
pencapaian mutu akademik dan non-akademik program 
studi atau perguruan tinggi; 

4. penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti 
yang sesungguhnya dan sah (evidence-based) serta  
ketertelusuran (traceability) dari setiap aspek penilaian;

5. penilaian  akreditasi  mengukur  keefektifan dan  konsistensi  
antara dokumen dan penerapan  sistem manajemen mutu 
perguruan tinggi;

6. penilaian  akreditasi  didasarkan  pada  gabungan  penilaian 
yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif.
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7. instrumen akreditasi  berisi deskriptor dan indikator yang  
efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari 
setiap elemen penilaian;

8. deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki   
tingkat kepentingan (importance) dan relevansi tinggi 
(relevance) terhadap mutu pendidikan tinggi;

9. instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk 
mengukur dan memilah gradasi mutu program studi dan 
perguruan tinggi.

Penilaian dan instrumen akreditasi harus dapat mengukur 
dimensi:

1. mutu kepemimpinan dan kinerja tata  kelola: meliputi 
integritas visi dan misi, kepemimpinan (leadership),    
sistem   manajemen   sumberdaya,   kemitraan   strategis 
(strategic  partnership), dan SPMI;

2. mutu dan produktivitas luaran (outputs), capaian 
(outcomes), dan dampak (impacts): berupa kualitas   
lulusan,   produk   ilmiah   dan   inovasi,  serta    kemanfaatan   
bagi masyarakat;

3. mutu proses: mencakup proses pembelajaran, penelitian,   
pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;

4. kinerja mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen 
dan  tenaga kependidikan), mahasiwa, kurikulum, sarana 
prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

Mengacu kepada empat dimensi di atas, BAN-PT menetapkan 
fokus penilaian ke  dalam kriteria yang berdasarkan pada  SN-
Dikti sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5 dan Gambar 6. 
Gambar 5 menunjukkan hubungan antara kriteria akreditasi 
dengan SN-Dikti, sedangkan  Gambar 6  menunjukkan kerangka  
pikir  sistemik  kriteria  akreditasi  (input – proses – output). 
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Gambar 5 Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria 
Akreditasi

 

Gambar 6 Kriteria Penilaian 

Visi, misi, tujuan, dan strategi: Penilaian difokuskan pada 
kejelasan arah, komitmen dan konsistensi pengembangan 
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program studi dan perguruan tinggi untuk mencapai kinerja 
dan mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program 
yang terencana, efektif,  dan terarah dalam rangka pewujudan 
visi dan penyelenggaraan misi.

Tata  pamong, tata kelola dan kerjasama: Penilaian difokuskan 
pada kinerja dan keefektifan kepemimpinan; tata  pamong, 
sistem manajemen sumberdaya program studi dan perguruan 
tinggi; sistem penjaminan mutu; sistem komunikasi dan 
teknologi informasi; program dan kegiatan yang diarahkan pada 
perwujudan visi dan penuntasan misi  perguruan tinggi yang 
bermutu, serta  terbangun dan terselenggaranya kerjasama dan 
kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, 
baik  akademik maupun non  akademik, pada program studi dan 
perguruan tinggi secara berkelanjutan pada tataran nasional, 
regional, maupun internasional untuk meningkatkan daya saing 
perguruan tinggi.

Mahasiswa: Penilaian difokuskan pada keefektifan sistem 
penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif,   
keseimbangan rasio mahasiswa  dengan  dosen  dan  tenaga 
kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang 
efektif   dan efisien, serta program dan keterlibatan mahasiswa 
dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian.

Sumberdaya manusia: Penilaian difokuskan pada keefektifan  
sistem perekrutan, ketersedian sumberdaya dari segi jumlah, 
kualifikasi pendidikan dan kompetensi, program pengembangan, 
penghargaan, sanksi dan  pemutusan  hubungan  kerja,   baik   bagi   
dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan 
kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi.

Keuangan, sarana dan prasarana: Penilaian keuangan 
termasuk pembiayaan difokuskan pada kecukupan, keefektifan, 
efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan 
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat. Penilaian sarana dan  prasarana  
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difokuskan pada pemenuhan ketersediaan (availability) 
sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana 
prasarana (accessibility), kegunaan atau pemanfaatan (utility) 
sarana prasarana oleh civitas akademika, serta keamanan,  
keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang 
tridharma perguruan tinggi.

Pendidikan: Penilaian difokuskan pada kebijakan dan   
pengembangan kurikulum, kesesuaian kurikulum dengan 
bidang ilmu  program studi beserta kekuatan dan keunggulan 
kurikulum,   budaya   akademik,   proses   pembelajaran,   sistem   
penilaian,   dan   sistem penjaminan  mutu  untuk  menunjang  
tercapainya  capaian  pembelajaran  lulusan  dalam rangka 
pewujudan visi dan misi penyelenggaraan perguruan tinggi.

Penelitian: Penilaian difokuskan pada komitmen untuk 
mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan 
kesesuaian program penelitian dengan visi  keilmuan program 
studi dan perguruan tinggi, serta  capaian jumlah dan lingkup 
penelitian.

Pengabdian kepada masyarakat: Penilaian difokuskan 
pada  komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan 
pengabdian kepada  masyarakat, jumlah  dan jenis kegiatan,  
keunggulan  dan  kesesuaian  program  pengabdian  kepada  
masyarakat,  serta cakupan daerah pengabdian. 

Kinerja output, outcome, dan dampak pendidikan,  penelitian, 
dan pengabdian kepada masyarakat: Penilaian difokuskan 
pada  pencapaian kualifikasi dan  kompetensi lulusan berupa 
gambaran yang jelas tentang profil dan capaian pembelajaran 
lulusan dari program studi,  penelusuran  lulusan,  umpan  balik   
dari  pengguna  lulusan, dan  persepsi publik terhadap lulusan 
sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan/kompetensi yang 
ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi  dengan  
mengacu pada KKNI; jumlah dan keungggulan publikasi  
ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan 
kemanfaatan/dampak hasil  penelitian terhadap pewujudan visi  
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dan penyelenggaraan misi, serta  kontribusi pengabdian kepada 
masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial,  
ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

SPMI yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh  perguruan tinggi, 
kepuasan pemangku kepentingan, dan  rekognisi masyarakat 
akan menjiwai  setiap kriteria penilaian di atas. Dalam hal  
ini  akan dinilai implementasi dan efektifitas SPMI  dalam 
meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap kriteria 
penilaian, yang kemudian menghasilkan kepuasan pemangku 
kepentingan dan pengakuan masyarakat.

Kriteria penilaian akreditasi tersebut di atas berlaku bagi   
akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi 
yang diharapkan  menjadi  daya dorong bagi  unit pengelola 
program studi  atau perguruan  tinggi untuk  mengembangkan 
dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Sesuai 
dengan karakteristik akreditasi perguruan  tinggi, penilaian 
akreditasi  perguruan tinggi  lebih menitikberatkan pada aspek 
kepemimpinan, tata pamong dan tata kelola, sumberdaya 
manusia, keuangan dan sarana prasarana, serta kebijakan 
pengembangan pendidikan,  penelitian dan pengabdian kepada  
masyarakat sesuai dengan visi-misi yang ditetapkan. Adapun 
penilaian akreditasi program studi lebih menitikberatkan  pada 
aspek  kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pengendalian mutu 
akademik. Selain itu, diarahkan pula pada kerjasama akademik 
yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat sesuai dengan visi misi  yang ditetapkan. 
Penilaian akreditasi untuk pendirian perguruan tinggi baru  
atau pembukaan program studi baru dititikberatkan pada  
pemenuhan  aspek legal formal administrasi; rencana strategis 
yang meliputi visi, misi, tujuan, dan strategi; sumberdaya  
manusia;  sarana prasarana; keuangan; dan kurikulum.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 mengharuskan  
dilaksanakannya APT dan APS. Akreditasi yang satu tidak dapat  
menggantikan  akreditasi  yang  lain   karena  terdapat perbedaan  
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karakteristik antara keduanya. APS bertitik berat pada  
kompetensi lulusan. Dengan demikian, isi pembelajaran, dosen, 
sarana dan prasarana, pendanaan, dan sebagainya ditujukan 
untuk  tercapainya kompetensi lulusan yang diharapkan. Di  
pihak lain,  APT  lebih  mengedepankan tata  pamong yang 
memungkinkan tercapainya visi dan misi perguruan tinggi. 
Sekalipun ada perbedaan pada kriteria akreditasi tersebut, 
keduanya harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi. Oleh  karena itu,  9 (sembilan) kriteria pada Gambar 
6  yang  mengacu  pada  Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi 
dan peraturan perundangan lain yang relevan, sebagaimana 
diuraikan di atas, digunakan di dalam menyusun instrumen 
akreditasi untuk APT  dan APS  dengan tetap memperhatikan 
perbedaan karakteristik yang ada pada keduanya.
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VII. PROSES AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI

A. Akreditasi Minimum Perguruan Tinggi dan Program Studi 
Baru

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, BAN-PT menetapkan 
persyaratan dan memberikan rekomendasi pemenuhan  
persyaratan  minimum  akreditasi  untuk  pendirian  perguruan 
tinggi kepada kementerian yang berwenang memberikan izin  
pendirian perguruan tinggi. Adapun penetapan persyaratan dan 
pemberian rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum 
akreditasi untuk pembukaan program studi dilakukan oleh  
LAM.  Selanjutnya, BAN-PT atau LAM menerbitkan Keputusan 
pemenuhan persyaratan minimum akreditasi sehingga 
Perguruan Tinggi yang baru didirikan atau Program Studi 
yang baru dibuka mendapatkan akreditasi minimum dengan 
kewajiban mengajukan akreditasi ulang paling lambat dua 
tahun sejak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

B.  Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

Proses akreditasi terdiri tiga tahapan, yaitu evaluasi data 
dan informasi, penetapan status akreditasi dan peringkat  
terakreditasi, serta pemantauan/evaluasi  status  akreditasi  dan 
peringkat terakreditasi.

Tahap evaluasi data dan informasi merupakan proses penilaian 
terhadap permohonan yang diajukan oleh  Pemimpin Perguruan 
Tinggi kepada LAM  untuk akreditasi Program Studi dan/atau 
BAN-PT untuk akreditasi Perguruan Tinggi. Dalam evaluasi 
tersebut, asesor LAM dan/atau BAN-PT menggunakan data  dan 
informasi pada  PDDikti dan dokumen yang diajukan. Asesmen 
lapang dilakukan terhadap perguruan Tinggi dan Program Studi 
yang memenuhi persyaratan evaluasi kecukupan.

Tahap penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi 
dilaksanakan berdasarkan hasil  asesmen lapang. Penetapan 
hasil  tersebut dituangkan dalam bentuk surat keputusan LAM 
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dan BAN-PT sesuai kewenangan masing-masing dengan masa 
berlaku 5 (lima)  tahun.

Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri 
atas terakreditasi dan tidak terakreditasi. Peringkat terakreditasi   
Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas terakreditasi 
baik,  terakreditasi baik  sekali;  dan terakreditasi unggul. Makna 
peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 
sebagai berikut:

a. terakreditasi baik, yaitu memenuhi Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi;

b. terakreditasi baik sekali dan terakreditasi  unggul, yaitu 
melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Tingkat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
ditetapkan oleh BAN-PT.

Tahap pemantauan  dan evaluasi status akreditasi dan peringkat 
terakreditasi dilakukan oleh  LAM  atau BAN-PT  terhadap 
pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi 
Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi. Pemantauan 
tersebut berdasarkan data   dan  informasi  dari  PDDikti,  fakta    
hasil    asesmen  lapang,  Direktorat  Jenderal Kelembagaan  
Ilmu    Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan/atau 
Direktorat Jenderal  Pembelajaran  dan Kemahasiswaan. Status 
akreditasi dan  peringkat  terakreditasi 

Program  Studi  dan/atau   Perguruan   Tinggi  dapat   dicabut  
sebelum  masa  berlakunya berakhir, apabila Program Studi 
dan/atau Perguruan  Tinggi terbukti tidak lagi  memenuhi syarat 
status akreditasi dan peringkat terakreditasi.
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VIII. PENYELENGGARA AKREDITASI 
PENDIDIKAN TINGGI

A.  Otoritas Penyelenggara Akreditasi

Ketentuan mengenai penyelenggara akreditasi nasional 
ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12  
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri 
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 
tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang 
menyatakan hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Pemerintah membentuk BAN-PT untuk mengembangkan 
sistem akreditasi.

2. Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT.

3. Akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas 
publik dilakukan oleh  Lembaga Akreditasi Mandiri.

4. Lembaga Akreditasi Mandiri merupakan  lembaga mandiri 
bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan 
masyarakat yang diakui oleh  Pemerintah atas  rekomendasi 
BAN-PT.

5. Dalam hal LAM belum terbentuk, akreditasi program studi 
dilaksanakan oleh BAN-PT.

Ketentuan di atas mengamanatkan bahwa otoritas 
penyelenggara akreditasi nasional pendidikan tinggi adalah 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), 
National Accreditation  Agency for Higher Education. Untuk 
penyelenggaraan akreditasi program studi BAN-PT dibantu oleh 
Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang bersifat mandiri.

B.  Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

BAN-PT berkedudukan di ibu kota negara dan merupakan  
lembaga pemerintah non- struktural yang bersifat mandiri dan 
bertanggung jawab kepada Menteri yang menangani urusan 
pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
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BAN-PT merupakan lembaga yang berwenang tugas akreditasi 
pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, dalam 
melaksanakan tugas akreditasi, BAN-PT memiliki tugas dan 
wewenang:

1. mengembangkan sistem akreditasi Program Studi dan 
Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan 
pendidikan tinggi;

2. menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi 
Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi;

3. melakukan akreditasi Perguruan Tinggi;

4. menerbitkan,  mengubah,  atau  mencabut  keputusan  
tentang  status  akreditasi  dan peringkat terakreditasi 
Perguruan Tinggi;

5. memeriksa, melakukan uji  kebenaran, dan memutuskan 
keberatan yang diajukan  atas status akreditasi dan/atau 
peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;

6. membangun dan mengembangkan jejaring dengan  
pemangku  kepentingan  baik   di tingkat nasional maupun 
internasional; 

7. melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM  sebagai 
dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM;

8. mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya 
disampaikan kepada Menteri;

9. menyusun   instrumen   evaluasi  pendirian   Perguruan   
Tinggi  berdasarkan   Standar Nasional  Pendidikan  Tinggi 
bersama  dengan  Direktur  Jenderal  Kelembagaan  Ilmu 
Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

10. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan   
minimum akreditasi untuk pendirian Perguruan 
Tinggi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu 
Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;  dan

11. menyampaikan laporan hasil  akreditasi dilengkapi dengan 
rekomendasi secara berkala kepada Menteri.
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BAN-PT memiliki susunan Majelis Akreditasi (Accreditation  
Council) sebagai organ penentu kebijakan dan Dewan Eksekutif 
(Executive Board) sebagai organ pelaksana kebijakan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAN-PT difasilitasi 
oleh Sekretariat BAN-PT yang bertugas memberikan dukungan 
teknis dan administratif, yang meliputi aspek legal, kehumasan, 
ketatalaksanaan, keuangan, sarana dan prasarana, sumberdaya 
manusia, dan sumberdaya lain yang diperlukan guna 
pelaksanaan tugas dan fungsi BAN-PT.

Sekretariat BAN-PT dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat 
yang dijabat  oleh  pejabat struktural di lingkungan Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

C.  Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

LAM  dibentuk oleh  Pemerintah atau masyarakat berdasarkan 
rumpun, pohon, dan/atau cabang  ilmu pengetahuan  yang  
ditetapkan  oleh   Menteri.  LAM   dibentuk  di  tempat kedudukan  
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Dalam melakukan 
akreditasi Program Studi, LAM memiliki kemandirian.

1.   Pembentukan LAM

LAM Pemerintah dibentuk oleh Menteri atas  rekomendasi 
dari BAN-PT. LAM Masyarakat berbentuk badan hukum 
nirlaba yang dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri 
atas  organisasi profesi dan/atau asosiasi unit pengelola 
program studi berbadan hukum dari suatu rumpun, 
pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan. LAM 
Masyarakat sebagai badan hukum nirlaba dibentuk  
setelah Menteri memberikan persetujuan pengakuan 
berdasarkan rekomendasi BAN-PT. Dalam hal Menteri tidak 
memberikan persetujuan pengakuan LAM  Masyarakat, 
pemrakarsa dapat mengajukan kembali usulan pendirian 
LAM Masyarakat setelah mengupayakan pemenuhan 
persyaratan yang ditetapkan.
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2.  Tugas dan wewenang LAM

Tugas dan wewenang LAM meliputi:

1. menyusun instrumen akreditasi Program Studi 
berdasarkan interaksi antarstandar  di dalam Standar 
Pendidikan Tinggi;

2. melakukan akreditasi Program Studi; 

3. menerbitkan,  mengubah,  atau  mencabut  keputusan  
tentang  status  akreditasi  dan peringkat terakreditasi 
Program Studi;

4. memeriksa, melakukan uji kebenaran dan 
memutuskan keberatan yang diajukan  atas status 
akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program 
Studi;

5. membangun dan mengembangkan jejaring dengan 
pemangku kepentingan, baik  tingkat nasional 
maupun internasional;

6. menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program 
Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan  Tinggi 
bersama  dengan  Direktorat  Jenderal  Kelembagaan  
Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

7. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 
pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat 
terakreditasi Program Studi yang telah  ditetapkan;

8. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan   
minimum akreditasi untuk pembukaan Program 
Studi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu  
Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau 
PTN badan hukum; dan

9. menyampaikan laporan hasil  akreditasi dilengkapi 
dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri 
dengan tembusan kepada BAN-PT.
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D.  Asesor

Asesor terdiri atas asesor Perguruan Tinggi dan asesor 
Program Studi.  Persyaratan Asesor ditetapkan oleh  BAN-PT.   
Pengelolaan asesor Perguruan Tinggi dilakukan oleh BAN-PT, 
sedangkan   pengelolaan  asesor  Program   Studi  dilakukan   oleh 
LAM.    Setiap   asesor mempunyai nomor registrasi asesor yang 
diterbitkan BAN-PT.  Dalam proses rekrutmen dan seleksi, BAN-
PT atau LAM perlu melibatkan lembaga independen. Dalam 
penugasan untuk asesmen program  studi  atau perguruan 
tinggi, diutamakan  asesor yang berdomisili di wilayah kerja 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi tempat perguruan tinggi 
berada.

1.   Asesor Perguruan Tinggi

Dalam menjalankan tugas akreditasi, BAN-PT  mengangkat asesor 
Perguruan Tinggi sesuai dengan persyaratan administratif dan 
teknis melalui proses seleksi administrasi, asesmen psikologi, 
pelatihan awal, dan penetapan sebagai asesor. Pengelolaan 
asesor dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif BAN-PT setelah 
mendapat pertimbangan dari Majelis   Akreditasi. Dalam rangka 
menjaga dan meningkatkan profesionalitas asesor, BAN-PT  
melakukan pelatihan dan pembinaan, serta  penilaian kinerja 
asesor.

2.   Asesor Program Studi

Dalam menjalankan tugas akreditasi program studi, LAM  
dibantu oleh  asesor. LAM  dapat melakukan  proses  seleksi  
administrasi,  pelatihan  awal,  dan  asesmen  psikologi  sesuai 
standar yang ditetapkan oleh   BAN-PT.   Calon asesor yang telah   
memenuhi persyaratan seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai 
asesor. 
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IX. ALIANSI STRATEGIS DAN PENGAKUAN

Pendidikan Tinggi merupakan  motor  pembangun  knowledge  
society  di  era   global  yang dihadapkan   pada   berkembangnya  
pendidikan tinggi  lintas  batas  (cross-border   higher education). 
Persaingan di era global menuntut adanya interkoneksi, 
interrelasi, dan interdependensi.  Keterbukaan pendidikan  tinggi 
secara global, baik  yang disebabkan oleh kesepakatan  regional  
dan  internasional  maupun   oleh    tuntutan   komersialisasi  
jasa pendidikan  tinggi yang bersifat lintas negara, mendorong  
setiap perguruan  tinggi untuk memacu kualitas dan daya 
saingnya.

Dalam kaitan itu, penjaminan mutu eksternal (akreditasi) 
pendidikan tinggi yang bersifat lintas negara merupakan   
keniscayaan. Dengan demikian, aliansi strategis lembaga 
akreditasi antar negara untuk  membangun saling pengakuan 
terhadap mutu pendidikan tinggi di masing-masing negara 
sangat diperlukan.

Selain untuk saling pengakuan, kerjasama tersebut juga  
dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitas, 
kredibilitas, dan profesionalisme BAN-PT dalam bentuk 
kemitraan  bilateral  dan  jejaring  yang  bersifat  regional  dan  
internasional.  Kerjasama dilakukan dalam bentuk:

1. Saling  menjamin prinsip dan mutu proses akreditasi;

2. Saling  melakukan evaluasi antar lembaga;

3. Saling  mengakui hasil  akreditasi;

4. Berbagi pengetahuan terbaru dan pengalaman praktek 
baik;

5. Harmonisasi standar, dalam bentuk pengembangan   
profesionalisasi SDM dan pertukaran asesor.

Dalam rangka meningkatkan saling pengakuan pada tingkat 
program studi, LAM  dapat juga   melakukan  kemitraan  dengan  
lembaga  akreditasi  asing  secara  bilateral, regional, dan 
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internasional di bawah pengawasan BAN-PT.

Program  studi  atau  perguruan  tinggi  dapat meminta lembaga  
akreditasi asing yang memiliki kewenangan akreditasi  pada  
lingkup regional maupun internasional untuk melakukan 
akreditasi. Akreditasi internasional dapat dilakukan apabila 
sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi/program 
studi, dan  apabila perguruan tinggi/program studi sudah 
terakreditasi  BAN-PT/LAM dengan peringkat tertinggi. BAN-
PT dapat mengakui akreditasi internasional Perguruan Tinggi/
Program Studi apabila akreditasi tersebut dilakukan oleh 
lembaga akreditasi yang diakui oleh BAN-PT.  Hasil  akreditasi 
internasional yang  telah   diperoleh  dari  lembaga akreditasi 
internasional yang diakui BAN-PT tidak langsung menggantikan 
akreditasi BAN-PT/LAM, namun dapat  menjadi  salah satu 
pertimbangan di dalam akreditasi BAN-PT/LAM. 
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X. PEMBIAYAAN, PENGAWASAN, DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN

A.  Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan akreditasi, termasuk di dalamnya biaya 
untuk seluruh tahapan akreditasi, pemrosesan pemenuhan 
persyaratan akreditasi minimum, dan pemrosesan keberatan 
atas  status akreditasi dan peringkat terakreditasi, serta  biaya 
operasional BAN-PT dan LAM Pemerintah dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara (APBN). Sedangkan 
biaya akreditasi yang diselenggarakan oleh LAM Masyarakat 
bersumber dari dana masyarakat, sumber lain atau dapat 
bersumber dari dana pemerintah sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal   LAM   
Masyarakat memungut biaya untuk melakukan akreditasi 
program studi, besaran biaya harus mendapat persetujuan 
Menteri.

B.  Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas akreditasi, 
Menteri yang menangani urusan pendidikan  tinggi melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi oleh BAN-
PT. BAN-PT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
akreditasi yang dilakukan oleh LAM. BAN-PT melakukan 
evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan akreditasi yang 
dilaksanakan  oleh LAM paling cepat setiap 2 (dua) tahun. Apabila 
berdasarkan  hasil evaluasi, LAM tidak melaksanakan akreditasi 
sesuai ketentuan, maka LAM melaksanakan akreditasi di bawah 
pembinaan dan pengawasan BAN-PT selama 1 (satu) tahun. 
Apabila selama  masa  pembinaan  dan  pengawasan  oleh BAN-
PT, LAM tidak menunjukkan perbaikan pelaksanaan tugasnya, 
BAN-PT merekomendasikan penutupan LAM Pemerintah atau 
pencabutan pengakuan LAM masyarakat kepada Menteri.
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BAN-PT juga melakukan  pengawasan pelaksanaan  akreditasi  
program studi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi 
baik  regional maupun internasional yang telah  mendapat 
pengakuan BAN-PT.

Anggota BAN-PT,  anggota LAM, asesor, pejabat dan pegawai 
BAN-PT, sekretariat BAN-PT, dan LAM,  dan pihak lain yang 
terkait dengan pelaksanaan tugas akreditasi pendidikan tinggi 
tunduk pada kode etik  akreditasi pendidikan tinggi. Kode etik  
akreditasi pendidikan tinggi ditetapkan oleh BAN-PT.

BAN-PT bertanggung jawab  kepada Menteri, sedangkan LAM  
bertanggungjawab  kepada Menteri melalui BAN-PT. 
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XI. PENUTUP

Sistem   Akreditasi  Nasional Pendidikan  Tinggi ini  merupakan 
Sistem   Penjaminan  Mutu Eksternal  (SPME)   Pendidikan  
Tinggi yang  merupakan bagian tak  terpisahkan dari satu 
kesatuan sistem pendidikan  tinggi  di  Indonesia.  Sejalan   
dengan tantangan  pendidikan tinggi yang semakin berorientasi 
mutu dan  globalisasi pendidikan  tinggi, baik   dari segi layanan 
maupun pengakuan lulusan, peran dan fungsi akreditasi 
semakin penting dalam mendorong  perguruan  tinggi untuk 
secara berkelanjutan meningkatkan kinerja dan kualitasnya. 
Akreditasi sebagai SPME, seharusnya tidak lagi  dipandang 
sebagai kewajiban demi akuntabilitas  perguruan  tinggi  
tetapi  sebagai kebutuhan  untuk memotret kinerja dan mutu 
perguruan tinggi secara reguler dalam rangka melakukan 
perbaikan dan pengembangan perguruan tinggi bermutu.

Menyadari betapa penting dan strategisnya peran akreditasi 
dalam peningkatan mutu berkelanjutan,  pengembangan  
SAN-Dikti yang  kredibel  menjadi sangat  penting.  Agar SAN-
Dikti dapat  berfungsi  secara optimal,  seluruh  pemangku 
kepentingan pendidikan tinggi  di   Indonesia  harus  mempunyai  
komitmen  dan  berpartisipasi  aktif. BAN-PT, Pemerintah, 
lembaga legislatif, badan penyelenggara perguruan tinggi, 
perguruan tinggi, dunia  usaha/industri, dan pihak terkait  
lainnya  harus bersatu  pandangan dan sikap bahwa akreditasi 
merupakan  instrumen  yang sistematis untuk mendorong 
terwujudnya pendidikan  tinggi  yang  bermutu  dan  berdaya  
saing. Komitmen dan  konsistensi  para pemangku  kepentingan 
diperlukan tidak hanya pada tahap pengembangan dan proses 
implementasi sistem akreditasi nasional, melainkan pula pada 
tahap implementasi tindak lanjut rekomendasi hasil  akreditasi 
menuju pendidikan tinggi bermutu.
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PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI 
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang :

Mengingat :

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  
Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi 
Program Studi dan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  
Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem  
Penjaminan  Mutu Pendidikan Tinggi;

bahwa dalam rangka melaksanakan    
Peraturan Menteri  Riset, Teknologi, dan   
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  
Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi 
Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu 
menetapkan Peraturan Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi tentang Kebijakan 
Penyusunan Instrumen Akreditasi.

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi; 
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4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi,     
dan Pendidikan Tinggi Republik 
Indonesia Nomor 327/M/KPT/2016 
tentang Anggota Majelis Akreditasi 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi Periode 2016-2021;

5.  Keputusan Menteri Riset, Teknologi,     
dan Pendidikan Tinggi Republik   
Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016   
tentang pengangkatan Ketua dan 
Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua 
dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
2016-2021;

6.  Keputusan Menteri Riset, Teknologi,     
dan Pendidikan Tinggi Republik 
Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 
tentang Perubahan Pengangkatan Ketua 
dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta 
Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi     
Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-
2021;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional    
Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017     
tentang Sistem Akreditasi Nasional  
Pendidikan  Tinggi.

Memperhatikan :     

 

Hasil Keputusan Rapat Pleno Majelis   
Akreditasi Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi di Jakarta Tanggal 10 Maret 
2017.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi tercantum     
dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari   
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2017

Majelis Akreditasi,
Ketua,

Dwiwahju   Sasongko,   Ph.D.

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL 
PERGURUAN TINGGI TENTANG KEBIJAKSANAAN 
PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI



LAMPIRAN
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

KEBIJAKAN MAJELIS 
AKREDITASI BAN-PT TENTANG

PENYUSUNAN INSTRUMEN 
AKREDITASI
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1. LATAR BELAKANG DAN RASIONAL

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun   
2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa :

(1) Akreditasi merupakan kegiatan  penilaian  sesuai  dengan  
kriteria  yang telah ditetapkan berdasarkan SN-Dikti.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan   
untuk menentukan kelayakan Program Studi dan 
Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 3 (1) Permenristekdikti No 32 tahun 2016 tentang 
Akreditasi Program  Studi  dan  Perguruan  Tinggi  menyatakan  
bahwa  akreditasi dilakukan   terhadap   Program   Studi   dan  
Perguruan  Tinggi  berdasarkan interaksi antarstandar di dalam 
Standar Pendidikan Tinggi. Yang dimaksud Standar Pendidikan 
Tinggi adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah 
Standar Pendiidkan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi.

Selanjutnya, Pasal 7 Permenristekdikti No 32 tahun 2016  
tentang Akreditasi mengatur hal-hal sebagai berikut:

(1) Akreditasi  Program  Studi  dan  Perguruan  Tinggi  dilakukan  
dengan menggunakan instrumen akreditasi.

(2) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas:

a. instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan 

b. instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

(3) Instrumen akreditasi  Program  Studi  dan  Perguruan  
Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam 
Standar Pendidikan Tinggi.

(4) Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:

a. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;

b. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, 
sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, 
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spesialis, doktor, dan doktor terapan;

c. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak 
jauh; dan 

d. hal-hal khusus. 
(5) Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan 
pengelolaan perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi 
swasta, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri 
dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, 
atau perguruan tinggi negeri badan hukum.

Sementara itu Pasal 10 huruf b menyatakan bahwa BAN-PT 
bertugas dan berwenang dalam menyusun dan menetapkan 
instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar 
Pendidikan Tinggi. Namun demikian mengingat pada ketentuan 
peralihan Pasal 54 (1) menyatakan bahwa sebelum LAM 
terbentuk akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT, 
maka BAN-PT juga masih perlu memperhatikan penyusunan 
dan penetapan instrumen akreditasi PS.

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, BAN-PT 
menetapkan instrumen akreditasi yang mencakup instrumen 
akreditasi program studi dan instrumen akreditasi perguruan 
tinggi. Instrumen akreditasi perguruan tinggi disusun dan  
dikembangkan dengan mempertimbangkan kekhususan  sistem  
tata kelola perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-
undangan. Instrumen akreditasi  program  studi  disusun  
dengan mempertimbangkan jenis dan jenjang pendidikan, 
modus pembelajaran, dan kekhususan program studi. Instrumen 
akreditasi program studi terdiri dari instrumen yang menilai 
hal- hal yang bersifat umum lintas program studi (generik) dan 
instrumen penilaian tentang kekhususan program studi (spesifik).

2. TUJUAN

Kebijakan ini disusun sebagai acuan bagi Dewan Eksekutif BAN-
PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri dalam menyusun instrumen 
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akreditasi untuk ditetapkan oleh Majelis Akreditasi BAN-PT, 
untuk memastikan bahwa instrumen akreditasi disusun selaras 
dengan peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku.

3. KEBIJAKAN
3.1.  Umum

Kriteria akreditasi adalah patokan minimal akreditasi yang 
mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Dalam 
pengembangan kriteria akreditasi, SN-Dikti dijadikan sebagai 
acuan utama. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen 
penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar 
dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan 
tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan 
(compliance), namun juga menilai kinerja (performance) 
program studi atau perguruan tinggi, maka penilaian akreditasi 
mempertimbangkan   capaian   standar   pendidikan   tinggi 
yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui 
SN-Dikti. Selain itu, penilaian akreditasi juga memperhatikan 
elemen-elemen lain yang relevan dan penting terkait mutu 
pendidikan tinggi yang tidak secara eksplisit tercantum dalam 
SN-Dikti, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 
2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan 
Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin 
Perguruan Tinggi Swasta. Penilaian akreditasi dilakukan dengan 
menggunakan data dan informasi yang tersedia pada Pangkalan 
Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

3.2.    Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan 
instrumen akreditasi adalah sebagai berikut:

1. Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja 
tridharma perguruan tinggi (outcome-based accreditation), 
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peningkatan daya saing, dan wawasan internasional 
(international outlook) pada program studi dan institusi 
perguruan tinggi.

Outcome-based accreditation yang dimaksud di sini 
adalah, pada akreditasi program studi (APS) berfokus pada 
ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, sedang pada 
akreditasi perguruan tinggi (APT) adalah ketercapaian visi, 
misi, dan tujuan perguruan tinggi.

2.  Penilaian akreditasi dilakukan secara uji tuntas dan 
komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan 
(compliance) terhadap Standar Nasional Pendidikan  Tinggi 
(SN-Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh 
perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan  
tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi   
(conformance) yang diukur melalui kinerja mutu  
(performance) dalam konteks akuntabilitas publik;

Rujukan-rujukan penting yang perlu diperhatikan dalam 
penilaian akreditasi adalah:

- Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang   Standar   
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

- Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

- Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang 
Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi 

- Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang  
Kerangka  Kualifikasi Nasional Indonesia

- Permenristekdikti No. 26 tahun 2016 tentang 
Rekognisi Pembelajaran Lampau

- Permenristekdikti No. 100 tahun 2016 tentang 
Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi 
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Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin 
Perguruan Tinggi Swasta

Penilaian pemenuhan terhadap SN-Dikti dan peraturan 
perundang- undangan yang relevan dilihat secara agregat, 
kecuali untuk butir-butir standar yang bersifat mutlak, 
yaitu:

-   Pemenuhan persyaratan legal pendirian perguruan tinggi

-   Pemenuhan persyaratan lahan

-   Pemenuhan persyaratan dosen tetap program studi

Ketidakberhasilan  memenuhi  butir-butir  standar  yang  
bersifat  mutlak dapat berimplikasi pada status tidak 
terakreditasi.

3. Penilaian  akreditasi  mencakup  aspek  kondisi,  kinerja,  
dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik 
program studi atau institusi perguruan tinggi;

Outcome-based accreditation tidak diartikan sebagai 
penilaian luaran dan outcome  penyelenggaraan  program  
studi  atau  perguruan  tinggi  saja, namun juga menilai 
pemenuhan SN-Dikti yang menyangkut input dan proses. 
Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup 
Input – Proses – Output – Outcome dari penyelenggaraan 
program studi dan perguruan tinggi. Bobot penilaian 
ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) 
pada  aspek  luaran  dan  capaian  (outputs  dan  outcomes)  
diikuti  aspek proses dan input.

4. Penilaian    akreditasi    didasarkan    pada    ketersediaan    
bukti    yang sesungguhnya dan sah (evidence-based) serta 
ketertelusuran (traceability) dari setiap aspek penilaian;

Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, 
maka penilaian tidak semata berdasar pada dokumen 
akreditasi yang diajukan oleh perguruan tinggi, tetapi 
harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sah 
serta ketertelusurannya pada setiap aspek penilaian. Hal 
ini berimplikasi pada keharusan adanya asesmen lapang.
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5. Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi   
antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu 
perguruan tinggi;

Perguruan tinggi wajib mengembangkan dan melaksanakan 
sistem penjaminan mutu  internal  (SPMI), yang di dalamnya 
terkandung aspek penetapan standar pendidikan tinggi 
oleh perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti. Oleh 
karena itu penilaian akreditasi harus mencakup pula 
keberadaan,  efektifitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI 
serta ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan 
tinggi. Penilaian ini tidak saja dilakukan pada elemen 
penilaian khusus yang terkait dengan Sistem Penjaminan 
Mutu Internal, melainkan juga melekat pada setiap kriteria 
akreditasi.

6. Penilaian  akreditasi  didasarkan  pada  gabungan  penilaian 
yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif.

Penilaian  akreditasi  dilakukan  terutama  terhadap  hasil  
evaluasi diri program studi atau perguruan tinggi yang 
dituangkan dalam dokumen akreditasi  dengan   format-
format terstandar yang ditetapkan LAM atau BAN-PT. 
Format terstandar dapat berupa Format Isian (borang) 
input, proses, output dan outcome (kinerja) dan/atau 
Format Evaluasi Diri (Self Assessment Report). Unit 
pengelola Program studi atau perguruan tinggi harus 
menyediakan sekaligus menggunakan data dan informasi 
yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang 
sudah tersimpan dalam Pangkalan Data Pendiidkan Tinggi 
maupun yang belum, untuk menunjukkan efektifitas 
sistem penjaminan mutu internal pada mutu luaran.

7. Instrumen  akreditasi  berisi  deskriptor  dan  indikator  
yang  efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan 
dari setiap elemen penilaian;

8. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki    
tingkat kepentingan (importance) dan relevansi tinggi 
(relevance) terhadap mutu pendidikan tinggi;
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Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 
disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam 
Standar Pendidikan Tinggi dan dituangkan dalam bentuk 
elemen penilaian, deskriptor dan indikator. Elemen 
penilaian dan deksriptor harus secara komprehensif 
mencakup seluruh butir standar dari SN-Dikti dalam 
bingkai kriteria akreditasi dan memiliki relevansi tinggi 
terhadap mutu pendidikan tinggi, namun dengan jumlah 
yang dibatasi (efisien dan efektif).

9. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk   
mengukur   dan memilah gradasi mutu program studi dan 
perguruan tinggi.

Proses akreditasi menghasilkan status akreditasi dan 
peringkat terakreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi 
harus memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah 
gradasi mutu program studi dan perguruan tinggi yang 
tercermin pada status akreditasi dan peringkat terakreditasi. 

Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 
terdiri atas terakreditasi baik, baik sekali, dan  unggul.

Makna peringkat terakreditasi baik adalah memenuhi 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terakreditasi baik 
sekali dan terakreditasi unggul adalah melampaui Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi. Tingkat pelampauan untuk 
mencapai peringkat terakreditasi baik sekali ditetapkan 
berdasarkan hasil interaksi  antar  standar  yang  membawa  
program  studi  atau  perguruan tinggi pada pencapaian 
daya saing di tingkat nasional, sedang pelampauan untuk 
mencapai peringkat terakreditasi unggul ditetapkan 
berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa 
program studi atau perguruan tinggi pada pencapaian 
daya saing di tingkat internasional.

3.3.  Dimensi Penilaian

Penilaian dan instrumen akreditasi harus dapat mengukur 
dimensi:
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1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: meliputi 
integritas visi dan misi, kepemimpinan (leadership), tata   
pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan 
strategis (strategic partnership), dan sistem penjaminan 
mutu internal;

2. Mutu dan produktivitas luaran (outputs) dan capaian 
(outcomes): berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan 
inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;

3. Mutu  proses:  mencakup  proses  pembelajaran,  
penelitian,  pengabdian kepada masyarakat, dan suasana 
akademik;

4. Mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen dan 
tenaga kependidikan), mahasiwa, kurikulum, sarana   
prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

3.4.  Kriteria dan Elemen Penilaian

Mengacu kepada empat dimensi di atas, BAN-PT menetapkan 
fokus penilaian ke dalam kriteria yang berdasarkan pada 
SN-Dikti dan peraturan regulasi yang relevan sebagaimana 
ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2. Gambar 1 
menunjukkan   hubungan   antara   kriteria   akreditasi   dengan   
SN-Dikti, sedangkan Gambar 2 menunjukkan kerangka pikir 
sistemik kriteria akreditasi (input – proses – output-outcome).

Kriteria penilaian akreditasi tersebut di atas berlaku bagi 
akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi yang 
diharapkan menjadi daya dorong bagi program studi atau 
perguruan tinggi untuk mengembangkan dan meningkatkan 
mutu secara berkelanjutan. Sesuai dengan karakteristik 
akreditasi perguruan tinggi, penilaian akreditasi perguruan 
tinggi lebih menitikberatkan  pada  aspek kepemimpinan, tata 
pamong dan  tata  kelola, sumberdaya  manusia,  keuangan  dan  
sarana  prasarana,  serta  kebijakan 

pengembangan  pendidikan,  penelitian  dan pengabdian  kepada  
masyarakat sesuai dengan visi-misi yang ditetapkan. Adapun 
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penilaian akreditasi program studi lebih menitikberatkan pada 
aspek kebijakan teknis, pelaksanaan, pengendalian mutu 
akademik dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. 
Selain   itu, diarahkan pula pada kerjasama akademik yang 
meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat sesuai dengan visi misi yang ditetapkan. Titik berat 
penilaian lebih rinci disajikan pada Tabel 1.

 

Gambar 1 Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi 
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Gambar 2 Kriteria Penilaian

Tabel 1. Titik berat penilaian APS dan APT 
berdasarkan kriteria akreditasi

Kriteria

Visi, misi, tujuan, dan 
strategi

APS

1. Kejelasan, kerealistikan, 
dan keterkaitan antara visi 
keilmuan, misi, tujuan, sasaran 
dan strategi pencapaian 
sasaran unit pengelola 
program studi, keterkaitannya 
dengan visi, misi, tujuan 
dan sasaran institusi, serta 
keterkaitan dengan capaian 
pembelajaran lulusan yang 
ditetapkan.

2. Pemahaman, komitmen dan 
konsistensi pengembangan 
program studi untuk men-
capai visi dan capaian 
pembelajaran lulusan serta 
mutu yang ditargetkan dengan 
langkah-langkah program 
yang terencana, efektif, dan 
terarah. 

APT

1. Kejelasan, kerealistikan, dan 
keterkaitan antara visi, misi, 
tujuan, sasaran dan strategi 
pencapaian sasaran perguruan 
tinggi.

2. Pemahaman, komitmen dan 
konsistensi pengembangan 
perguruan tinggi untuk 
mencapai kinerja dan mutu 
yang ditargetkan dengan 
langkah-langkah program yang 
terencana, efektif, dan terarah 
dalam rangka pewujudan visi 
dan penyelenggaraan misi.

3. Adopsi visi, misi, tujuan 
dan sasaran perguruan 
tinggi sebagai pedoman 
pengembangan unit-unit di 
dalam lingkungan perguruan 
tinggi.

No

1
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Kriteria

Tata pamong dan 
kerjasama

Mahasiswa

APS

1. Kinerja dan keefektifan kepe-
mimpinan, tata pamong, dan 
sistem manajemen sumber-
daya unit pengelola program 
studi, serta pemenuhan 
aspek-aspek (1) kredibel, (2) 
transparan, (3) akuntabel, (4) 
bertanggung jawab, dan (5) 
adil dalam tata kelola program 
studi.

2. Konsistensi dan keefektifan 
implementasi sistem penja-
minan mutu di tingkat program 
studi; sistem komunikasi dan 
teknologi informasi; program 
dan kegiatan yang diarahkan 
pada perwujudan visi dan 
penuntasan misi unit pengelola 
program studi yang bermutu.

3. Terbangun dan terselenggara-
nya kerjasama dan kemitraan 
strategis dalam penyelenggara-
an program studi, baik akademik 
maupun non akademik, secara 
berkelanjutan pada tataran 
nasional, regional, maupun 
internasional untuk mencapai 
capaian pembelajaran dan 
meningkatkan daya saing 
lulusan.

1. Konsistensi pelaksanaan dan 
keefektifan sistem penerimaan 
mahasiswa baru yang adil dan 
objektif.

2. Keseimbangan rasio maha-
siswa dengan dosen dan 
tenaga kependidikan yang 
menunjang pelaksanaan pem-
belajaran yang efektif dan 
efisien.

3. Program, keterlibatan dan 
prestasi mahasiswa dalam 
pembinaan minat, bakat, dan 
keprofesian.

4. Efektifitas sistem layanan bagi 
mahasiswa dalam menunjang 
proses pembelajaran yang 
efektif dan efisien. 

APT

1. Kelengkapan struktur dan 
organ perguruan tinggi untuk 
dapat mewujudkan prinsip-
prinsip tata pamong yang baik 
dan efektif.

2. Kinerja dan keefektifan ke-
pemimpinan;  tata pamong, 
sistem manajemen sumberdaya 
dan program perguruan tinggi, 
termasuk sistem komunikasi 
dan teknologi informasi yang 
digunakan untuk mendukung 
tata pamong dan tata kelola 
perguruan tinggi.

3. Kelengkapan dan kejelasan 
sistem penjaminan mutu 
internal serta konsistensi dan 
keefektifan implementasinya.

4. Kebijakan dan terselenggaranya 
kerjasama dan kemitraan 
strategis dalam penyelenggara-
an pendidikan tinggi, baik 
akademik maupun non akade-
mik pada perguruan tinggi 
secara berkelanjutan pada 
tataran nasional, regional, 
maupun internasional, serta 
keefektifannya untuk mencapai 
visi dan misi perguruan tinggi 
dan meningkatkan daya saing 
perguruan tinggi.

1. Kebijakan sistem penerimaan 
mahasiswa baru yang me-
menuhi prinsip-prinsip 
keterbukaan akses dan 
ekuitas serta konsistensi 
pelaksanaannya. 

2. Keefektifan sistem penerimaan 
mahasiswa baru yang adil dan 
objektif, keseimbangan rasio 
mahasiswa dengan dosen 
dan tenaga kependidikan 
di tingkat perguruan tinggi 
yang menunjang pelaksanaan 
pembelajaran yang efektif dan 
efisien.

3. Kebijakan, program, keter-
libatan, dan prestasi maha-
siswa dalam pembinaan 
minat, bakat, dan keprofesian.

No

2

3
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Kriteria

Tata pamong dan 
kerjasama

Mahasiswa

APS

1. Kinerja dan keefektifan kepe-
mimpinan, tata pamong, dan 
sistem manajemen sumber-
daya unit pengelola program 
studi, serta pemenuhan 
aspek-aspek (1) kredibel, (2) 
transparan, (3) akuntabel, (4) 
bertanggung jawab, dan (5) adil 
dalam tata kelola program studi.

2. Konsistensi dan keefektifan 
implementasi sistem penja-
minan mutu di tingkat program 
studi; sistem komunikasi dan 
teknologi informasi; program 
dan kegiatan yang diarahkan 
pada perwujudan visi dan 
penuntasan misi unit pengelola 
program studi yang bermutu.

3. Terbangun dan terselenggara-
nya kerjasama dan kemitraan 
strategis dalam penyelenggara-
an program studi, baik akademik 
maupun non akademik, secara 
berkelanjutan pada tataran 
nasional, regional, maupun 
internasional untuk mencapai 
capaian pembelajaran dan 
meningkatkan daya saing 
lulusan.

1. Konsistensi pelaksanaan dan 
keefektifan sistem penerimaan 
mahasiswa baru yang adil dan 
objektif.

2. Keseimbangan rasio maha-
siswa dengan dosen dan 
tenaga kependidikan yang 
menunjang pelaksanaan pem-
belajaran yang efektif dan 
efisien.

3. Program, keterlibatan dan 
prestasi mahasiswa dalam 
pembinaan minat, bakat, dan 
keprofesian.

4. Efektifitas sistem layanan bagi 
mahasiswa dalam menunjang 
proses pembelajaran yang 
efektif dan efisien. 

APT

4. Kebijakan dan penyelenggara-
an sistem layanan bagi 
mahasiswa.

1. Kebijakan dan sistem pere-
krutan, pengembangan,  pe-
mantauan, penghargaan, sanksi 
dan pemutusan hubungan 
kerja, baik bagi dosen maupun 
tenaga kependidikan untuk 
menjamin terselenggaranya 
kegiatan pendidikan, peneliti-
an, dan pengabdian kepada 
masyarakat yang bermutu se-
suai visi dan misi perguruan 
tinggi serta konsistensi 
pelaksanaannya.

2. Keefektifan sistem perekrutan, 
pengembangan, pemantauan, 
penghargaan, dan sanksi pada 
ketersediaan sumberdaya dari
segi jumlah, kualifikasi pen-
didikan dan kompetensi, untuk 
menyelenggarakan kegiatan 
pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyara-
kat yang bermutu sesuai visi 
dan misi perguruan tinggi.

3. Keberadaan mekanisme survei 
kepuasan, tingkat kepuasan, 
dan umpan balik dosen dan 
tenaga kependidikan tentang 
manajemen SDM.

1. Kebijakan dan sistem 
pembiayaan penyelenggaraan 
pendidikan tinggi serta 
konsistensi pelaksanaanya.

2. Kecukupan, keefektifan, 
efisiensi, dan akuntabilitas, 
serta keberlanjutan pem-
biayaan untuk menunjang 
penyelenggaraan pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat.

3. Kebijakan dan sistem penye-
diaan serta pemeliharaan 
sarana prasarana penyeleng-
garaan pendidikan tinggi serta 
konsistensi pelaksanaannya.

No

4

5
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Kriteria

Pendidikan

Penelitian

Pengabdian kepada 
Masyarakat

APS

1. Kesesuaian dan keunggulan 
capaian pembelajaran lulus-
an program studi, kesesuaian 
kurikulum dengan bidang ilmu 
program studi dan capaian 
pembelajaran lulusan beserta 
kekuatan dan keunggulan 
kurikulum, budaya akademik, 
proses pembelajaran, sistem
penilaian, dan sistem   penja-
minan mutu untuk menunjang 
tercapainya capaian pembela-
jaran lulusan dalam rangka 
pewujudan visi dan misi unit 
pengelola program studi.

2. Integrasi kegiatan penelitian 
dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam proses 
pendidikan.

1. Arah pengembangan peneli-
tian dan komitmen untuk 
mengembangkan penelitian 
yang bermutu, keunggulan 
dan kesesuaian program 
penelitian dengan visi 
keilmuan unit pengelola 
program studi.

2. Intensitas kegiatan penelitian 
dan keterlibatan mahasiswa 
dalam kegiatan penelitian. 

1. Arah pengembangan peng-
abdian kepada masyarakat dan 
komitmen untuk mengem-
bangkan dan melaksanakan 
pengabdian kepada masyara-
kat, yang bermutu.

APT

4. Kecukupan, keefektifan, efisi-
ensi, dan akuntabilitas, serta 
keberlanjutan penyediaan 
serta pemeliharaan sarana 
prasarana untuk menunjang 
penyelenggaraan pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat.

1. Kebijakan dan dukungan 
perguruan tinggi dalam 
pengembangan kurikulum, 
proses pembelajaran, 
sistem penilaian, dan sistem 
penjaminan mutu untuk 
menunjang tercapainya 
capaian pembelajaran lulusan 
dalam rangka pewujudan visi 
dan misi penyelenggaraan 
perguruan tinggi.

2. Kebijakan integrasi kegiatan 
penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat dalam 
proses pendidikan dan 
konsistensi pelaksanaannya.

1. Kebijakan dan arah pengem-
bangan penelitian tingkat 
perguruan tinggi serta 
dukungan perguruan tinggi 
pada pengembangan dan 
pelaksanaan kegiatan pene-
litian di unit kerja.

2. Keunggulan, kesesuaian 
arah, dan program penelitian 
dengan visi perguruan tinggi, 
serta capaian jumlah dan 
lingkup penelitian.

1. Kebijakan dan arah pengem-
bangan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat di 
tingkat perguruan tinggi 
serta dukungan perguruan 
tinggi pada pengembangan 
dan pelaksanaan kegiatan 
pengabdian kepada masya-
rakat di unit kerja.

No

6

7

8
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Kriteria

Luaran dan Capaian: 
hasil pendidikan, 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat

APS

2. Intensitas kegiatan peng-
abdian kepada masyarakat 
(jumlah dan jenis kegiatan), 
keunggulan dan kesesuaian 
program pengabdian kepada 
masyarakat, serta cakupan 
daerah pengabdian.

1. Produktivitas program pen-
didikan, dinilai dari efisiensi 
edukasi dan masa studi 
mahasiswa.

2. Pencapaian kualifikasi dan 
capaian pembelajaran lulusan 
(berupa gambaran yang jelas 
tentang profil dan capaian 
pembelajaran lulusan dari 
program studi,

3. Penelusuran lulusan, umpan 
balik dari pengguna lulusan, 
dan persepsi publik terhadap 
lulusan sesuai dengan capaian 
pembelajaran lulusan/
kompetensi yang ditetapkan 
oleh program studi dan 
perguruan tinggi dengan 
mengacu pada KKNI

4. Jumlah dan keungggulan 
publikasi ilmiah, jumlah 
sitasi, jumlah hak kekayaan 
intelektual, dan kemanfaatan/
dampak hasil penelitian 
terhadap pewujudan visi 
dan penye-lenggaraan misi, 
serta kontribusi pengabdian 
kepada masyarakat pada 
pengembangan dan pember-
dayaan sosial, ekonomi, dan 
kesejahteraan masyarakat.

APT

2. Keunggulan dan kesesuaian 
program pengabdian pada 
masyarakat dengan visi dan 
misi perguruan tinggi, serta 
capaian jumlah, lingkup dan 
jangkauan wilayah pengabdian 
pada masyarakat.

1. Produktivitas program pen-
didikan, dinilai dari efisiensi 
edukasi dan masa studi 
mahasiswa.

2. Penelusuran lulusan, umpan 
balik dari pengguna lulusan, 
dan persepsi publik terhadap 
lulusan sesuai dengan capaian 
pembelajaran lulusan yang 
ditetapkan oleh program studi 
dan perguruan tinggi dengan 
mengacu pada KKNI;

3. Jumlah dan keungggulan 
publikasi ilmiah, jumlah 
sitasi, jumlah hak kekayaan 
intelektual, dan kemanfaatan/
dampak hasil penelitian 
terhadap pewujudan visi 
dan penye-lenggaraan misi, 
serta kontribusi pengabdian 
kepada masyarakat pada 
pengembangan dan pember-
dayaan sosial, ekonomi, dan 
kesejahteraan masyarakat.

4. Adopsi hasil penelitian dan 
pelembagaan hasil peng-
abdian kepada masyarakat 
oleh pemangku kepentingan 
dan masyarakat.

No

9

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang ditetapkan 
dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi, kepuasan pemangku 
kepentingan, dan rekognisi masyarakat akan menjiwai 
setiap kriteria penilaian di atas. Dalam hal ini harus dinilai 
implementasi dan efektifitas SPMI dalam meningkatkan mutu 
secara berkelanjutan pada setiap kriteria penilaian, yang 
kemudian menghasilkan kepuasan pemangku kepentingan dan 
pengakuan masyarakat.
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3.5.   Kelengkapan Instrumen Akreditasi

Kelengkapan instrumen akreditasi untuk program studi dan 
perguruan tinggi terdiri atas:

BUKU I – 

BUKU II – 

BUKU IIIA – 

BUKU IIIB – 

BUKU IVA – 

BUKU IVB – 

BUKU VA – 

BUKU VB – 

BUKU VIA – 

BUKU VIB – 

NASKAH AKADEMIK  AKREDITASI PRO-
GRAM STUDI/PERGURUAN TINGGI

KRITERIA DAN PROSEDUR AKREDITASI 
PROGRAM STUDI/PERGURUAN TINGGI

DOKUMEN  KINERJA PROGRAM STUDI/
PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang 
relavan

LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM 
STUDI/PERGURUAN TINGGI atau nama 
lain rang relevan

PANDUAN PENGISIAN DOKUMEN 
KINERJA PROGRAM STUDI/PERGURUAN 
TINGGI atau nama lain yang relavan

PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN 
EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI/PER-
GURUAN TINGGI atau nama lain yang 
relevan

PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN 
KINERJA PROGRAM STUDI/PERGURUAN 
TINGGI atau nama lain yang relevan

PEDOMAN PENILAIAN LAPORAN 
EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI/PER-
GURUAN TINGGI atau nama lain yang 
relevan

MATRIKS PENILAIAN DOKUMEN KINERJA 
PROGRAM STUDI/PERGURUAN TINGGI 
atau nama lain yang relevan

MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI 
DIRI PROGRAM STUDI/PERGURUAN 
TINGGI atau nama lain yang relevan
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BUKU VII – 

3.6.  Mekanisme penyusunan instrumen akreditasi

Rancangan instrumen akreditasi disusun oleh Dewan Eksekutif 
BAN-PT atau LAM dan diajukan kepada Majelis Akreditasi BAN-
PT untuk ditelaah dan ditetapkan.

Dalam penyusunan rancangan instrumen akreditasi Dewan 
Eksekutif atau LAM  dapat  membentuk  Panitia  Adhoc  yang  
terdiri  dari  pakar  pendidikan tinggi, pakar bidang ilmu, dan 
pakar akreditasi yang relevan.

Untuk memastikan kesesuaian rancangan instrumen dengan 
kebijakan yang diberikan, mekanisme berikut penting untuk 
diperhatikan:

1. Untuk penyusunan rancangan instrumen akreditasi oleh 
Dewan Eksekuti BAN-PT, pada tahap awal perlu dilakukan 
penyamaan persepsi antara Majelis Akreditasi dan Dewan 
Eksekutif, juga antara Dewan Eksekutif dengan Panitia 
Adhoc yang dibentuk.

2. Untuk efisiensi dan efektifitas pengkajian rancangan 
instrumen akreditasi oleh Majelis Akreditasi, dalam 
proses penyusunan rancangan instrumen akreditasi secara 
berkala perwakilan Majelis Akreditasi dapat dilibatkan 
dalam diskusi.

3. Untuk penyusunan rancangan instrumen akreditasi oleh 
LAM, LAM dapat berkonsultasi secara  langsung  (tatap  
muka)  maupun  melalui  surat- menyurat dengan Majelis 
Akreditasi.

Penelaahan akhir rancangan instrumen akreditasi dilakukan 
dengan memperhatikan hasil uji publik dan uji coba instrumen.

PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN AKRE-
DITASI PROGRAM STUDI/PERGURUAN 
TINGGI
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3.7.  Tata waktu penyusunan instrumen akreditasi

Penyusunan instrumen akreditasi BAN-PT yang baru sebagai 
pengganti dari instrumen yang saat ini sedang digunakan 
diharapkan telah tuntas dan dapat ditetapkan pada  akhir  
tahun  2017  sehingga dapat mulai digunakan pada akreditasi 
tahun 2018.
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